
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2023- 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: a. batIwa ruang merupakan wadah yang bersifat terbatas dan
tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana
dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial;
bahwa perubahan kebijakan baik nasional maul)un
provinsi serta dinamika pembangunan yang terjadi telah
menuntut adanya revisi terhadap Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 20 12-2032;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UncJang-
Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043;

b.

Ce

d.

Mengingat: 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

3.
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang 
Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6345); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 
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 Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU 

 
dan 

 

GUBERNUR BENGKULU  
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 – 2043. 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. 

6. Kabupaten/Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Bengkulu yang 

dipimpin oleh Bupati/Walikota. 
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 

ruang untuk fungsi budi daya. 

11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil 
perencanaan tata ruang. 

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 

ditentukan berdasarkan aspek administratif. 

13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota 

yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 

14. Penataan  Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 

16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan 

rencana tata ruang. 
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17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut 
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.  

19. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah 

pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai 
dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 

2.000 km2. 

20. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses 

pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan 
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan 

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem 

darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

21. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi 

perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan 
yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan 

dangkal, rawa payau, dan laguna. 

22. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan 
pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. 

23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah 

Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala 
internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 

24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau 

beberapa kabupaten/kota. 
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 
26. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah Jalan yang 

menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau 

antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 
27. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jalan yang 

menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional 

dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara 
pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 

28. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah Jalan yang 

menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan 

pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat 
kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan 

lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan 

lingkungan. 
29. Jalan Tol adalah adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian 

Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunanya 

diwajibkan membayar. 
30. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan 

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 

menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda 
angkutan.  

31. Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi 

melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota 

antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota 
dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan. 

32. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi 

melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota 
dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan. 
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33. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk 
pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan 

kendaraan angkutan. 

34. Jaringan Jalur Kereta Api adalah Seluruh jalur kereta api yang terkait 
satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga 

merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel 

listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain. 
35. Stasiun Kereta Api adalah Prasarana kereta api sebagai tempat 

pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. 

36. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah Suatu alur perairan di 

sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan 
antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan 

antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi. 

37. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota Suatu alur perairan di 
sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan 

antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi 

dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.  
38. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk 

melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau. 

39. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk 
kegiatan angkutan penyeberangan. 

40. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 

kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat 
angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan 

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta 

angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

41. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam 

negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan 

penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 
jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

42. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya 

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut 
dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal 

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 
dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 

43. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah 

lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang 

merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan 
sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

44. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan 

perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang 

digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, 

dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C. 

45. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan 

perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang 

digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, 

dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D. 
46. Alur pelayaran Umum dan Perlintasan adalah Bagian dari perairan yang 

dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai 

kepentingan pelayanan masyarakat umum. Alur Pelayaran Umum dan 
Perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia. 
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47. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan adalah Jalur yang menghubungkan 
masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan. Alur Pelayaran 

Masuk Pelabuhan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia. 

48. Bandar udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai 
cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani 

penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi 

perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. 
49. Bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai 

cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi 

terbatas. 

50. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang 
mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan 

tanah atau di bawah permukaan tanah. 

51. Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang mendukung 
seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di 

bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut. 

52. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana pendukung 
adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga 

listrik dan sarana pendukungnya. 

53. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah 
pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air. 

54. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah 

pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap. 
55. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP 

adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.  

56. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD 

adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel. 
57. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah 

pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.  

58. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah 
pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin. 

59. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem adalah jaringan yang 

menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi. 
60. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah 

saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di 

udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV. 
61. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik. 

62. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan 

telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk 

pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana. 
63. Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi 

bergerak. 

64. Sistem Jaringan Irigasi adalah Bangunan air beserta bangunan lain yang 
menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

65. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat 
waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. 

66. Bengunan Pegendalian Banjir adalah bangunan yang dapat 

memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir. 
67. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan 

pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. 

Termasuk di dalamnya bangunan water treatment. 

68. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah 
satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk 

pipa/kabel bawah laut air minum. 

69. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan 
prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. 
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70. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi 
daya. 

71. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan. 

72. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

73. kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai 

hutan tetap. 
74. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan 

Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi 

lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan 
kawasan gambut. 

75. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang 

mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, 
dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

76. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah kawasan konservasi di 

laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau 
penetapan legal lainnya. 

77. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan kesatuan antara 

komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan 
mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah 

sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara 

sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir 

dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 
78. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan Hutan yang mempunyai 

fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.  

79. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kawasan perkebunan rakyat adalah 
hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 

0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih 

dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 
tanaman tiap hektare. 

80. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi 

kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 
dan peternakan. 

81. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. 

Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir. 
82. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan 

tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai 

kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan 
operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan 

panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik. 

83. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang 
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
84. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik 

alam, buatan, maupun budaya. 

85. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari 
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
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86. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut adalah kawasan yang 
merupakan dumping area yang digunakan untuk tempat penimbunan 

hasil kegiatan kerja keruk, dapat berupa kawasan pembuangan material 

dari kegiatan pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain. 
87. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk 

menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk 

mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang 
di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan 

laut. 

88. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang 

dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang 
pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, 

termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. 

89. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan 

dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

90. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
tertib tata ruang. 

91. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 

pemanfaatan ruang dan pengendaliannya dan disusun untuk setiap 
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata 

ruang. 

92. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 

pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
93. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat 

KKPR adalah Kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang 

dengan RTR. 
94. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya 

disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan 

Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ. 
95. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen 

yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan 

ruang dengan RTR selain RDTR. 
96. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW 

Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah 

provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 

Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Nasional. 

97. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau  

lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan 
dunia. 

98. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, 

sosial, budaya dan/atau lingkungan. 

99. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan 
atau beberapa kelurahan/desa. 

100. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 
nonpemerintah lain dalam penataan ruang.  

101. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah 

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang 
dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil secara berkelanjutan. 
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102. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur 
pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan 

Pulau - Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan. 

103. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar 
dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat 

untuk dilayari kapal angkutan laut. 

104. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara 
berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. 

105. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 
alami maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek 

fungsi, ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika. 

106. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang 
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan 

Ruang. 
  

BAB II  

RUANG LINGKUP  
 

 Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 
 

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas: 

a. Ruang lingkup pengaturan; dan 
b. Cakupan Wilayah RTRW Provinsi. 

 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup Pengaturan 

 

Pasal 3  
Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:  

a. ketentuan umum; 

b. ruang lingkup, wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 
wilayah provinsi; 

c. rencana struktur ruang wilayah provinsi; 

d. rencana pola ruang wilayah provinsi; 

e. kawasan strategis provinsi; 
f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;  

g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; 

h. peran masyarakat dan kelembagaan; 
i. penyidikan; 

j. ketentuan pidana; 

k. ketentuan peralihan; 
l. ketentuan lain-lain; 

m. ketentuan penutup; 

n. penjelasan; dan 
o. lampiran. 

 

Bagian Ketiga 

Wilayah 
 

Pasal 4  

(1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Provinsi seluas kurang lebih 
2.979.877 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan 

ratus tujuh puluh tujuh) hektare mencakup: 
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a. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dan; 
b. Wilayah Perairan Pesisir. 

(2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 

posisi geografis antara 101º1’’ (BT) Bujur Timur - 103º41’’ (BT) Bujur 
Timur dan 2º16’’ (LS) Lintang Selatan - 3º31’’ (LS) Lintang Selatan. 

(3) Batas Wilayah Daerah Provinsi, terdiri atas:  

a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat; 
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung; 

c. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan 

Provinsi Jambi; dan 

d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. 
(4) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara 

administrasi terdiri dari 1 (satu) Wilayah Kota dan 9 (sembilan) Wilayah 

Kabupaten, mencakup: 
a. Kota Bengkulu; 

b. Kabupaten Bengkulu Tengah; 

c. Kabupaten Bengkulu Utara; 
d. Kabupaten Muko Muko; 

e. Kabupaten Lebong; 

f. Kabupaten Rejang Lebong; 
g. Kabupaten Kepahiang; 

h. Kabupaten Seluma; 

i. Kabupaten Bengkulu Selatan; dan 
j. Kabupaten Kaur. 

(5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi 

9 (sembilan) buah pulau kecil, terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dan 

Kota Bengkulu; 
(6) Wilayah Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

mencakup Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis 

pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan 
sejauh jarak garis tengah antar Wilayah laut Provinsi yang berdekatan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

(7) Peta Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 
dalam peta skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

BAB III   

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI  

 
Pasal 5   

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Provinsi Bengkulu 

sebagai sentra pertanian, perikanan, industri, pariwisata berskala nasional 
berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana serta terwujudnya peningkatan 

pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara 

lestari dan berbasis ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan laut Provinsi 
Bengkulu. 

 

Pasal 6  
(1) Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu, meliputi: 

a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan fungsinya; 

b. peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana infrastruktur; 

c. peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta 
pengurangan resiko bencana; 

d. pengembangan kawasan peruntukan budi daya sesuai dengan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan;  
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e. pengintegrasian secara harmonis Penataan Ruang Wilayah daratan 
dan Wilayah Perairan Pesisir; dan 

f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. 

(2) Strategi Penataan Ruang di Provinsi meliputi: 
a. strategi kebijakan pengembangkan sistem pusat permukiman sesuai 

dengan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

meliputi: 
1. mengembangkan pusat permukiman secara berhierarki sesuai 

dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana 

penunjang; 

2. meningkatkan keterkaitan antar pusat permukiman dalam 
Provinsi Bengkulu; dan 

3. meningkatkan fungsi pusat-pusat permukiman dengan skala 

pelayanannya. 
b. strategi kebijakan peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana 

infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

1. meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang 
terintegrasi; 

2. mengembangkan sistem jaringan energi dengan memanfaatkan 

sumber energi baru dan terbarukan; dan 
3. meningkatkan jangkauan pelayanan sosial ekonomi. 

c. strategi kebijakan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup 

serta pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c meliputi: 

1. mempertahankan fungsi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu; 

2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang 

telah menurun kualitasnya;  
3. memulihkan daya dukung DAS yang rusak; 

4. mempertahankan dan meningkatkan daya dukung DAS yang 

menurun kualitasnya; dan  
5. meningkatkan sistem peringatan dini dan upaya pengurangan 

resiko bencana. 

d. strategi kebijakan pengembangan kawasan peruntukan budi daya 
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 

1. meningkatkan fungsi kawasan pertanian dengan menetapkan 
kawasan pertanian pangan berkelanjutan;  

2. mengembangkan kawasan budi daya sesuai dengan kemampuan 

lahan; 

3. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budi daya pariwisata dan 
perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk 

meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan 

4. mengembangkan kawasan industri ramah lingkungan. 
e. strategi pengintegrasian secara harmonis Penataan Ruang Wilayah 

daratan dan Wilayah Perairan Pesisir, sebagaimana dimaksud dalam 

pada ayat (1), meliputi: 
1. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil aspek 

ekonomi, terdiri atas: 

a) melakukan kerjasama dengan investor terkait potensi wilayah 
pesisir, terdiri dari: 

1) Kerjasama peningkatan produksi perikanan melalui 

perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 

2) Kerjasama pemanfaatan potensi wilayah pesisir dengan 
melibatkan masyarakat; dan 

3) Kerjasama pembangunan infrastruktur wilayah pesisir. 

 
 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


- 12 - 
 

b) memberdayakan koperasi dan Usaha Kecil Menengah di 
wilayah pesisir, langkah-langkah: 

1) Membina manajemen usaha dan organisasi bagi pengurus 

koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 
2) Menguatkan modal usaha dan mempermudah akses ke 

bank bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 

3) Memperkuat kemampuan askes terhadap jaringan 
informasi pasar dan teknologi; dan 

4) Mengembangkan unit usaha dan motivasi berusaha 

bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

c) meningkatkan teknologi (tepat guna) yang ramah lingkungan 
dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, langkah-langkah: 

1) Menambahkan jumlah dan ukuran armada penangkapan 

ikan; 
2) Meningkatkan jumlah alat tangkap yang ramah 

lingkungan; 

3) Menerapkan alat bantu operasi penangkapan ikan yang 
modern; 

4) Meningkatkan dan memanfaatkan potensi budi daya 

perikanan; 
5) Membentuk pusat inovasi teknologi; 

6) Melaksanakan pelatihan peningkatan teknologi; dan 

7) Mengadopsi teknologi yang sesuai dengan karakteristik 
sumberdaya alam wilayah pesisir. 

d) membangun dan mengoptimalkan fungsi sarana pendukung 

yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, langkah-langkah: 
1) Membangun sarana pasar produksi dan pengolahan di 7 

(tujuh) kabupaten/kota; 

2) Membangun jaringan telepon, listrik, air bersih dan jalan 
di sentra-sentra ekonomi masyarakat pesisir; 

3) Membangun dan menumbuhkan sentra-sentra industri 

pengolahan; 
4) Memfungsikan kembali mekanisme pelelangan di Tempat 

Pelelangan Ikan/Pangkalan Pendaratan Ikan; dan 

5) Menyediakan sarana kebutuhan logistik bagi nelayan. 
e) menciptakan dan mengoptimalkan iklim berusaha yang 

kondusif dan menciptakan wirausaha baru, langkah-langkah: 

1) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis produksi 

dan kewirausahaan; 
2) Meregulasi peruntukan dan penggunaan lokasi tempat 

berusaha; 

3) Menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan 
pembinaan usaha kecil dan menengah di kawasan pesisir; 

dan 

4) Melakukan penegakan hukum dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. 

f) menumbuhkembangkan usaha yang berorientasi ekspor, 

langkah-langkah: 
1) melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis secara 

rutin; 

2) menyediakan informasi dan peluang pasar; dan 

3) menyediakan klinik konsultasi bisnis di 7 (tujuh) 
kabupaten/kota. 
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g) mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata di 
wilayah pesisir, langkah-langkah: 

1) melaksanakan survei potensi pariwisata di wilayah pesisir; 

2) melaksanakan pembenahan sarana dan prasarana 
pariwisata yang sudah ada;  

3) mendirikan pos pelayanan informasi pariwisata di 7 (tujuh) 

kabupaten/kota; dan 
4) melakukan promosi pariwisata secara intensif. 

h) mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan pengelolaan kawasan pesisir. 

i) mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan, 
komunikasi, energi, transportasi dan sanitasi lingkungan, 

langkah-langkah: 

1) melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis 
pengelolaan kawasan pesisir; dan 

2) membangun sarana/prasarana pendidikan, kesehatan, 

jaringan listrik, telekomunikasi, transportasi dan 
perumahan nelayan. 

2. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aspek 

Ekologi, terdiri atas: 
a) menegakkan hukum, Keputusan Menteri dan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan dan Undang-Undang 

Lingkungan Hidup, langkah-langkah: 
1) melaksanakan penyuluhan hukum; 

2) melakukan pendataan tingkat pelanggaran hukum dalam 

pengelolaan wilayah pesisir; 

3) menerapkan sanksi yang tegas; 
4) menegakkan aturan pengelolaan sumber daya ikan, 

lingkungan hidup dan aturan lain di wilayah pesisir; 

5) menegakkan aturan pengelolaan daerah aliran sungai dan 
aturan lain di wilayah pesisir; dan 

6) mengarahkan dan melaksanakan penyuluhan dalam 

rangka penanggulangan abrasi pantai dan sedimentasi. 
b) mengembangkan program-program penanggulangan erosi 

pantai dan sedimentasi, langkah-langkah: 

1) melaksanakan penertiban galian golongan C dan 
penambangan batu karang; 

2) melaksanakan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai; 

dan 

3) melaksanakan penyuluhan dalam rangka penanggulangan 
erosi pantai dan sedimentasi. 

c) mengembangkan dan melestarikan ekosistem berbasis 

masyarakat, langkah-langkah: 
1) menyusun rencana pengelolaan ekosistem pesisir pada 

lokasi-lokasi habitat penting; 

2) mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan 
pelatihan berbasis ekosistem pesisir; 

3) melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik untuk 

pemberdayaan masyarakat pesisir; 
4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara 

dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir dengan kearifan 

lokal; dan 

5) melaksanakan bersih laut dan penanaman mangrove. 
d) membangun sistem Monitoring dan Evaluasi untuk 

pengelolaan wilayah pesisir, langkah-langkah: 

1) membuat koordinasi dan menciptakan sistem Monitoring 
dan Evaluasi yang melibatkan masyarakat pesisir; 

2) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi; 
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3) membuat laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  
e) mengembangkan program-program penanggulangan abrasi 

pantai dan sedimentasi, langkah-langkah: 

1) melaksanakan penertiban galian golongan C dan 
penambangan batu karang; 

2) melaksanakan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai di 

wilayah pesisir; dan 
3) mengarahkan dan melaksanakan monitoring perubahan 

garis pantai. 

f) mengkaji dan menentukan Total Allowable Catch, langkah-

langkah: 
1) Mengkaji stok sumberdaya hayati perikanan secara 

faktual per periode; 

2) Sosialisasi perikanan tangkap yang ramah lingkungan; 
3) Mengatur lisensi usaha perikanan tangkap; 

4) Sosialisasi dan implementasi tentang pemanfaatan dan 

pengolahan wilayah perairan laut; 
5) Menguatkan dasar hukum terhadap metode penangkapan 

ikan yang tidak ramah lingkungan; dan 

6) Melakukan pengawasan terhadap pencurian sumber daya 
alam oleh pihak asing. 

g) preservasi dan konservasi habitat-habitat penting di wilayah 

pesisir, langkah-langkah: 

1) melakukan pendataan dengan survei ekosistem mangrove; 
2) melakukan pendataan dengan survei ekosistem terumbu 

karang; 

3) melaksanakan penyuluhan mengenai peran penting 
ekosistem mangrove dan terumbu karang; 

4) menetapkan kawasan konservasi mangrove dan terumbu 

karang; 
5) melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove, hutan 

pantai, dan terumbu karang; 

6) melakukan edukasi dan pelatihan pengelolaan hutan 
mangrove untuk masyarakat sekitar; 

7) sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

pengelolaan hutan mangrove; 

8) membentuk kelompok swadaya dalam rangka program 
pelestarian; dan 

9) menyelaraskan keberlangsungan pemanfaatan dan upaya 

konservasi ekosistem mangrove dan terumbu karang oleh 
masyarakat. 

h) membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai 

dengan kebutuhan wilayah; 
i) mengembangkan rekayasa teknologi terhadap kawasan yang 

terkena dampak perubahan iklim global; 

j) mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pesisir 
untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim; 

k) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat 

kawasan konservasi dimasa sekarang dan mendatang; 

l) memberikan reward untuk masyarakat yang melestarikan 
kawasan konservasi; 

m) mengembangkan pola kemitraan untuk melestarikan kawasan 

konservasi; 
n) memberikan sanksi yang tegas untuk kegiatan yang merusak 

kawasan konservasi; 

o) mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang berbasis 
potensi wilayah; 
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p) mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana 
pendaratan/pelabuhan perikanan; 

q) mengembangkan kawasan perikanan budi daya yang berbasis 

potensi wilayah; 
r) mengembangkan dan membina usaha budi daya laut yang 

berbasis komoditas dan berorientasi pasar; dan 

s) mengembangkan teknologi budi daya dan pembenihan 
khususnya bagi pengembangan budi daya laut; dan 

t) mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah 

hasil perikanan. 

3. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aspek 
Hukum dan Kelembagaan, terdiri atas: 

a) mengkaji, menyusun dan sosialisasi peraturan-peraturan 

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, langkah-langkah 
Menyusun dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir; dan 

b) mengimplementasikan Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, 
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi dalam pengelolaan 

wilayah pesisir; 

c) membentuk lembaga monitoring dan evaluasi pemanfaatan 
sumberdaya wilayah pesisir, langkah-langkah: 

1) menentukan/menetapkan lembaga untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya pesisir; 
dan 

2) mengidentifikasi potensi dan tingkat pemanfaatan 

sumberdaya pesisir. 

d) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu, 
langkah-langkah menentukan carrying capacity sumberdaya 

tersebut; 

e) membentuk lembaga/unit pengelolaan wilayah pesisir, 
langkah-langkah menentukan/menetapkan lembaga 

pengelolaan wilayah pesisir; 

f) penambahan sarana dan prasarana pengawasan di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil; 

g) mengembangkan kemitraan antara aparat pengawas dengan 

masyarakat; dan 

h) melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum dan 
instansi peradilan dalam mensosialisasikan kepastian hukum 

dalam pengelolaan wilayah pesisir. 

4. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aspek 
Sosial Budaya 

a) menginventarisasi dan mengidentifikasi nilai-nilai budaya 

masyarakat pesisir; 
b) merevitalisasi nilai-nilai budaya masyarakat; 

c) membina dan menumbuhkembangkan budaya dan tradisi 

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 
d) memupuk budaya bahari di kalangan generasi muda melalui 

berbagai kegiatan/aksi yang melibatkan sekolah dan 

organisasi kepemudaan. 

5. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Penataan Ruang 

strategi penataan ruang/zonasi di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil melalui pemetaan konflik dan penyusunan zonasi 
wilayah pesisir dengan pelibatan stakeholder. 

a) kerjasama pemanfaatan potensi wilayah pesisir dengan 

melibatkan masyarakat; 
b) mengadopsi teknologi yang sesuai dengan karakteristik 

sumberdaya alam wilayah pesisir; 
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c) menyusun rencana pengelolaan ekosistem pesisir pada lokasi-
lokasi habitat penting; 

d) menyelaraskan keberlangsungan pemanfaatan dan upaya 

konservasi ekosistem mangrove dan terumbu karang oleh 
masyarakat; dan 

e) mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang berbasis 

potensi wilayah. 
f. strategi kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan 

dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 

1. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan; 

2. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar 
kawasan pertahanan dan keamanan; dan 

3. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan 

pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun 
di sekitarnya. 

 

BAB IV   
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 7  
(1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c meliputi: 

a. sistem pusat permukiman;  

b. sistem jaringan transportasi; 
c. sistem jaringan energi; 

d. sistem jaringan telekomunikasi; 

e. sistem jaringan sumber daya air; dan 
f. sistem jaringan prasarana lainnya. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 
(satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Kedua 

Sistem Pusat Permukiman 

 
Pasal 8   

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

a meliputi: 
a. PKN; 

b. PKW; dan 

c. PKL. 
(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kota Bengkulu. 

(3) PKN Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi 

utama sebagai: 
a. pusat pemerintahan provinsi; 

b. pusat perdagangan dan jasa skala nasional; 

c. pusat pengumpulan dan distribusi hasil pertanian, serta hasil 

perikanan laut; 
d. pusat industri pengolahan; 

e. pusat pariwisata; 

f. pusat pendidikan tinggi; 
g. pusat transportasi darat, laut dan udara; 
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h. pusat pelayanan kesehatan; dan 
i. pusat permukiman. 

(4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan; 
b. Curup Kabupaten Rejang Lebong; dan 

c. Muko Muko Kabupaten Muko Muko. 

(5) PKW Manna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki fungsi 
utama sebagai berikut: 

a. pusat pemerintahan kabupaten; 

b. pusat pelayanan kesehatan; 

c. pusat pelayanan pendidikan; 
d. pusat perdagangan dan jasa; 

e. pusat kegiatan pertanian dan perikanan; 

f. pusat agro industri; 
g. simpul transportasi darat; dan 

h. pusat pelayanan pariwisata. 

(6) PKW Curup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki fungsi 
utama sebagai berikut: 

a. pusat pemerintahan kabupaten; 

b. pusat perdagangan dan jasa; 
c. pusat kegiatan agro industri; 

d. pusat pelayanan kesehatan; 

e. pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan 
f. pusat pelayanan pariwisata. 

(7) PKW Muko Muko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memiliki 

fungsi utama sebagai berikut: 

a. pusat pemerintahan kabupaten; 
b. pusat perdagangan dan jasa; 

c. pusat pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

d. pusat industri pengolahan; dan 
e. pusat pariwisata. 

(8) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. PKL Ipuh di Kabupaten Muko Muko; 
b. PKL Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara; 

c. PKL Argamakmur di Kabupaten Bengkulu Utara; 

d. PKL Malakoni di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara; 
e. PKL Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah; 

f. PKL Kembang Seri di Kabupaten Bengkulu Tengah; 

g. PKL Pekik Nyaring di Kabupaten Bengkulu Tengah; 

h. PKL Kepahiang di Kabupaten Kepahiang; 
i. PKL Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang; 

j. PKL Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong; 

k. PKL Muara Aman di Kabupaten Lebong; 
l. PKL Tubei di Kabupaten Lebong; 

m. PKL Tais di Kabupaten Seluma; 

n. PKL Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan; 
o. PKL Linau di Kabupaten Kaur; 

p. PKL Bintuhan di Kabupaten Kaur; dan 

q. PKL Tanjung Kemuning di Kabupaten Kaur. 
(9) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) selanjutnya didukung PPK dan pusat pertumbuhan kelautan. 

(10) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya ditetapkan dalam 

RTRW Kabupaten. 
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(11) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terintegrasi dalam sistem 
pusat permukiman meliputi: 

a. sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan di Kabupaten 

Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu 
Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, 

Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu; 

b. sentra pengolahan hasil perikanan di Kota Bengkulu; dan 
c. destinasi pariwisata bahari di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten 

Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, 

Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu. 

(12) Sistem pusat permukiman berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 

1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Ketiga 
Sistem Jaringan Transportasi 

Paragraf 1 

Umum  
 

Pasal 9   

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
b meliputi: 

a. sistem jaringan jalan; 

b. sistem jaringan kereta api; 

c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; 
d. sistem jaringan transportasi laut; dan 

e. bandar udara umum dan bandar udara khusus. 

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu 

berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

Paragraf 2 
Sistem Jaringan Jalan 

 

Pasal 10   

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 
meliputi: 

a. jalan umum; 

b. jalan tol; 
c. terminal penumpang; dan 

d. jembatan timbang. 

 
Pasal 11  

(1) Sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 

a meliputi: 
a. jalan arteri; 

b. jalan kolektor; dan 

c. jalan lokal. 

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa 
Jalan Arteri Primer meliputi: 

a. Batas Prov. Sumbar – Mukomuko; 

b. Mukomuko – Bantal; 
c. Bantal – Ipuh; 

d. Ipuh – Seblat; 
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e. Seblat – Ketahun; 
f. Ketahun – DS. Air Limas – Bintunan; 

g. Bintunan – Lais; 

h. Lais – Kerkap; 
i. Kerkap – PS. Pedati; 

j. Jln. Budi Utomo (Bengkulu); 

k. Jln. W.R. Supratman (Bengkulu); 
l. Pasar Pedati – SP. DPRD (Tugu Hiu); 

m. SP. DPRD (Tugu Hiu) - SP. Nakau; 

n. Nakau –Air Sebakul (Bengkulu); 

o. Jln. Akses Pelabuhan (Bengkulu) (PG. Dewa – P. Baai); 
p. Air Sebakul – Pagar Dewa; 

q. Kembang Seri – Air Sebakul; 

r. Betungan – Tais; 
s. Pagar Dewa – SP. Bandara – Betungan; 

t. Tais – Maras; 

u. Maras – SP. Kurawan (Manna); 
v. SP. Kurawan – K. Bupati (Manna); 

w. K. Bupati – Jln. Samsul Bahrun (Manna); 

x. SP. Tiga Kayu Kunyit (Manna) – Tanjung Kemuning; 
y. Jln. Iskandar Baksir (Manna); 

z. Tanjung Kemuning – Linau; 

aa. Linau – Batas Prov. Lampung; 
bb. Nakau – BTS. Kota Kepahiang; 

cc. BTS. Kota Kepahiang - SP. Kantor Bupati Kepahiang; 

dd. SP. Kantor Bupati Kepahiang - SP. Taba Mulan (Curup); 

ee. SP. Taba Mulan – BTS. Kota Curup; 
ff. Jln. Thamrin (Curup); 

gg. Jln. Merdeka (Curup); 

hh. Jln. A. Yani (Curup); 
ii. SP. Nangka (Curup) – BTS. Prov. Sumsel;  

jj. Curup – SP. Nangka (Curup); 

kk. Jln. A. Yani (Manna); 
ll. SP. Taba Mulan – SP. Nangka; 

mm. SP. Tiga JBT. Manula (KM 253.400) – BTS. Prov. Lampung; dan  

nn. SP. Enam – Lubuk Kebur; 
(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa 

Jalan Kolektor Primer, meliputi: 

a. jalan kolektor primer satu (JKP-1), terdiri atas: 

1. Air Sebakul – Betungan (Bengkulu); 
2. Betungan – Padang Serai (Bengkulu); dan 

3. Manna – BTS. Prov. Sumsel; 

b. jalan kolektor primer dua (JKP-2), terdiri atas: 
1. Tanjung Iman – Muara Sahung; 

2. Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel); 

3. Batas Utara – Atas Tebing – Muara Aman; 
4. Kerkap – Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian; 

5. Tj. Agung Palik – Gunung Selan – Giri Mulya; 

6. Giri Mulya – Atas Tebing (Atas Lebong); 
7. Lubuk Durian – Tanjung Raman (Ujung Jalur Dua); 

8. Tapak Paderi – U. Turn Bina Marga; 

9. Jl. Wisata Pantai Panjang; 

10. Sungai Hitam – Pasar Bengkulu (Jl. Bencoolen); dan 
11. Pasar Bengkulu – Tapak Paderi (Jl. Bencoolen). 

c. jalan kolektor primer tiga (JKP-3), terdiri atas: 

1. Kelutum – Simpang Pino; 
2. Padang Serai – Pasar Ngalam;  

3. Air Dingin - Muara Aman; 
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4. Muara Aman – Tambang Sawah; 
5. Tambang Sawah – Ketenong;  

6. Curup – Air Dingin; 

7. Jl. DR. A. Gani- Tabarenah;  
8. Kepahiang – Batas Sumsel; 

9. peningkatan ruas jalan Sukaraja – Padang Capo – Air Klinsar; 

10. peningkatan ruas jalan Talang Tengah 2 - Talang Lenteng; 
11. peningkatan ruas jalan SP4. Gunung Selan -Lais; 

12. peningkatan ruas jalan Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru; 

13. peningkatan ruas jalan Jl. Benuang Galing - Batas Sumsel 

14. peningkatan ruas jalan Tugu Hiu - Sp. Taman Hutan Raya - Sp. 
Kroya; 

15. peningkatan ruas jalan Mukomuko - Tanah Rekah - Sp. IV (Setia 

Budi) - Teras Terunjam; 
16. peningkatan ruas jalan Mukomuko - Pondok Batu - Sp. Yamaja 

(Pondok Kopi); 

17. peningkatan ruas jalan Batik Nau - Lubuk Banyau; dan 
18. peningkatan ruas jalan Jl. Halmahera (Sp.Brimob – Sp.Nakau). 

(4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa 

Jalan Lokal Primer meliputi: 
a. Tanjung Kemuning – Datar Lebar; 

b. Datar Lebar – Mentiring; 

c. Padang Leban – Air Kering – Simpang III Padang Guci; 
d. Masat – Gedung Agung – Pd. Gilang; 

e. Simpang III Kayu Kunyit – Palak Bengkerung; 

f. Palak Bengkerung – Sukarami – Batu Ampar; 

g. Simpang Kedurang – Keban Agung – Batu Ampar; 
h. Kurawan – Pinju Layang – Padang Lebar; 

i. Nanjungan – Bitasan – Kembang Seri; 

j. Pasar Ngalam – Pasar Seluma – Pasar Talo; 
k. Simpang III Ngalam – Pasar Ngalam; 

l. Simpang Durian Bubur – Pasar Talo; 

m. Pasar Talo – Pering Baru - Kembang Mumpo; 
n. Sendawar – Muara Maras; 

o. Jalan Bukit Kaba; 

p. Air Lang – Desa Apur; 
q. Palak Curup – Sp. III Karang Baru; 

r. PUT – Kota Padang – Derati – Tanjung Ening (Batas Sumsel); 

s. Susup – Tanjung Alam – Ujan Mas; 

t. Permu – Bengko; 
u. Tebat Monok – SP.Waim – Kb.Agung; 

v. Lubuk Sini – Batas Bengkulu Utara; 

w. Padang Betuah – Perbo (Batas Bengkulu Utara); 
x. Penarik – Lubuk Pinang; 

y. Lubuk Gedang – Sp. IV (Agung jaya) – Sp. III (Selagan Jaya); 

z. Beringin III – Bengko; 
aa. Sp. Sukarami – Unit III - Padang Jaya; 

bb. D6 Ketahun – Giri Mulya; 

cc. Lubuk Durian – Batas Benteng; 
dd. Ketahun – Napal Putih; 

ee. Suka Makmur – Sp.4 Tanjung Harapan (Tugu Garuda); 

ff. Sp. Air Muring – Suka Makmur; 

gg. Jl. Wisata Air Terjun Curup IX (TNKS); dan 
hh. Banjar Sari – Malakoni – Kayu Apu (Pulau Enggano). 
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(5) Jaringan jalan kewenangan Provinsi selain JKP-2 dan JKP-3 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c terdapat pula Jalan Arteri Sekunder 

(JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan 

Jalan Lingkungan Primer (Jling – P) yang terletak di Kabupaten Bengkulu 
Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu diatur lebih 

lanjut dalam RTRW kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota. 

(6) Daftar JAS, JKS, JLS, dan Jling-P sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini 

 

Pasal 12  
Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi ruas jalan: 

a. Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu; 

b. Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau; 
c. Padang – Bengkulu; dan 

d. Bengkulu – Batas Prov. Lampung. 

 
Pasal 13  

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 

meliputi: 
a. terminal penumpang tipe A meliputi: 

1. Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu; dan 

2. Terminal Simpang Nangka Kabupaten Rejang Lebong. 
b. terminal penumpang tipe B meliputi: Terminal Gunung Ayu di Kota 

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. 

 

Pasal 14  
Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi: 

a. jembatan timbang Padang Ulak Tanding di Kabupaten Rejang Lebong; 

dan 
b. jembatan timbang Permu di Kabupaten Kepahiang. 

 

 Paragraf 3 
Sistem Jaringan Kereta Api 

 

Pasal 15  
(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. jaringan jalur kereta api; dan 

b. stasiun kereta api. 
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi jaringan angkutan kereta api yaitu:  

a. Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) – Pulau Baai (Kota Bengkulu); 
b. Prabumulih – Muara Enim – Lahat – Lubuklinggau 

c. Jaringan jalur kereta api khusus di Napal Putih – Lebong Tandai; dan 

d. Koridor Padang – Kota Bengkulu 
(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. stasiun kereta api Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong; 

b. stasiun kereta api Sindang Beliti Ulu di Kabupaten Rejang Lebong; 
c. stasiun kereta api Kepala Curup di Kabupaten Rejang Lebong; 

d. stasiun kereta api Air Punggur di Kabupaten Rejang Lebong; 

e. stasiun kereta api Batu Bandung di Kabupaten Kepahiang; 

f. stasiun kereta api Tebat Karai di Kabupaten Kepahiang 
g. stasiun kereta api Kepahiang di Kabupaten Kepahiang 

h. stasiun kereta api Taba Penanjung 1 di Kabupaten Bengkulu Tengah; 

i. stasiun kereta api Taba Penanjung 2 di Kabupaten Bengkulu Tengah; 
j. stasiun kereta api Talang Empat di Kabupaten Bengkulu Tengah; 

k. stasiun kereta api Air Kemuning di Kabupaten Seluma; 
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l. stasiun kereta api Kuti Agung di Kabupaten Seluma; 
m. stasiun kereta api Betungan di Kota Bengkulu; dan 

n. stasiun kereta api Pulau Baai Kota Bengkulu. 

 
Paragraf 4 

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan 

 
Pasal 16  

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. lintas penyeberangan antarprovinsi; 
b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;  

c. pelabuhan sungai dan danau; dan 

d. pelabuhan penyeberangan. 
(2) Lintas penyeberangan antarprovinsi pada wilayah Provinsi Bengkulu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Pelabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Tanjung Periuk/Patimban; dan 
b. Pelabuhan Muko Muko -Pulau Mentawai. 

(3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah 

Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Pelabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Kahyapu; dan 

b. Pelabuhan Linau - Pelabuhan Kahyapu. 

(4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c meliputi: 

a. Pelabuhan danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu; 

b. Pelabuhan danau Tes di Kabupaten Lebong; dan 

c. Pelabuhan danau Emas di Kabupaten Rejang Lebong. 
(5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

terdiri atas: 

a. Pelabuhan Muko Muko di Kabupaten Muko Muko;    
b. Pelabuhan Kahyapu di Kabupaten Bengkulu Utara; 

c. Pelabuhan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara; 

d. Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu;  
e. Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur;  

f. Pelabuhan Pino Raya di Kabupaten Bengkulu Selatan; dan 

g. Pelabuhan Bado di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
(6) Lokasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

akan ditentukan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
 Paragraf 5 

Sistem jaringan transportasi laut 

 
Pasal 17  

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf d meliputi: 
a. pelabuhan laut; dan 

b. alur pelayaran laut. 

 
Pasal 18   

(1) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, 

meliputi: 

a. pelabuhan utama; 
b. pelabuhan pengumpul; 

c. pelabuhan pengumpan; 

d. terminal khusus; dan 
e. pelabuhan perikanan. 
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(2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu. 

(3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

adalah Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur. 
(4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 

a. Pelabuhan Muko Muko di Kabupaten Muko Muko; 
b. Pelabuhan Malakoni di Kabupaten Bengkulu Utara; 

c. Pelabuhan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara; dan 

d. Pelabuhan Pulau Tikus di Kota Bengkulu. 

(5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  
a. terminal khusus CPO Pasar Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara; 

b. terminal khusus batubara Kota Bani Kabupaten Bengkulu Utara; 

c. terminal khusus batubara Ketahun Bengkulu Utara;  
d. terminal khusus batubara Desa Selolong Kabupaten Bengkulu Utara;  

e. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 1 berada di Kota Bengkulu; 

f. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 2 berada di Kota Bengkulu; 
g. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 berada di Kota Bengkulu; dan 

h. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 4 berada di Kota Bengkulu. 

(6) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi: 
a. Pelabuhan Perikanan Pantai, terdiri atas: 

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Baai Kota Bengkulu; dan 

2. Pelabuhan Perikanan Pantai Pasar Bantal Kabupaten Muko Muko. 
b. Pangkalan Pendaratan Ikan, terdiri atas: 

1. Pangkalan Pendaratan Ikan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara; 

2. Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu 

Tengah; 
3. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Seluma Kabupaten Seluma; 

4. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bawah, Kabupaten Bengkulu 

Selatan; dan 
5. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Lama, Kabupaten Kaur. 

 

Pasal 19  
(1) Alur pelayaran di Laut yang terdapat pada wilayah Provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi: 

a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan 
b. alur- pelayaran masuk pelabuhan. 

(2) Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, meliputi: 

a. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Muko Muko 
Kabupaten Muko Muko - Malaysia, Jepang, negara di Asia, negara 

eropa dan negara lainnya; 

b. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu-Pelabuhan Muko Muko 
Kabupaten Muko Muko - Provinsi Sumatera Barat; dan 

c. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu-Pelabuhan Linau Kabupaten 

Kaur-Provinsi Lampung; 
d. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Linau; 

e. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Kahyapu 

Kecamatan Enggano; dan 
f. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Malakoni 

Kecamatan Enggano. 

(3) Alur pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, meliputi: 
a. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Sebelat 

Kabupaten Bengkulu Utara; 

b. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Kota Bani 
Kabupaten Bengkulu Utara; 
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c. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Selolong 
Kabupaten Bengkulu Utara;   

d. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Ketahun; 

e. Pelabuhan Pulau Baai sampai ke perairan Pulau Mega; 
f. Pelabuhan Linau – Pelabuhan Kahyapu; dan 

g. Pelabuhan Linau – Pelabuhan Malakoni. 

 
 Paragraf 6 

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus 

 

Pasal 20  
(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi: 

a. bandar udara pengumpul; dan 
b. bandar udara pengumpan. 

(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

adalah Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu. 
(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. Bandar Udara Muko Muko di Kabupaten Muko Muko; dan 
b. Bandar Udara Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara. 

(4) Pengaturan Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut pada 

ketentuan khusus. 
 

Bagian Keempat 

Sistem Jaringan Energi 

Paragraf 1 
Umum 

 

Pasal 21   
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf c, meliputi: 

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding 
dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 22  
(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas jaringan minyak dan gas bumi 

di Kota Bengkulu. 
(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; 
dan 

b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. 

(3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari: 

a. PLTA berlokasi di daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten 

Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, 

Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur; 
b. PLTU yang ditetapkan di Kota Bengkulu; 

c. PLTP berlokasi di daerah Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, 

Kabupaten Muko Muko, dan Kabupaten Rejang Lebong; 
d. PLTD berlokasi di daerah Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu 

Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu; 
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e. PLTG berlokasi di daerah Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko 
dan Kabupaten Bengkulu Utara;                                                          

f. PLTB di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten 

Kaur; dan 
g. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro berlokasi di daerah Kabupaten 

Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, 

Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten 
Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, 

Kabupaten Kaur. 

(4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana 

pendukungnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi: 
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan 

b. gardu listrik. 

(5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud ayat 
(4) huruf a, meliputi: Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terkoneksi 

melintasi Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten 

Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, 
Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten 

Kaur. 

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Gardu 
Induk yang tersebar di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu 

Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten 

Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota 
Bengkulu.  

(7) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya 

diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Kelima 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 
 

Pasal 23  

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf d meliputi: 

a. jaringan tetap; dan 

b. jaringan bergerak. 
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di 

seluruh kabupaten kota. 

a. jaringan kabel darat yang melayani seluruh kabupaten/kota di Daerah 

Provinsi; dan 
b. jaringan kabel bawah laut untuk telekomunikasi Bengkulu-WP 

Bengkulu. 

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 
meliputi jaringan seluler berupa Base Transceiver Station tersebar di 

seluruh kabupaten/kota. 

(4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu 

berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


- 26 - 
 

Bagian Keenam 
Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

 

Pasal 24   
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) huruf e meliputi: 

a. sistem jaringan irigasi; 
b. sistem pengendalian banjir; dan 

c. bangunan sumber daya air. 

(2) Sistem jaringan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu 
berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Pasal 25   

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf 
a terdiri atas: 

a. Jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Pusat meliputi:  

1. D.I. Air Nipis Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan; 
2. D.I. Air Lais Kuro Tidur di Kabupaten. Bengkulu Utara; 

3. D.I. Air Ketahun di Kabupaten Lebong; 

4. D.I. Air Manjunto di Kabupaten Muko Muko;  
5. D.I. Air Alas di Kabupaten Seluma; dan 

6. D.I. Air Seluma di Kabupaten Seluma. 

b. Jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten/kota 

meliputi: 
1. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten 

Bengkulu Utara terdiri dari: 

a) D.I. Air Nokan Batu Roto; 
b) D.I. Air Nokan Rama Agung; 

c) D.I. Air Palik Aur Gading; dan 

d) D.I. Air Telatang Besar. 
2. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Lebong 

meliputi D.I. Air Santan. 

3. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Rejang 
Lebong meliputi: 

a) D.I. Air Musi Kejalo; dan 

b) D.I. Air Daup. 

4. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten 
Kepahiang meliputi D.I. Air Daup. 

5. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten 

Bengkulu Tengah meliputi D.I.R. Air Hitam. 
6. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Seluma 

meliputi: 

a) D.I. Air Riak Siabun; 
b) D.I.R. Peninjauan; dan 

c) D.I.R. Penago. 

7. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten 
Bengkulu Selatan meliputi D.I. Air Selebang Kedurang; 

8. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Kaur 

meliputi D.I. Air Kule; dan 

9. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kota Bengkulu 
meliputi D.I.R. Air hitam. 
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Pasal 26  
(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 

(1) huruf b terdiri atas: 

a. jaringan pengendalian banjir; dan 
b. bangunan pengendalian banjir; 

(2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a meliputi jaringan pengendalian banjir Kota Bengkulu dan Kabupaten 
Muko Muko 

(3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas rumah pompa di Kota Bengkulu dan Kabupaten Muko 

Muko. 
 

Pasal 27  

bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
huruf c terdiri atas: 

a. Bendung Air Manjunto di Kabupaten Muko Muko; dan 

b. Bendungan dan Waduk Musi di Kabupaten Kepahiang. 
 

Bagian Ketujuh 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 
 

Pasal 28   

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf f meliputi: 

a. Sistem penyediaan air minum (SPAM); dan 

b. Sistem jaringan persampahan. 

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu 

berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

Pasal 29  
SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi 

infrastruktur SPAM regional lintas kabupaten/kota berupa SPAM Regional 

Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 

 

Pasal 30  

Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (1) huruf b meliputi sistem jaringan persampahan wilayah berupa tempat 

pemrosesan akhir regional yaitu: 

a. tempat pemrosesan akhir regional lintas Kota Bengkulu dan Kabupaten 
Bengkulu Tengah di Kabupaten Bengkulu Tengah; dan 

b. tempat pemrosesan akhir regional lintas Kabupaten Kepahiang dan 

Kabupaten Rejang Lebong di Kabupaten Kepahiang. 
 

BAB V  

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI 
Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 31   
(1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: 

a. kawasan lindung; dan 
b. kawasan budi daya.  
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(2) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dalam peta pola ruang dengan tingkat ketelitian 

1:250.000 sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran X yang 

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 
Rencana Kawasan Lindung 

 

Pasal 32   

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a 
meliputi: 

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

b. kawasan konservasi; 
c. kawasan pencadangan konservasi di laut; dan 

d. kawasan ekosistem mangrove. 
 

Pasal 33  

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas kurang lebih 
237.998,64 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh 

delapan koma enam empat) hektare berupa kawasan hutan lindung terletak 

di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, 

Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang 
Lebong, dan Kabupaten Lebong. 

 

Pasal 34   
Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan 

luas kurang lebih 459.554,79 (empat ratus lima puluh sembilan ribu lima 

ratus lima puluh empat koma tujuh sembilan) hektare terdiri atas: 
a. Kawasan suaka alam yaitu berupa Cagar Alam terletak di Kota Bengkulu, 

Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten 

Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, 
Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma;  

b. Kawasan Pelestarian Alam meliputi: 

1. kawasan taman nasional meliputi: 

a) Taman Nasional Kerinci Sebelat terletak di Kabupaten Muko Muko, 
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Rejang Lebong; dan 

b) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di Kabupaten 
Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. 

2. taman wisata alam terletak di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu 

Utara, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten 
Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan 

Kabupaten Kaur; dan 

3. taman hutan raya meliputi: 
a) Taman Hutan Raya Raja Lelo di Kabupaten Bengkulu Tengah; dan 

b) Taman Hutan Raya Bukit Rabang - Gluguran di Kabupaten 

Bengkulu Selatan. 

c. Kawasan taman buru meliputi: 
1. Taman Buru Semidang Bukit Kabu di Kabupaten Bengkulu Tengah 

dan Kabupaten Seluma; dan 

2. Taman Buru Gunung Nanua di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu 
Utara. 
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Pasal 35  
Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 huruf c dengan luas kurang lebih 22.955 (dua puluh dua ribu sembilan 

ratus lima puluh lima) hektare terdapat di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten 
Kaur dan Kota Bengkulu. 

 

Pasal 36  
Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf 

d dengan luas kurang lebih 208 (dua ratus delapan) hektare terletak di 

Kabupaten Muko Muko. 

 
Bagian Ketiga 

Kawasan Budi Daya 

 
Pasal 37   

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b 

meliputi: 
a. kawasan hutan produksi; 

b. kawasan perkebunan rakyat; 

c. kawasan pertanian; 
d. kawasan perikanan; 

e. kawasan pertambangan dan energi; 

f. kawasan peruntukan industri; 
g. kawasan pariwisata; 

h. kawasan permukiman;  

i. kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (dumping area); 

j. kawasan transportasi; dan 
k. kawasan pertahanan keamanan. 

 

Pasal 38  
Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 37 huruf a, 

dengan luas kurang lebih 228.031,91 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga 

puluh satu koma sembilan satu) hektare terletak di: 
a. Kabupaten Muko Muko; 

b. Kabupaten Bengkulu Utara; 

c. Kabupaten Bengkulu Tengah; 

d. Kabupaten Bengkulu Selatan; 
e. Kabupaten Kaur; 

f. Kabupaten Rejang Lebong; 

g. Kabupaten Lebong; dan 
h. Kabupaten Seluma. 

 

Pasal 39  
Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b 

dengan luas kurang lebih 695 (enam ratus sembilan puluh lima) hektare 

terletak di Kabupaten Kaur. 
 

Pasal 40   

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c 

dengan luas kurang lebih 756.332 (tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga 
ratus tiga puluh dua) hektare tersebar di seluruh kabupaten/kota. 

(2) Pada sebagian kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 
44.721,3 (empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu koma tiga) 

hektare tersebar di seluruh kabupaten kota. 
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Pasal 41   
(1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, 

dengan luas kurang lebih 938.284 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu 

dua ratus delapan puluh empat) hektare terletak di Kabupaten Muko 
Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota 

Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten 

Kaur, dan Kabupaten Rejang Lebong. 
(2) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di 

darat diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR 

Kabupaten/Kota.  

 
Pasal 42  

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 huruf e dengan luas kurang lebih 194.309 (seratus sembilan puluh 
empat ribu tiga ratus sembilan) hektare terletak Kabupaten Muko Muko, 

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten 

Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten 
Seluma, dan Kabupaten Kaur. 

(2) Selain kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdapat pula kawasan pertambangan dan energi yang berada di 
kawasan lindung dan budi daya lain yang tidak dapat digambarkan dalam 

peta rencana pola ruang, tersebar di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten 

Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, 
Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, 

Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur. 

(3) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur lebih lanjut pada rencana tata ruang kabupaten/kota. 
(4) Kegiatan pertambangan dan energi dapat dilaksanakan di luar kawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan tetap memperhatikan 

ketentuan khusus serta indikasi arahan zonasi dan dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 43  
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf 

f dengan luas kurang lebih 3.873 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) 

hektare tersebar di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko Muko, 
Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu. 

 

Pasal 44  

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dengan 
luas kurang lebih 2.377 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektare 

meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan 

Kabupaten Bengkulu Tengah. 
 

Pasal 45  

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dengan 
luas kurang lebih 118.267 (seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh 

tujuh) hektare tersebar di seluruh kabupaten/kota. 

 
Pasal 46  

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (dumping area) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 huruf i dengan luas kurang lebih 353 (tiga ratus 

lima puluh tiga) hektare terletak di perairan lepas pantai Kota Bengkulu. 
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Pasal 47  
Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, 

merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi 

transportasi baik di wilayah darat dan wilayah perairan pesisir seluas kurang 
lebih 5.316 (lima ribu tiga ratus enam belas) hektare terletak di Kota 

Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu 

Utara. 
 

Pasal 48  

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 huruf k dengan luas kurang lebih 2.402 (dua ribu empat ratus dua) 
hektare, berupa: 

a. Kompi Senapan Kodim 048 di Kabupaten Bengkulu Selatan; 

b. Markas Polisi Sektor Maje di Kabupaten Kaur; 
c. Denzipur di Kabupaten Bengkulu Tengah; 

d. Polsek di Bengkulu Selatan; 

e. Kompi Senapan B Yonif 144/Jaya Yudha di Kota Bengkulu; dan 
f. Lapter TNI AU di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

(2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan di ayat (1) terdapat pula 

kawasan pertahanan dan keamanan berupa: 
a. Korem 041/Gamas di Kota Bengkulu; 

b. Brigif 8/GC di Kabupaten Rejang Lebong; 

c. Yonif 144/Jaya Yudha di Kabupaten Rejang Lebong; dan 
d. Mako Lanal di Kota Bengkulu. 

(3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud di ayat (2) 

dan kawasan pertahanan keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam 

RTRW kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota. 
 

BAB VI  

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 49   

(1) Kawasan yang ada di Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf e meliputi: 

a. KSN; dan 

b. KSP. 

(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Sebelat; 

b. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;  

c. Terdapat Kawasan Strategis Nasional Tertentu di Pulau Enggano dan 
Pulau Mega; dan 

d. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas. 

(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan 
berdasarkan sudut kepentingan: 

a. pertumbuhan ekonomi; dan 

b. sosial budaya. 
(4) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagamana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: 

a. Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten Bengkulu Tengah – 

Kabupaten Seluma; 
b. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya – Ketahun; 

c. Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu;  

d. Kawasan koridor Kerkap – Tanjung Agung Palik – Gunung Selan – Giri 
Mulya - Tubei - Muara Aman; dan 

e. Kawasan Pulau Baai - Linau - Pulau Enggano. 
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(5) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b meliputi Kawasan Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai 

Hitam. 

(6) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan kebijakan 
pengembangan meliputi tujuan pengembangan dan arah pengembangan 

tiap KSP sebagai dasar penyusunan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota. 

(7) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta 
dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh 

ribu) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 

 
Pasal 50  

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten 

Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (4) huruf a sebagai berikut: 

a. tujuan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten 

Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (4) huruf a yaitu untuk mendukung fungsi Kota Bengkulu 

yang ditetapkan sebagai PKN dan kawasan perkotaan besar beserta kota 

satelitnya; dan 
b. arah pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten 

Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ayat (4) huruf a yaitu sebagai pusat pertumbuhan wilayah 

Provinsi yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk 
mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti pertanian, 

perkebunan, peternakan, kelautan, dan agroindustri. 

 
Pasal 51  

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri 

Mulya – Ketahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b 
sebagai berikut; 

a. Tujuan pengembangan KSP Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri 

Mulya – Ketahun sebagai berikut: 
1. menciptakan sentra agribisnis, sentra agroindustri dan sentra 

agrowisata berbasis komoditas unggulan yang mampu menarik 

investasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat; 

2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta 
kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

dasar (ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya), peluang 

kerja dan daya saing sehingga berdampak pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat; dan 

3. membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. 

b. arah pengembangan KSP Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya 
– Ketahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b sebagai 

berikut: 

1. pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya - Ketahun 
dilaksanakan melalui pendekatan Wilayah Pengembangan 

Transmigrasi dan wilayah desa sekitarnya melalui pemberdayaan 

masyarakat dan pengembangan kawasan di Kabupaten Bengkulu 

Utara; 
2. pengembangan Kota Tani Mandiri yang berfungsi untuk 

mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka 

mewujudkan ketahanan pangan nasional; 
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3. peningkatan investasi pada budi daya pertanian, perkebunan, 
peternakan dan perikanan, industri, pengolahan hasil pertanian, 

perkebunan, peternakan dan perikanan, jasa, perdagangan, 

perumahan dan pariwisata serta investasi lainnya sehingga terbuka 
peluang kerja dan usaha; 

4. pengembangan usaha ekonomi; 

5. pengembangan agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir 
bekerjasama dengan investor; 

6. pengembangan prasarana dan sarana kawasan; 

7. pengembangan pusat pertumbuhan, meliputi pengembangan 

prasarana dan sarana di Pusat Pertumbuhan Kota Terpadu Mandiri 
Lais – Giri Mulya - Ketahun sehingga tercipta fungsi-fungsi kota 

sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan  

8. pengembangan kelembagaan masyarakat, menumbuh kembangkan 
kelembagaan masyarakat sehingga dapat mengelola pengembangan 

Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya - Ketahun secara mandiri dan 

berkelanjutan. 
 

Pasal 52  

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi 
Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c sebagai 

berikut: 

a. tujuan pengembangan KSP Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi 
Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c sebagai 

berikut: 

1. mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah pesisir yang pelaksanaannya dikemas secara 
terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan pembangunan 

kemaritiman berbasis pertanian; dan 

2. menjadikan pilot project atau kawasan kampung nelayan percontohan 
di kancah nasional. 

b. arah pengembangan KSP Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi 

Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c sebagai 
berikut: 

1. pengembangan untuk mewujudkan pembangunan kemaritiman yang 

integratif dan berdaya saing serta meningkatkan pemberdayaan 

ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal; 
2. pengembangan kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi 

Bengkulu yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi 

sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir; 

3. pengembangan kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi 

Bengkulu untuk mendukung peningkatan pembangunan dan 
penataan kawasan pantai sehingga timbul alternatif tempat wisata 

seperti wisata bahari dan kuliner yang mengolah hasil laut; 

4. peningkatan nilai ekonomi sektor KP sebagai komoditas unggulan 
Provinsi Bengkulu; 

5. peningkatan produksi perikanan dengan tetap memelihara kelestarian 

lingkungan hidup (mangrove, terumbu karang dan ekosistem biota 

laut); dan  
6. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi perubahan 

iklim, cuaca dan bencana alam.  
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Pasal 53  
Kebijakan pengembangan KSP Kawasan koridor Kerkap – Tanjung Agung Palik 

– Gunung Selan – Giri Mulya - Tubei - Muara Aman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d sebagai berikut: 
a. tujuan pengembangan KSP koridor Kerkap – Tanjung Agung Palik – 

Gunung Selan – Giri Mulya - Tubei - Muara Aman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d sebagai berikut: 
1. mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur 

jalan dan jembatan provinsi; dan 

2. meningkatkan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih 

merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih 
efisien dan penguatan daya saing. 

b. arah pengembangan KSP koridor Kerkap – Tanjung Agung Palik – Gunung 

Selan – Giri Mulya - Tubei - Muara Aman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (4) huruf d sebagai berikut: 

1. pembangunan/peningkatan jalan untuk konektivitas antarprovinsi 

antarkabupaten; dan 
2. pemberian akses untuk mendukung konektivitas antar wilayah 

provinsi khususnya daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas, 

efisiensi serta kelancaran mobilisasi barang dan jasa. 
 

Pasal 54   

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai - Linau - Pulau Enggano 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf e sebagai berikut: 

a. tujuan pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai - Linau - Pulau Enggano 

sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 49 ayat (4) huruf e untuk 

mendukung Kegiatan Ekonomi Ekspor-Impor Provinsi Bengkulu dan 
sekitarnya yang bertumpu pada fungsi pelabuhan untuk perdagangan 

hasil-hasil pertambangan serta industri pengolahan hasil perkebunan dan 

perikanan; dan 
b. arah pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai - Linau - Pulau Enggano 

sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 51 ayat (4) huruf e sebagai 

berikut: 
1. pengembangan kawasan peruntukan industri hasil-hasil 

pertambangan serta industri pengolahan hasil perkebunan dan 

perikanan; dan 
2. pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan. 

 

Pasal 55  

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai 
Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) sebagai berikut: 

a. tujuan pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai 

Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) adalah untuk 
menjaga kelestarian cagar budaya dan pembangunan ekonomi yang 

berwawasan lingkungan serta berkelanjutan untuk kesejahteraan 

masyarakat; 
b. arah pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai 

Hitam sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) sebagai berikut: 

1. pengembangan kawasan sesuai dengan potensi dan karakteristik 
kawasan; 

2. pengembangan kawasan beserta prasarana secara berkelanjutan 

untuk mendorong perekonomian; 

3. pengembangan objek wisata alam; 
4. perlindungan peninggalan budaya;  

5. pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; dan 

6. peningkatan kualitas sosial dan budaya. 
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BAB VII  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI  

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 56   

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f 
terdiri atas terdiri atas: 

a. ketentuan KKPR; 

b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; 

dan 
c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. 

 

Bagian Kedua 
Ketentuan KKPR 

 

Pasal 57  
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud 

Pasal 56 huruf a terdiri atas: 

a. KKPR Darat; dan 
b. KKPRL. 

 

Paragraf 1 
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat 

 

Pasal 58  

(1) Ketentuan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam 

pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. 
 

Paragraf 2 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 
 

Pasal 59   

(1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b menjadi 
persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan 

nonberusaha. 

(2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; dan 
b. persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha. 

(3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) KKPRL juga mempertimbangkan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam 

Kawasan/zona/subzona meliputi: 

a. aktivitas yang dibolehkan; 
b. aktivitas yang tidak dibolehkan; dan 

c. aktivitas yang dibolehkan setelah memperoleh izin. 

(5) Peta KKPRL sebagai dasar pelaksanaan KKPRL sebagaimana tercantum 
pada Lampiran XII.A dengan kedalaman peta skala 1:50.000 dan tabel 

rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang untuk KKPRL 

sebagaimana tercantum pada Lampiran XII.B yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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 Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan 

 

Pasal 60   
(1) Penyusunan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan 

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas: 

a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama 
yang berisi: 

1. program utama;  

2. lokasi; 

3. sumber pendanaan; 
4. instansi pelaksana; dan 

5. waktu pelaksanaan; 

b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai 
lima tahun keempat yang berisi program utama. 

(2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi; 

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi; dan  

c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah provinsi. 
(3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

angka 1, bersumber pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;  

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  

d. swasta;  

e. masyarakat; dan/atau  
f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah Provinsi; 
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

d. swasta; dan/atau 

e. Masyarakat. 
(5) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas: 

a. indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu periode tahun 

2023-2024; 
b. indikasi program utama jangka menengah tahap kedua periode tahun 

2025-2029; 

c. indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga periode tahun 
2030-2034;  

d. indikasi program utama jangka menengah tahap keempat periode 

tahun 2035-2039; dan 
e. indikasi program utama jangka menengah tahap kelima periode tahun 

2040-2043. 

(6) Indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran XIII dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 61  
(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai 

dengan 5 (lima) tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 

(5) huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas: 
a. perwujudan Struktur Ruang; 

b. perwujudan Pola Ruang; dan 
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c. perwujudan KSP. 
(2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 

a. perwujudan sistem pusat permukiman; 
b. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; 

c. perwujudan sistem jaringan transportasi, diprioritaskan pada 

pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan 
jalan umum, lalu lintas dan angkutan jalan, pembangunan jalan tol, 

jaringan kereta api, jaringan transportasi sungai, danau dan 

penyeberangan, jaringan transportasi laut, tatanan kepelabuhanan, 

alur pelayaran, tatanan kebandarudaraan, dan Ruang udara untuk 
penerbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan Wilayah Provinsi; 

d. perwujudan sistem jaringan energi, diprioritaskan pada pemantapan 

dan perwujudan jaringan infrastruktur minyak, gas dan 
ketenagalistrikan; 

e. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, diprioritaskan pada 

pemeliharaan dan peningkatan jaringan tetap dan bergerak yang 
disesuaikan dengan kebutuhan Wilayah Provinsi; 

f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, diprioritaskan pada 

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi, 
pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air, 

jaringan air bersih dan sistem pengendalian banjir; 

g. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, diprioritaskan pada: 
1. pemantapan dan pengembangan SPAM, meliputi: 

a) pengembangan SPAM Regional Benteng-Kobema (Bengkulu 

Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) di Kabupaten 

Bengkulu Tengah; 
b) peningkatan dan pengembangan pelayanan SPAM perpipaan 

dan non perpipaan di seluruh Wilayah mencakup Kawasan 

Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; 
c) pengembangan SPAM pada Kawasan yang relatif mengalami 

kesulitan air baku lainnya; dan 

d) pengembangan SPAM Kabupaten/Kota oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota maupun SPAM desa terintegrasi dengan 

SPAM lintas Kabupaten/Kota sebagai penyedia air minum 

pedesaan untuk pemerataan pelayanan ke seluruh Wilayah 
Provinsi. 

2. pemantapan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah, 

meliputi: 

a) peningkatan dan perluasan pelayanan sistem prasarana 
pembuangan air limbah perpipaan terpusat; dan 

b) pengembangan baru sistem prasarana pembuangan air 

limbah perpipaan terpusat di Kawasan perkotaan yang 
belum terlayani, Kawasan perkotaan berfungsi PKW dan 

PKL, dan pusat Kawasan Pariwisata dan pusat kegiatan 

lainnya yang telah berkembang. 
3. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya 

beracun; 

4. pengelolaan persampahan Wilayah, meliputi: 
a) pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah 

mencakup pembatasan timbulan sampah (reduce), daur 

ulang sampah (recycle); dan/atau pemanfaatan kembali 

sampah (reuse); 
b) pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai; 

c) penyediaan tempat pengolahan sampah reduce, recycle, 
reuse di setiap desa/kelurahan; 
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d) penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu untuk 
pelayanan kecamatan atau beberapa desa/kelurahan sesuai 

kapasitas timbulan sampah; 

e) pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu refuse 
derived fuel di setiap Kabupaten/Kota; 

f) penanganan terpadu antar Wilayah Kabupaten/Kota atau 

antar Wilayah Provinsi sampah kiriman dan bergerak pada 

Perairan Pesisir; dan 
g) pengembangan jaringan persampahan dapat dikembangkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. pengembangan infrastruktur mitigasi dan evakuasi bencana. 
(3) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 

a. perwujudan Kawasan peruntukan lindung diprioritaskan pada: 
1. pelestarian Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap 

Kawasan Bawahannya; 

2. perlindungan Kawasan Konservasi; 
3. perlindungan Kawasan Pencadangan Konservasi di laut; 

4. perlindungan kawasan lindung geologi; 

5. mitigasi kawasan rawan bencana; 

b. perwujudan Kawasan Budi Daya diprioritaskan pada: 
1. pemeliharaan dan rehabilitasi fungsi Kawasan Hutan Produksi; 

2. peningkatan produktivitas kawasan perkebunan rakyat; 

3. perlindungan dan peningkatan produktivitas Kawasan 
Tanaman Pangan; 

4. peningkatan produktivitas dan daya saing Kawasan 

Hortikultura; 
5. peningkatan produktivitas dan daya saing Kawasan 

Perkebunan; 

6. peningkatan produktivitas dan daya saing kegiatan peternakan; 
7. peningkatan daya saing dan kapasitas Kawasan Perikanan; 

8. pengendalian Kawasan Pertambangan dan Energi; 

9. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri; 

10. perwujudan dan peningkatan kualitas Kawasan Pariwisata; 
11. peningkatan kualitas Kawasan Permukiman; 

12. perwujudan dan peningkatan pelayanan Kawasan Transportasi; 

dan 
13. pemantapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. 

(4) Indikasi program utama perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, diprioritaskan pada: 
a. penataan, perlindungan, dan pembangunan KSP dari sudut 

kepentingan ekonomi; dan 

b. penataan dan perlindungan KSP dari sudut kepentingan sosial 
budaya. 

 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 

 

Pasal 62  

(1) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 huruf c, dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program 

utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen 

rencana pembangunan secara terpadu. 
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(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menghasilkan dokumen: 

a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) 

tahunan; dan 
b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) 

tahunan. 

(3) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana 

pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi 

RTRW provinsi.  

 
BAB VIII  

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI  

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 63  

Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf g dilakukan melalui: 
a. Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi; 

b. Arahan insentif dan disinsentif;  

c. Arahan sanksi; dan 
d. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. 

 

Bagian Kedua 

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi 
Paragraf 1 

Umum 

 
Pasal 64  

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

63 huruf a terdiri atas: 
a. indikasi arahan zonasi struktur ruang;  

b. indikasi arahan zonasi pola ruang; dan 

c. ketentuan khusus. 
 

Paragraf 2 

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang 

 
Pasal 65  

Indikasi Arahan Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: 
a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem pusat permukiman; 

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi; 

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi; 
d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi; 

e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan 

f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya. 
 

Pasal 66  

(1) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Pusat Permukiman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri atas: 
a. indikasi arahan zonasi untuk PKN; 

b. indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan 

c. indikasi arahan zonasi untuk PKL. 
d. indikasi arahan zonasi untuk pusat pertumbuhan kelautan. 
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(2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan industri pengolahan hasil hutan, perkebunan, hasil 
pertanian pangan, hasil perikanan, hasil pertambangan mineral, 

batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh 

pengelolaan limbah industri terpadu dan yang ramah lingkungan; 
2. kegiatan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan dan 

pertanian pangan; 

3. kegiatan pengembangan PKN yang didukung prasarana dan 

sarana perkotaan yang memadai; 
4. kegiatan pengembangan PKN sebagai pusat pendidikan tinggi, 

pariwisata, pelayanan kesehatan, pusat permukiman dan 

perdagangan dan jasa yang berskala internasional; 
5. kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah 

lingkungan; 

6. penyediaan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan; 
7. kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, 

perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; 
8. kegiatan peningkatan keterkaitan dengan PKN lain di Pulau 

Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan 

wisata; 
9. kegiatan pengembangan PKN berbasis sumber daya alam dan jasa 

lingkungan di wilayah pesisir barat dengan memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

10. kegiatan pengembangan dan peningkatan fungsi PKN sebagai 
simpul utama kegiatan ekspor-impor, transportasi menuju 

kawasan internasional, nasional dan regional; 

11. pengembangan infrastruktur jalan; 
12. pengembangan Bandar Udara Internasional Fatmawati Soekarno 

sebagai Bandar Udara Pengumpul pelayanan sekunder dan 

peningkatan fasilitas serta kapasitas pelayanan; 
13. pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan laut Pulau 

Baai sebagai pelabuhan laut Utama Internasional; dan 

14. peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Pulau Baai 
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: 

1. kegiatan pengembangan PKN di kawasan rawan bencana; dan 

2. kegiatan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat 

permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang 
menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan 

ruangnya ke arah vertikal. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 
1. kegiatan pengembangan fisik kawasan perkotaan yang dapat 

mengganggu lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

2. kegiatan pengembangan PKN menggunakan model 
pengembangan melompat (urban sprawl) atau menghindari 

pengembangan kota model leap frog urban development agar tidak 

menyebabkan pembangunan infrastruktur biaya tinggi karena 

kawasan perkotaan terpisah-pisah oleh ruang belum terbangun; 
dan    

3. kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya 

PKN. 
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d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 
Pelabuhan laut internasional dan/atau bandar udara  pengumpul 

dan/atau terminal regional tipe A pasar induk antarwilayah, rumah 

sakit umum tipe A atau tipe B, perguruan tinggi, serta prasarana 
perumahan permukiman yang meliputi SPAM regional lintas 

kabupaten/kota, tempat pemrosesan akhir  sampah regional, sistem 

pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota, instalasi pengolahan 
lumpur tinja, dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 

beracun lintas kabupaten/ kota. 

(3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi PKW Muko Muko, PKW Manna dan PKW Curup, yaitu: 
a.   Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil 

perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao yang ramah 
lingkungan; 

2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan 

pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman pangan; 
3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil 

perikanan yang ramah lingkungan untuk PKW Muko Muko dan 

PKW Manna; 
4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil 

pertanian tanaman pangan; 

5. peningkatan fungsi dan pengembangan kegiatan kawasan 
industri yang berdaya saing; 

6. pengembangan bandar udara pengumpan Muko Muko di 

Kabupaten Muko Muko; 

7. peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan dan pelabuhan 
penyeberangan di Kabupaten Muko Muko pemanfaatan ruang 

untuk kegiatan industri kreatif; 

8. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata berbasis bahari, 
serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi, dan pameran untuk PKW Muko Muko dan PKW 

Manna; 
9. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antar PKW 

sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata; 

10. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan 
industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah 

lingkungan; 

11. pengembangan PKW berbasis sumber daya alam dan jasa 

lingkungan di wilayah pesisir dengan memperhatikan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

12. pengembangan PKW yang didukung prasarana dan sarana 

perkotaan yang memadai; 
13. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat 

permukiman dengan tingkat intensitas menengah dan mendorong 

pengembangan ruangnya kearah vertikal; 
14. pengembangan PKW sebagai simpul kedua untuk mendukung 

kegiatan perdagangan provinsi; 

15. pengembangan PKW sebagai simpul transportasi skala provinsi 
atau beberapa kabupaten; dan 

16. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak 

mengganggu fungsi PKW. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pengembangan fungsi 
kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat 

intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan 

pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan. 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Kegiatan yang dapat 

mengganggu fungsi PKW; dan 
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d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi pelabuhan udara 
pengumpan atau pelabuhan laut nasional, pasar regional, rumah sakit 

umum tipe B, perguruan tinggi serta prasarana perumahan dan 

permukiman yang meliputi SPAM lintas wilayah, tempat pemrosesan 
akhir sampah regional, sistem pengelolaan air limbah dan instalasi 

pengolahan lumpur tinja. 

(4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, 

bahari, serta perjalanan insentif; 
2. kegiatan industri pengolahan hasil hutan yang bernilai tambah 

tinggi dan ramah lingkungan; 

3. pengembangan PKL berbasis sumber daya alam dan jasa 
lingkungan di wilayah pesisir barat dengan memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

4. peningkatan fungsi dan pengembangan kegiatan kawasan industri 
yang berdaya saing; 

5. peningkatan pelayanan bandara pengumpan di Pulau Enggano,  

6. pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Linau sebagai 
pelabuhan pengumpul; 

7. pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Malakoni di 

Pulau Enggano sebagai pelabuhan lokal; dan 
8. peningkatan pelabuhan penyeberangan di Linau Kabupaten Kaur 

dan Kahyapu di Pulau Enggano. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan fungsi 

kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat 
intensitas pemanfaatan ruang rendah. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Kegiatan yang dapat 

mengganggu fungsi PKW; dan 
d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi pelabuhan laut regional/ 

lokal bagi PKL yang terletak di kawasan pesisir, pasar lokal, rumah 

sakit umum tipe D atau tipe C, serta prasarana perumahan dan 
permukiman yang meliputi jaringan SPAM, tempat pembuangan akhir 

sampah, instalasi pengolahan air limbah, dan instalasi pengolahan 

lumpur tinja. 
(5) Indikasi arahan zonasi untuk pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan: 

a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan 

yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur; 
b. pengembangan kegiatan untuk mendukung sentra produksi bahan 

baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi dengan 

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan 
c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal. 

 

Pasal 67  
(1) Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi: 

a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; 
b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api; 

c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan 

penyeberangan; 

d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar transportasi laut; dan 
e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar 

udara khusus. 
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(2) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Indikasi arahan zonasi Jaringan JAP, JKP, dan JLP meliputi: 

1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 
a) pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan; 

b) penetapan garis sempadan bangunan di sisi JAP yang 

memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;dan 
c) pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan 

jaringan JAP yang terpadu dengan jaringan transportasi 

lainnya untuk mendorong perekonomian. 

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
a) pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan 

(street furniture), dan pemasangan reklame sepanjang tidak 

mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan 
b) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri primer 

dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang 

kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; dan 
c) pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan/atau 

pemantapan jaringan jalan dengan memperhatikan kawasan 

berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana 
yang ramah lingkungan. 

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:  

a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu 
lintas, dan keselamatan pengguna jalan; dan  

b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan  

4. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 
a) rambu lalu lintas; 

b) marka jalan; 

c) alat pemberi isyarat lalu lintas; 
d) alat penerangan jalan; 

e) alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; 

f) alat pengawasan dan pengaman jalan; 
g) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; 

h) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan 

i) Sarana dan prasarana keselamatan perlintasan sebidang. 
b. Indikasi arahan zonasi jalan tol meliputi: 

1. Kegiatan yang diperbolehkan: 

a) pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija 
jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu 

bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan 

suara kendaraan;  
b) pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang 

mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen: dan 

c) Kawasan penyangga (buffer zone). 
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

a) pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol; dan 

b) jumlah jalan masuk dan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi 

secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus 
terkendali secara penuh. 

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

a) bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang 
memiliki scenic view; dan 

b) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi 

jalan. 
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4. Sarana dan Prasarana minimum meliputi: 
a) sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang 

memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat 

kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, 
kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya; 

b) tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna 

jalan tol setiap 50 km; 
c) pemagaran dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan 

jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan; dan 

d) pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna 

jalan tol harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai 
kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan 

kendaraan. 

c. Indikasi arahan zonasi terminal penumpang berupa indikasi arahan 
zonasi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B 

meliputi: 

1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, 
penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang; 

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta 

fungsi terminal penumpang; 

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan 

jalan serta fungsi terminal penumpang; 

4. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

a) fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, 
fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam 

kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas 

dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas 
perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas 

keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas 

pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor; 
b) fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan 

keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan 

lainnya; 
c) fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal 

kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal 

kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan 

tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan 
manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional 

terminal; 

d) fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas 
peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, 

fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat; dan 

e) fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan 
ruang ibu menyusui. 

d. Indikasi arahan zonasi jembatan timbang meliputi: 

1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 
a) penyediaan RTH dengan luasan yang disesuaikan dengan 

luasan jembatan timbang; 

b) tempat parkir kendaraan; dan  

c) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan 
pengembangan jembatan timbang untuk mendukung 

penyelenggaraan penimbangan kendaraan, seperti bangunan 

untuk penyimpanan catu daya cadangan, dan instalasi listrik. 
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2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu 

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan 

serta fungsi kawasan di sekitar jembatan timbang; 
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keamanan 

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan serta 
keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas 

penunjang jembatan timbang; 

4. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

a) fasilitas utama berupa jalan akses keluar masuk kendaraan, 
jalan sirkulasi di dalam wilayah operasi jembatan timbang, 

bangunan kantor petugas, landasan penimbangan, fasilitas 

sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor, tempat 
pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, dan tempat parkir 

kendaraan; dan 

b) fasilitas penunjang berupa toilet umum, kantin, asrama 
petugas, tempat ibadah, tempat istirahat pengemudi dan 

fasilitas lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan 

sesuai kebutuhan. 
(3) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Jaringan jalur kereta api; dan 
b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Stasiun kereta api. 

(4) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Jaringan jalur kereta api sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 
1. kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta 

api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur 

kereta api sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
2. kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang 

operasional kereta api, antara lain kegiatan naik turun 

penumpang dan bongkar muat barang. 
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak 

mengganggu operasional kereta api dan operasional stasiun; 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api, 

keselamatan pengguna kereta api dan fungsi stasiun kereta api; 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 
1. jalur Kereta Api; 

2. stasiun Kereta Api; dan  

3. fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan. 
4. Sarana dan prasarana keselamatan perlintasan sebidang 

(5) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Stasiun kereta api sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan naik dan turun penumpang;  

2. kegiatan bongkar muat barang;  
3. kegiatan operasional kereta api;  

4. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang berkaitan dan mendukung 

langsung sistem jaringan kereta api; 

5. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan 
penyediaan oksigen; dan 

6. meningkatkan fungsi stasiun untuk mendukung operasi kereta 

api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik 
turunkan penumpang atau membongkar-muat barang. 
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b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak 
membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api 

dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan 

ruang pengawasan jalur kereta api; 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan fungsi stasiun serta mengganggu fungsi dan 

pelayanan stasiun. 
d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

1. fasilitas naik turun penumpang;  

2. fasilitas penyandang cacat dan berkebutuhan khusus;  

3. fasilitas kesehatan;  
4. fasilitas umum;  

5. fasilitas pembuangan sampah;  

6. fasilitas informasi; dan 
7. fasilitas pendukung stasiun lainnya. 

(6) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan 

penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup 
indikasi Arahan Zonasi pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan 

penyeberangan, lintas penyeberangan antarprovinsi, dan lintas 

penyeberangan antarkabupaten/kota, meliputi: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu sarana dan prasarana penunjang 

penyeberangan meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan 

penyeberangan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan 
penyeberangan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan 

pelabuhan penyeberangan serta sarana dan prasarana penunjang 

lintas penyeberangan; 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pelabuhan sesuai skala 
pelayanan, pemanfaatan yang berdampak pada keberadaan lintas 

penyeberangan, dan pemanfaatan ruang di pelabuhan 

penyeberangan; 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat 

mengganggu keselamatan dan keamanan penyeberangan;  

1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak 
pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan 

penyeberangan; dan  

2. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang mengakibatkan 
terganggunya kelancaran operasi penyeberangan. 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi prasarana dan sarana 

minimum untuk pelabuhan/dermaga penyeberangan di dalam 

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan 
Kepentingan Pelabuhan yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas 

penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(7) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar transportasi laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berupa pelabuhan laut dan alur 

pelayaran laut meliputi: 
a. Indikasi arahan zonasi pelabuhan laut yang mencakup pelabuhan 

utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal 

khusus dan pelabuhan perikanan, meliputi: 
1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

a) kegiatan operasional pelabuhan; 

b) kegiatan penunjang operasional pelabuhan;  

c) kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan; 
d) pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan Terminal 

Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah 

Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan 
utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan 

regional; dan 
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e) pembangunan/instalasi sarana prasarana minimum. 
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang 

dimaksud selain dalam angka 1 yang berada dalam Daerah 

Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan 
Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut dengan 

mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;  
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat 

mengganggu  Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan,  jalur transportasi laut, dan 

kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan; 
4. Sarana dan Prasarana Minimum, meliputi: 

a) alur pelayaran;  

b) perairan tempat labuh;  
c) kolam pelabuhan;  

d) terminal terapung;  

e) dermaga;  
f) terminal;  

g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;  

h) fasilitas bunker;  
i) fasilitas gudang;  

j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan 

sarana bantu navigasi pelayaran;  
k) fasilitas pemadam kebakaran; dan  

l) fasilitas penunjang pelabuhan. 

b. Indikasi arahan zonasi alur pelayaran yang mencakup alur pelayaran 

umum dan perlintasan, dan alur pelayaran masuk pelabuhan, 
meliputi: 

1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

a) lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;  
b) pemeliharaan alur pelayaran;  

c) kegiatan survei dan investigasi;  

d) kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan 
lingkungan; dan 

e) kegiatan mitigasi bencana. 

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 
a) penelitian dan pendidikan; dan 

b) penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan 

a) semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil 
laut;  

b) semua jenis kegiatan perikanan budidaya;  

c) pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;  
d) kegiatan penambangan mineral logam, bukan logam dan 

batuan;  

e) kegiatan pariwisata dan rekreasi; dan  
f) kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada 

alur pelayaran dan/atau pelayaran 

4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang alur pelayaran di 
laut sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan 

perundang-undangan berlaku. 

c. Ketentuan lainnya, meliputi: 

1. Ketentuan perizinan mengacu pada peraturan perundangan 
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 

2. Pengembangan Pelabuhan laut hanya dapat dilakukan 

berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana 
Induk Pelabuhan; 
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3. pengembangan rute pelayaran yang mendukung konektivitas intra 
koridor ekonomi dalam rangka mendukung terintegrasinya 

penataan ruang wilayah pesisir; 

4. Pihak yang melakukan kegiatan di sekitar pelabuhan laut dan alur 
pelayaran perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan kerja 

dengan menerapkan mitigasi risiko; 

5. Pencegahan dampak terhadap lingkungan yaitu meminimalisasi 
pembuangan air limbah dengan penyediaan fasilitas untuk 

pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk 

menghindari pencemaran pada kawasan pesisir; 

6. Perlu perlindungan hak bagi kegiatan lembaga/instansi serta 
masyarakat nelayan terkait aktivitas pelayaran, pengangkutan, 

dan tambat labuh di area dan alur pelayaran di zona PL-01 dengan 

PP-01, PP-02 dan PP-03 pada peta KKPRL; 
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung 

pelabuhan, baik fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang guna 

pengembangan wilayah pesisir; 
8. Pengembangan transportasi laut diutamakan dengan 

mengembangkan pelabuhan umum/pelabuhan khusus atau 

meningkatkan kondisi pelabuhan yang ada dan memiliki potensi 
yang baik; 

9. Mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan 

pelabuhan bertaraf Internasional yang berkapasitas besar dan 
modern untuk ekspor berbagai komoditas dan berfungsi juga 

sebagai International Seaport-Hub; 

10. Pengguna fasilitas di Zona Pelabuhan Laut, sebaiknya zona ini 

tidak dimanfaatkan untuk aktivitas penangkapan ikan terutama 
kapal nelayan komersial yang berkapasitas >10 GT; 

11. Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari kriteria 

teknis dan kriteria operasional mengacu pada Rencana Induk 
Pelabuhan Perikanan Nasional, salah satunya pengembangan PPI 

menjadi PPN; 

12. Rencana lokasi Pelabuhan Perikanan memperhatikan beberapa 
hal yaitu:  

a) rencana Tata Ruang Rencana Zonasi Kawasan Strategis 

Nasional Tertentu dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Antar 
Wilayah.  

b) potensi sumber daya ikan. 

c) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.  

d) ketersediaan prasarana wilayah.  
e) geografis daerah dan kondisi perairan  

f) sosial ekonomi masyarakat. 

13. Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan 
pelabuhan lainnya (non-komersil) sehingga dapat bersinergi 

dengan konsep tol laut; dan 

14. Membuka peluang untuk industri demi menjaga mutu dan 
meningkatkan nilai tambah dari hasil perikanan seperti 

penanganan pasca panen dan produksi bahan baku dan bahan 

penolong. 
(8) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup indikasi 

arahan zonasi bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan 

meliputi: 
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a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 
1. kegiatan untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar 

udara guna mendukung kegiatan industri dan pariwisata cagar 

budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta 
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan 

pameran; 

2. kegiatan untuk pengembangan bandar udara yang terpadu 
dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta 

api; 

3. kegiatan untuk pengembangan bandar udara untuk melayani 

angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas 
kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, 

termasuk pulau-pulau kecil; 

4. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama untuk 
bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan 

Negara; 

5. kegiatan untuk pemantapan fungsi bandar udara sebagai simpul 
transportasi udara di kawasan perbatasan Negara; dan 

6. kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk 

operasi penerbangan. 
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. ruang darat, perairan dan/ atau udara di sekitar bandar udara 

umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan 
operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan 

2. pemanfaatan ruang harus memperhatikan batas-batas Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan 

kebisingan. 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

membahayakan keamanan dan keselamatan operasional 

penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain 
yang mengganggu fungsi bandar udara umum dan Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan; dan 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas 
penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 68  
(1) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Energi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas: 

a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan 
gas bumi; dan 

b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur 

ketenagalistrikan. 
(2) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas 

bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup indikasi 

arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi meliputi: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan 

kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi; 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan harus memperhitungkan 
aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; 

2. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa transmisi, pipa dan 

distribusi minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek 
keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

3. pemanfaatan ruang yang berada di bawah jaringan distribusi 
tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta 

mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi. 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 
1. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan 

pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran 

lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang 
dilindungi dengan pagar pengaman; dan 

2. fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan 

dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan 

fasilitas tersebut. 
(3) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Indikasi arahan zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan 
sarana pendukungnya; dan 

b. Indikasi penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. 

(4) Indikasi arahan zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga 
listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan 
kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik; 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta 
tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan 

2. jarak aman dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakter 

masing- masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTP, 

PLTA, PLTB, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik 
Tenaga Minihidro, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, 

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, Pembangkit Listrik Tenaga 

Biogas, dan pembangkit listrik tenaga hybrid sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

membahayakan dan mengganggu instalasi pembangkit tenaga listrik; 
dan 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;  
2. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem 

jaringan pembangkit tenaga listrik; dan 

3. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu 

dipasang setiap 500 (lima ratus) meter. 
(5) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran 

tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b mencakup indikasi arahan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik 
antar sistem, dan gardu listrik meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan 

prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan 
pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik; 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. pemanfaatan ruang yang berada di bawah jaringan distribusi 
tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa transmisi yang 

memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan 
sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 
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3. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan 
kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta 

kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi 

jaringan transmisi tenaga listrik. 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu 

fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; 
2. mendirikan bangunan dibawah jaringan tegangan tinggi hingga 

jaringan tegangan ekstra tinggi, minimum berjarak 10 (sepuluh) 

meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari prasarana 

energi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
3. pada ruang yang berada di bawah saluran udara tegangan ultra 

tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi tidak 

diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di 
kiri-kanan saluran udara tegangan ultra tinggi dan saluran udara 

tegangan ekstra tinggi dengan batas sempadan sesuai ketentuan 

yang berlaku; 
4. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

5. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transmisi 
tenaga listrik untuk kawasan perbatasan Negara di laut lepas 

Samudera Hindia meliputi Pulau Enggano dan Pulau Mega serta 

kawasan tertinggal dan terisolasi; 
d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:  

1. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem 

jaringan transmisi tenaga listrik; dan 

2. papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik 
yang dilindungi dengan pagar pengaman. 

 

Pasal 69   
Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Jaringan sistem jaringan 

Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mencakup 

indikasi arahan zonasi jaringan tetap dan jaringan bergerak, terdiri atas: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan 

penunjang sistem jaringan telekomunikasi; 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
1. kegiatan yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan 

telekomunikasi; 

2. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang 

memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan 
di sekitarnya; dan 

3. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar 

telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan 
keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan yang membahayakan dan mengganggu fungsi sistem jaringan 
telekomunikasi; dan 

2. untuk jaringan telekomunikasi yang berada di laut pada area yang 

memiliki kedalaman dangkal sebaiknya menghindari kegiatan yang 
dapat mengganggu seperti penangkapan ikan dan labuh jangkar di 

zona tersebut dan kegiatan yang membahayakan jaringan satelit; 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

1. infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon; dan 
2. infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi 

termasuk menara Base Transceiver Station diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 70  
Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem Jaringan sumber daya air 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, terdiri atas: 

a. di sekitar sistem jaringan irigasi, meliputi: 
1. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan banunan 

pemeliharaan saran dan prasarana irigasi; 

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu: 
a) pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak mengganggu 

fungsi jaringan irigasi 

b) pengembangan jalur wisata; dan 

c) pengembangan budi daya perikanan darat sepanjang tidak 
mengganggu fungsi jaringan irigasi. 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang 

dapat merusak jaringan irigasi; dan 
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang 

evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan 

prasarana sumber daya air. 
b. di sekitar sistem pengendalian banjir mencakup jaringan pengendali banjir 

dan bangunan pengendali banjir, meliputi: 

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi; 
a) normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi danau; 

b) normalisasi jaringan pengendalian banjir; 

c) pendirian bangunan penahan banjir dan jaringan air baku; 
d) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan 

sumber daya air; dan 

e) pembangunan bangunan pemelihara jaringan pengendali banjir. 

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 
a) pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak mengganggu 

sistem pengendalian banjir; 

b) kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan 
fungsi kawasan; dan 

c) pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya, kabel telepon, pipa air minum, 
pipa gas, mikrohidro.  

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat 

mengganggu fungsi sistem jaringan pengendali banjir; dan 
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang 

evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan 

prasarana sumber daya air. 

c. di sekitar bangunan sumber daya air, meliputi 
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a) kegiatan pembangunan prasarana penunjang sistem jaringan 

sumber daya air; 
b) kegiatan revitalisasi daerah sempadan sumber air yang telah 

terganggu; 

c) kegiatan reboisasi di sepanjang sempadan sungai dan kawasan 
sekitar sungai, danau, embung, waduk sebagai pengendali banjir; 

dan 

d) kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai. 
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

a) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak 

mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan 

sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem 
jaringan sumber daya air; 

b) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan 

sumber daya air sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga 
kelestarian lingkungan; dan 
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c) Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan sumber daya air 
yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam. 

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

mengganggu fungsi sungai, waduk, bendungan, embung, dan 
cekungan air tanah sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem 

pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air; dan 

4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang 
evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan 

prasarana sumber daya air. 

d. Ketentuan lainnya meliputi: 

1. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis pada 
WS guna melayani kawasan PKN Kota Bengkulu dan kawasan andalan 

Manna dan sekitarnya, serta kawasan andalan laut Bengkulu; 

2. Pemanfaatan sumber daya air dengan mengutamakan penyediaan air 
untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi 

pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada; 

3. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang 
sudah ada; dan menjaga persediaan air untuk pemenuhan kebutuhan 

pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air 

dan/atau sekitar jaringan pembawa air; 
4. prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lain pada 

setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona 

pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada 
wilayah sungai yang bersangkutan; 

5. untuk pengelolaan sumber air berupa pelaksanaan konstruksi pada 

sumber air, penggunaan sumber air untuk tujuan tertentu, dan   

modifikasi cuaca terlebih dulu diperlukan perizinan; 
6. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan; 

7. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS lintas provinsi secara 
selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS pada provinsi yang 

berbatasan; 

8. konservasi sumber daya air wajib dilaksanakan untuk menjaga 
kelangsungan/keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi 

sumber air; 

9. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan 
pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan 

melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau 

pemanfaatan lahan pada sumber air sesuai dengan ketetapan rencana 

pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan; 
10. perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui: 

a) pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah 

tangkapan air; 
b) pengendalian pemanfaatan sumber air; 

c) pengisian air pada sumber air; 

d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; 
e) perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan 

pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air; 

f) pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; 
g) pengaturan daerah sempadan sumber air; 

h) rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau; 

i) pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan 

pelestarian alam; 
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j) pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan 
bendungan yang meliputi bendung Muko Muko kiri, bendung Air 

Majunto, bendung Air Kesubun, bendung Air Lais Kurotidur, 

bendung Air Seluma, bendung Air Selebang Kedurang, dan 
bendung Batutegi dalam rangka mempertahankan daya tampung 

air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan 

perkotaan dan kawasan andalan; 
k) pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi teknis 

pada Daerah Irigasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan 

luasan lahan pertanian pangan; 

l) badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas 
prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan 

pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan 

sendiri sesuai aturan berlaku; 
m) dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, 

kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, 

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air 
menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun; 

dan 

n) pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana 
air baku guna melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, 

termasuk Pulau Enggano dan Pulau Mega. 

 
Pasal 71  

(1) Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f meliputi: 

a. Indikasi arahan zonasi di sekitar infrastruktur SPAM; dan 
b. Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan. 

(2) Indikasi arahan zonasi di sekitar infrastruktur sistem jaringan penyediaan 

air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Kegiatan diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur sistem 

jaringan penyediaan air minum serta pembangunan prasarana 
penunjang infrastruktur SPAM; 

2. Pengembangan Sistem  Penyediaan Air Minum infrastruktur sistem 

jaringan penyediaan air minum yang melayani beberapa kabupaten 
di Provinsi Bengkulu seperti infrastruktur SPAM Regional Benteng 

- Kobema (Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma); dan 

3. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada 

kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan. 
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan wisata 

terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air 

minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air 
minum; 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengambilan air 

tanah di sekitar infrastruktur SPAM dan kegiatan yang mengganggu 
keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan 

pencemaran air baku dari air limbah dan sampah serta mengakibatkan 

kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; 
d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan 

pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan 

pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana 
penyediaan air minum; dan 

2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan 

perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan 
peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum. 
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(3) Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian tempat 

pemrosesan akhir sampah berupa pemilahan, pengumpulan, 
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis 

bersih (sanitary landfill), pemeliharaan tempat pemrosesan akhir 

sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan 
penunjang operasional tempat pemrosesan akhir sampah, serta 

kegiatan penghijauan; 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian 

non pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari 
dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak 

mengganggu fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir sampah; 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan sosial ekonomi 
yang mengganggu fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir sampah 

dan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman; 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 
1. Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik atau 

genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor; 

2. Fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air, 
saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona 

penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas;  

3. Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut tanah;  

4. Saringan alamiah/sistem angkutan terjadwal; dan  
5. Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir jauh dari permukiman dan harus 

didukung oleh studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang 

telah disepakati oleh instansi yang berwenang. 
 

Paragraf 3 

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang Wilayah Provinsi 
 

Pasal 72  

(1) Indikasi Arahan Zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
huruf b meliputi: 

a. Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung; dan 

b. Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Budi daya. 

(2) Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk: 

a. Indikasi Arahan Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya; 
b. Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi; 

c. Indikasi Arahan Zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut; dan 

d. Indikasi Arahan Zonasi kawasan ekosistem mangrove. 
(3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk: 

a. Kawasan hutan produksi; 
b. kawasan perkebunan rakyat; 

c. Kawasan pertanian; 

d. Kawasan perikanan; 

e. Kawasan pertambangan dan energi; 
f. Kawasan peruntukan industri; 

g. Kawasan pariwisata; 

h. Kawasan permukiman; 
i. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut; 

j. Kawasan transportasi; dan  

k. Kawasan pertahanan dan keamanan 
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Pasal 73  
Indikasi Arahan Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2) huruf a terdiri 

atas indikasi arahan zonasi kawasan hutan lindung meliputi: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;  

2. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu terbatas yang diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi; 

4. merehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta 

mempertahankan fungsi lahan dan mengendalikan alih fungsi lahan 
kawasan resapan air; 

5. melestarikan kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi; 

dan 
6. Mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan 

mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan 

lindung yang bervegetasi hutan tetap. 
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari: 

1. untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dengan syarat tidak merubah bentang alam;  
2. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi 

pokok kawasan hutan; 

3. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan 
di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk yang 

mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan 
vegetasi; 

2. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-

tanda batas; 
3. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial 

ekonomi; 

4. kegiatan yang menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; 
5. kegiatan yang membangun sarana dan prasarana yang mengubah 

bentang alam; 

6. kegiatan yang merusak keseimbangan unsur- unsur lingkungan;  

7. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan 
8. Kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan 

lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian 

lingkungan hidup. 
d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi Prasarana dan sarana minimum 

berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan 

lindung tanpa merubah bentang alam hutan lindung. 
 

Pasal 74  

(1) Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi berupa kawasan suaka 

alam; 

b. Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi berupa kawasan 
pelestarian alam; dan 

c. Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi berupa kawasan taman 

buru. 
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(2) Indikasi Arahan Zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud ayat 
(1) huruf a meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan konservasi kawasan; 
2. bangunan pendukung fungsi kawasan cagar alam; 

3. kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, dan kegiatan penunjang budaya; dan 
4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang 

budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya 
diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan 

tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah 

pengawasan ketat;  
2. kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; 

3. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam;  

2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam;  
3. penambangan pada kawasan cagar alam; 

4. pendirian bangunan yang dapat merusak maupun menurunkan 

fungsi kawasan suaka alam; 
5. kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem; 

6. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan; 

7. pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-
undangan; 

8. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan 

flora dan satwa endemik kawasan; dan 
9. kegiatan pertambangan. 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi sarana perawatan serta 

fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan 
ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata serta pengembangan 

plasma nutfah endemik. 

(3) Indikasi Arahan Zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung 

fungsi utama kawasan pelestarian alam. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
1. kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

2. kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona 
penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung 

kawasan, dan di bawah pengawasan ketat. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 
1. pendirian bangunan yang dapat merusak maupun menurunkan 

fungsi kawasan pelestarian alam; 

2. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi 
atau terumbu karang di zona penyangga; 

3. kegiatan budi daya di zona inti; dan 

4. kegiatan pertambangan. 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi penyediaan sarana dan 
prasarana yang menunjang pelestarian taman wisata alam dengan 

tanpa merubah bentang alam. 
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(4) Indikasi Arahan Zonasi kawasan taman buru sebagaimana dimaksud ayat 
(1) huruf c meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi 

1. pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk kegiatan 
perburuan satwa secara terkendali; dan 

2. kegiatan untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa 

perburuan; dan 
3. penerapan ketentuan mengenai standar keselamatan bagi 

pemburu dan masyarakat di sekitarnya. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. pemanfaatan ruang pada zona inti untuk kegiatan perlindungan 
mutlak habitat, penelitian, dan pendidikan; dan 

2. pemanfaatan ruang pada zona pemanfaatan untuk kegiatan budi 

daya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi 
fungsi lindung kawasan. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; 
dan 

2. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan 

flora dan satwa endemik pada Kawasan taman buru. 
d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi sarana perawatan serta 

fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan 

ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata. 
 

Pasal 75  

Indikasi Arahan Zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut 

sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan konservasi yang berkaitan 

dengan perlindungan keanekaragaman hayati terutama tiga ekosistem 

pesisir yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. 
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 

1. Usaha budi daya ikan dan biota laut lainnya; dan 

2. Kegiatan yang bersifat wisata dan hiburan. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. reklamasi; 

2. pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka; 
3. pembuangan (dumping);  

4. pembuangan air balas kapal; dan 

5. Penangkapan ikan dengan kapasitas >10 GT. 
d. pemanfaatan ruang pada Kawasan pencadangan Konservasi di laut 

diselenggarakan untuk: 

1. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

2. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;  
3. melindungi habitat biota laut;  

4. melindungi situs budaya tradisional; dan  

5. perlunya pelibatan partisipatif agar pelaksanaan tepat sasaran. 
 

Pasal 76   

Indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d meliputi: 

a. Kegiatan diperbolehkan, yaitu hutan mangrove, hutan lindung, 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan preservasi sumber daya alam; 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 
1. kegiatan pendidikan; 

2. penelitian; 

3. wisata alam; dan 
 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


- 59 - 
 

4. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan 
strategis dan tidak dapat dihindari, mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan 

penggunaan kawasan hutan. 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai; 

2. mengurangi luas dan/atau mencemari Ekosistem mangrove dan 
vegetasi pantai; dan 

3. kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi ekosistem 

mangrove, vegetasi pantai, dan/atau tempat perkembangan biota laut. 

 

Pasal 77  
Indikasi Arahan Zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, terdiri atas: 

a. Kegiatan diperbolehkan meliputi: 
kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan 

kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan 

bukan kayu; dan 
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan 

hutan yang dapat dikonversi; 

2. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi 
utama Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan 
pencegahan serta penanggulangan bencana; 

4. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Budi Daya dengan tidak 

mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang 
dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber 

air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sektor kehutanan; 
6. sebelum memulai kegiatan pengelolaan hutan produksi terlebih dulu 

wajib melakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya 

disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;  

7. pendirian bangunan terbatas untuk menunjang kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan produksi. 

8. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan 

untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut 
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan 

9. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas yang beralih 
fungsi untuk kegiatan lain di luar kehutanan; 

2. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang 

menimbulkan gangguan lingkungan atau bencana alam; dan 

3. kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, berupa perubahan 
fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan terganggu atau 

tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, serta kegiatan yang 

merusak, memindahkan, atau menghilangkan sarana dan prasarana 
perlindungan hutan. 
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d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 
kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 

penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi penyediaan fasilitas dan 

infrastruktur pendukung kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi. 

 
Pasal 78  

Indikasi Arahan Zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b, meliputi:  

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:  
1. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa 

lingkungan sesuai dengan fungsi Kawasan perkebunan rakyat dan 

ketentuan peraturan perundang- undangan;  
2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan 

perkebunan rakyat dengan memperhatikan daya dukung kawasan;  

3. kegiatan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun 
campuran/ladang;  

4. kegiatan budi daya peternakan;  

5. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan pengetahuan tradisional dalam 
pemanfaatan sumber daya genetik;  

6. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan  

7. kegiatan pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan rakyat 
yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.  

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:  

1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak 

mengganggu fungsi utama;  
2. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;  

3. diperbolehkan terbatas kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura;  
4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah;  

5. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan  

6. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan 
menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, 

mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:  
1. dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara 

pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan 

fungsi lingkungan hidup;  

2. dilarang merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan 
perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;  

3. dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin usaha 

perkebunan; dan  
4. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah 

dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman. 

d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 
kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 

penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 79   

Indikasi Arahan Zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 ayat (3) huruf c, terdiri atas: 
a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:  

1. kegiatan penelitian pertanian dan pendukung pertanian;  
2. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;  
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3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama 
Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang 

pariwisata;  

4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, 
sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

5. kegiatan eksisting berdasarkan RTR wilayah kabupaten/kota;  
6. kegiatan permukiman perdesaan; dan  

7. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman 

pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.  

c. kegiatan tidak diperbolehkan, meliputi: 
1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam 

keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis; dan 

2. alih fungsi lahan sawah kecuali untuk kepentingan umum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 

kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 
penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi 
permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya 

lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil 

teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;   
f. pemanfaatan ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan 

pertanian dipastikan menyediakan buffer dan instalasi limbah yang tidak 

mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumberdaya 

air dan irigasi;  
g. ketentuan pengaturan komoditas Kawasan perkebunan memperhatikan 

kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan 

untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal; 
h. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan 

dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan 

penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan 
pemanfaatannya secara berkelanjutan;  

i. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di kawasan peternakan 

perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, 

maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan  
j. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang 

berasal dari aktivitas pertanian.  

 
Pasal 80  

Indikasi Arahan Zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 ayat (3) huruf d, terdiri atas: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap berikut: pukat hela 

(trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, Gill Net (Jaring 

insang), seine net, Long Bag Set Net (jaring kantong besar), Pancing 
Rawe Dasar, Long line (rawai Tuna), Pole dan line, Bagan Apung; 

2. pemanfaatan yang berada pada kisaran potensi lestari atau jumlah 

tangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang selektif terkait 
ukuran layak tangkap dengan memperhatikan tingkat keramahan 

lingkungan dan mempertimbangkan musim-musim tertentu; 

3. kegiatan kelautan dan perikanan seperti pelepasan jangkar, 
penggunaan galah untuk mendorong perahu, bongkar muat ikan; 

4. kegiatan penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta 

keanekaragaman hayati seperti penanaman tanaman bakau dan 

nipah, budi daya mangrove, rehabilitasi terumbu karang; 
5. kegiatan transportasi laut; 
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6. Melakukan kegiatan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka 
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan 

desa-desa pantai; 

7. budi daya laut skala kecil dan menengah dengan metode, alat dan 
teknologi yang ramah lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil; 

8. Penerapan teknologi budi daya laut baik tradisional, semi intensif, dan 
peluang pengembangan teknologi yang memiliki prospek peningkatan 

ekonomi; 

9. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat 

kegiatan budi daya; 
10. kegiatan selain budi daya yang bernuansa edukasi seperti kegiatan 

penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi selama tidak 

mengganggu kegiatan dan tidak merusak infrastruktur di dalamnya; 
11. Memperbaiki prasarana dan sarana transportasi ke daerah-daerah 

pelabuhan penangkapan ikan untuk memperlancar kegiatan 

distribusi; 
12. kegiatan pengamanan laut; dan 

13. kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: 
1. kegiatan selain kegiatan perikanan tangkap yang bernuansa edukasi, 

hiburan dan wisata untuk meningkatkan perekonomian; 

2. pembangunan untuk kepentingan penelitian dan eksplorasi; dan 
3. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral, batubara, minyak, dan 

gas. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: 

1. penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat yang 
merusak sumberdaya hayati, non hayati, dan lingkungan laut; 

2. penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan; 

3. kegiatan menangkap ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap; 
4. membuang sampah, alat tangkap yang rusak, serta limbah B3 dan non 

B3; 

5. kegiatan menangkap ikan, atau menempatkan alat bantu 
penangkapan ikan yang bersifat tetap dan bergerak yang berpotensi 

mengganggu kegiatan budi daya seperti rumpon dan terumbu karang 

buatan; dan 
6. kegiatan menambah dan mengurangi material/sumberdaya yang 

dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan pesisir dan laut.  

d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 

kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 
penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 81  

Indikasi Arahan Zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf e, meliputi: 
a. Kegiatan diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan penambangan pada perairan dan laut dengan kedalaman 

lebih dari 10 (sepuluh) meter dan berbatasan langsung dengan garis 
pantai yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah; 

2. kegiatan pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif;  

3. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan.  
4. pengembangan dan pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan 

panas bumi dilakukan berdasarkan prinsip konservasi dan 

keberlanjutan; dan 
5. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berdaya 

saing dan ramah lingkungan. 
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b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
1. pengembangan kawasan pertambangan pada kawasan permukiman; 

2. kegiatan permukiman untuk menunjang kegiatan pertambangan 

dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan 
3. kegiatan transportasi laut. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan bangunan lain di 

sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang 
berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan 

daerah 

d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 

kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta ketentuan 
bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi penyediaan fasilitas dan 
infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan 

f. Arahan pengembangan untuk dapat mengimplementasikan rencana 

alokasi ruang zona pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan 

mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan 
geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan fisik, 

lingkungan hayati, dan lingkungan sosial ekonomi budaya; 

2. Setiap pelaku usaha pertambangan diwajibkan memiliki Izin Usaha 
Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi, serta Izin Lingkungan 

yang berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah; 
3. Diperlukan penerapan metode pengelolaan limbah hasil pertambangan 

pasir besi yang tepat guna agar dapat meminimalisir dampak negatif 

yang terjadi; dan 
4. Diperlukan suatu bentuk pengembangan kerjasama dalam pengelolaan 

sumberdaya pasir besi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, 

dan stakeholder lainnya. 
g. ketentuan lainnya, meliputi: 

1. Kegiatan pada kawasan pertambangan dilakukan dengan 

memperhatikan keseimbangan antara risiko dan manfaat; 
2. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi 

dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk 

kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata; dan 

3. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi 
kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang 

hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. 

h. Perlindungan hak masyarakat pesisir yang telah bermukim dan 
melakukan kegiatan di sekitar zona; dan 

i. Pembuatan strategi pencegahan pencemaran dan pemulihan lingkungan 

di kawasan yang terdampak. 
 

Pasal 82  

Indikasi Arahan Zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f, meliputi: 

a. Kegiatan diperbolehkan meliputi: 

1. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan 

industri yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup; 

2. pada kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan 

prasarana, sarana atau utilitas yang menunjang kegiatan produksi 
dan mencegah dampak terhadap lingkungan seperti pengolahan 

limbah padat, gas dan cair; 
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3. Permukiman pekerja; 
4. Sarana dan prasarana penunjang industri; 

5. Ruang Terbuka Hijau; 

6. Kegiatan bongkar muat barang; dan 
7. Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan 
peruntukan industri; dan 

2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan industri. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan 
teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2. Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di kawasan peruntukan 

industri; 
d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 

kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 

penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

1. bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur 
pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor 

pengelola; dan 

2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan 
peruntukan industri, antara lain penyediaan RTH minimal 20% (dua 

puluh persen) dari luas kawasan, penyediaan jalur dan tempat 

evakuasi bencana. 

f. ketentuan lainnya, meliputi: 
1. perusahaan industri besar baru wajib berada di Kawasan industri 

kecuali belum tersedia Kawasan industri atau tersedia Kawasan 

industri tetapi sudah penuh; 
2. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona 

penyangga dengan lingkungan sekitar; 

3. pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan 
yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah 

lingkungan harus didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu; 

4. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan 

jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan 
sarana pengolahan limbah serta dilengkapi dengan jalur pemisah 

(buffer zone) dengan kawasan-kawasan lain tersebut diatas; 

5. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan 
pengembangan kawasan peruntukan industri harus memperhatikan 

aspek ekologis; 

6. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri 
atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran 

aksesibilitas; dan 

7. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan 
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 

 

Pasal 83  
Indikasi Arahan Zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 ayat (3) huruf g, meliputi: 

a. Kegiatan diperbolehkan meliputi: 
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata 

dan fasilitas penunjang pariwisata;  

2. kegiatan penelitian dan pendidikan; 
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3. kegiatan pengembangan kawasan pariwisata dengan pemanfaatan 
potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup; dan 

4. penyediaan Ruang terbuka hijau pada Kawasan pariwisata sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. jasa akomodasi; 
2. kegiatan penunjang wisata; 

3. sarana transportasi; 

4. pelabuhan perikanan; 

5. jaringan energi yang tidak mengganggu kegiatan wisata; 
6. bangunan pelindung pantai;  

7. kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka; 

8. pembangunan, pembongkaran bangunan dan instalasi di darat 
maupun laut yang memperhatikan keselamatan warga dan 

pengunjung; 

9. pembangunan, pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan 
ketenagalistrikan terutama bersumber dari energi bersih; 

10. Kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif;  
11. pengembangan sistem jaringan transportasi telekomunikasi, sumber 

daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan perundang-

undangan; dan 
12. Instalasi pembangkit listrik. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan yang bertentangan atau menimbulkan dampak negatif 

terhadap kegiatan wisata, seperti kegiatan industri pengolahan, 
pertambangan, terminal peti kemas atau kegiatan lainnya yang 

bertentangan dan yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; 

2. dalam kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya 
bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam 

yang tidak mengganggu atau merusak lingkungan alam dan tidak 

diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan 
rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi objek wisata alam;  

3. kegiatan yang berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, 

hukum adat dan hukum Negara; 
4. eksploitasi berlebih, pemasangan alat tangkap ikan statis dan bergerak 

yang berpotensi merusak lingkungan; 

5. kegiatan yang membahayakan keselamatan nyawa dan kelestarian 

alam; 
6. pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong 

material karang dan/atau batu; dan 

7. aktivitas menambah dan mengurangi material/biota/sumberdaya 
yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan pesisir 

dan laut 

d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 
kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 

penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi  
1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata 

dan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 

2. Tersedia pantai sebagai ruang terbuka untuk umum. 
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f. Ketentuan lainnya, meliputi: 
1. Rencana pengembangan kegiatan pariwisata ditujukan untuk 

menangkap peluang pasar wisata internasional dan domestik. Potensi 

wisata yang dimiliki wilayah pesisir terutama yang bertema wisata 
alam dan budaya dapat dikembangkan untuk memperkuat daya tarik 

pariwisata;  

2. Pemantapan daya tarik wisata bahari untuk mendongkrak 
perekonomian wilayah dan menarik investasi, agar membuka peluang 

bagi pemanfaatan yang dapat berdampak positif pada peningkatan 

perekonomian masyarakat sekitar dan potensi pendapatan daerah; 

3. Aktivitas pariwisata bahari diarahkan pada edukasi dan partisipasi, 
baik wisatawan maupun masyarakat lokal untuk terlibat dan 

mendapatkan manfaat dari pengembangan kawasan pesisir dan laut 

sebagai daya tarik pariwisata. Serta dukungan pada semua kegiatan 
wisata bahari yang mengutamakan keselamatan pengunjung, 

penyelenggara, dan semua pihak yang terkait;  

4. Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan agar bersifat ramah 
lingkungan. Kegiatan pariwisata diharapkan dapat mendukung 

kelestarian sumberdaya alam hayati dan non hayati di lokasi dan 

sekitar lokasi yang ditentukan; 
5. Mendukung berbagai jenis kegiatan pariwisata yang bernuansa 

edukasi, hiburan, dan rekreasi serta jasa-jasa terkait aktivitas 

tersebut; 
6. Peningkatan kunjungan wisatawan perlu didukung penyediaan 

prasarana akomodasi di pusat-pusat perkotaan; prasarana 

transportasi dan telekomunikasi; dan jasa perbankan dan 

kepariwisataan. Serta pengembangan sarana dan prasarana 
penunjang aktivitas wisata bahari mencakup akomodasi, rumah 

makan, transportasi, dan beberapa fasilitas umum lainnya yang tidak 

melebihi daya dukung lingkungan; 
7. Membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dengan 

pembangunan sarana prasarana minimum seperti sistem transportasi, 

sistem penerangan, serta pembangunan dan pengoperasian dermaga 
perikanan, jetty, dan tambatan perahu; 

8. Membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dengan 

pembangunan infrastruktur penunjang di pesisir seperti breakwater, 
talud dsb; 

9. Integrasi aktivitas wisata bahari dengan pemanfaatan ruang lainnya 

yang memiliki potensi strategis misalnya perikanan budi daya dan 

angkutan; 
10. Melindungi hak masyarakat pesisir di zona pariwisata dengan 

memperbolehkan penangkapan ikan dengan syarat berkapasitas <10 

GT, memperbolehkan tempat pengoperasian pengisian bahan bakar 
dan kegiatan kepelautan skala kecil; 

11. Membuka peluang bagi usaha angkutan laut wisata, jasa pemanduan 

wisata, bagi lokal, regional, nasional dan internasional; 
12. Memberi izin bagi alur pelayaran lokal dari dan ke pelabuhan dan 

lintasan penerbangan di atas alur kepulauan selama tidak 

mengganggu aktivitas pariwisata; 

13. Melindungi kegiatan perekonomian masyarakat pesisir yang berkaitan 
dengan perikanan dan budi daya laut, pengangkutan hasil 

penangkapan ikan dan budi daya skala kecil; 

14. kawasan pariwisata dikembangkan dengan syarat tersedianya 
dukungan prasarana dan sarana yang memenuhi syarat, seperti 

ketersediaan air minum, listrik, telekomunikasi, jalan akses, angkutan 

dan kegiatan jasa pendukungnya; 
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15. pengembangan kegiatan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya 
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta 

studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;  

16. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar 
budaya dan ilmu pengetahuan harus dilakukan dengan pelestarian 

kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan 

prasarana dan sarana pariwisata; dan 
17. kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa 

lampau harus selalu menjadi perhatian; 

 

Pasal 84  
Indikasi Arahan Zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 ayat (3) huruf h, meliputi: 

a. Kegiatan diperbolehkan meliputi: 
1. kegiatan permukiman teratur kepadatan sedang; 

2. pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan 

perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan; 
3. pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip 

mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat 

bencana; 
4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; 

5. pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Pulau Enggano 

guna mendukung kawasan perbatasan negara di laut lepas untuk 
dijadikan beranda depan atau pintu gerbang Negara di samudera 

hindia, sebelah Barat Daya pulau Sumatera; 

6. pengembangan RTH; 

7. kegiatan pemerintahan kabupaten, kota, dan/ atau kecamatan, 
kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional; 

8. kegiatan pelayanan pendidikan tinggi; 

9. kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, 
dan lokal; 

10. kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, 

dan lokal; 
11. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan 

barang regional; 

12. kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; 
13. kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 

14. kegiatan pengembangan sistem logistik terpadu; 

15. kegiatan pertahanan dan keamanan Negara; 

16. kegiatan pariwisata;  
17. kegiatan kawasan cagar budaya, situs, bangunan, struktur, dan benda 

cagar budaya; dan 

18. kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya. 
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang kawasan 

permukiman yang tidak mengganggu fungsi kawasan; 
2. kawasan permukiman pada zona rawan bencana sedang atau rendah 

harus disertai dengan ketentuan mengenai bangunan tahan gempa 

atau syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 
3. kegiatan industri skala rumah tangga yang tidak mencemarkan 

lingkungan dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala 

pelayanan lingkungan;   

4. kegiatan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

5. pembangunan sarana pengelolaan limbah seperti Sistem Pengelolaan 

Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dengan mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
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6. kawasan permukiman di kawasan rawan bencana tinggi harus 
memperhatikan kriteria teknis kebencanaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan 

permukiman perkotaan, kegiatan yang menghalangi dan/atau 

menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang 
mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan 

2. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam 

kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi 

teknis. 
d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 

kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 

penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi prasarana lingkungan, utilitas 

umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana. 
f. ketentuan lainnya, meliputi: 

1. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam 

kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi 
teknis. 

2. setiap rencana pengembangan dan pemanfaatan di kawasan cagar 

budaya memperhatikan etika pelestarian, dan didahului dengan kajian 

dampak cagar budaya (heritage impact assessment);  
3. pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya yang berada pada 

kawasan lindung atau kawasan budi daya dilakukan mengikuti 

peraturan perundang-undangan;  
4. membatasi perkembangan kawasan permukiman di kawasan 

perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala pembangunan kota 

model lompat kodok (leap frog development/urban sprawl) sehingga 
berakibat biaya infrastruktur tinggi; 

5. Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Bengkulu; 

6. kawasan permukiman harus diatur dengan ketentuan intensitas 

pemanfaatan lahan (Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai 
Bangunan, sempadan bangunan, dan lain sebagainya) yang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku pada penyusunan rencana yang lebih 

rinci; 
7. kawasan permukiman harus terpisah dari kawasan lainnya yang dapat 

menimbulkan dampak negatif ataupun gangguan dan kegiatan yang 

bertentangan seperti kawasan industri atau pertambangan; 
8. kawasan permukiman harus memenuhi syarat sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau tempat melaksanakan kegiatan yang nyaman, 

aman, dan produktif mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang perumahan dan permukiman; 

9. Untuk kegiatan di kawasan permukiman yang menghasilkan limbah 

bahan berbahaya beracun (B3) seperti rumah sakit harus dilengkapi 
dengan Instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun; 

 

Pasal 85   
Indikasi Arahan Zonasi kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut 

(dumping area) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf i, 

meliputi: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pembuangan material setelah 

memperoleh izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan transportasi laut, 
kegiatan penangkapan ikan; 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu membangun instalasi yang 

sensitif seperti pipa/kabel bawah laut dan kegiatan yang mengganggu dan 
merusak ekosistem laut;  

d. Perlunya pengawasan dan penyelidikan berkala terkait metode dan 

material yang dibuang di zona ini terutama potensi adanya limbah beracun 
atau yang mengandung logam berat; dan 

e. Persyaratan dan tata cara dumping hasil pengerukan mengikuti aturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 86  

Indikasi Arahan Zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 ayat (3) huruf j, meliputi: 
a. Kegiatan diperbolehkan meliputi: 

1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan 

kawasan transportasi; 
2. Penyediaan RTH; 

3. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur 

evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini. 
4. kegiatan operasional transportasi berupa depo kereta api atau stasiun 

kereta api;  

5. kegiatan operasional bandar udara;  

6. kegiatan operasional terminal;  
7. kegiatan operasional pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan; 

8. kegiatan operasional pelabuhan sungai dan penyeberangan; dan  

9. kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan 
kelancaran kegiatan transportasi. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan Terminal Bahan Bakar Minyak Pulau Baai; 
2. kegiatan Depot Pengisian Pesawat Udara Bandar Udara Fatmawati; 

dan 

3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan 
4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 

fungsi kawasan utama transportasi. 
d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 

kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 

penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

1. jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang 
mendukung mobilitas aktif dalam kawasan transportasi di daratan; 

dan 

2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan 
transportasi di daratan. 

 

Pasal 87  

Indikasi Arahan Zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf k, meliputi: 

a. Kegiatan diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan meliputi 
perkantoran, pendidikan dan tempat latihan, perumahan, dan 

kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan 

pertahanan dan keamanan; 
2. penyediaan RTH yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap 

kawasan di sekitarnya;  
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3. kegiatan pengembangan pangkalan militer/kesatrian daerah latihan, 
rumah dinas personel serta kegiatan lain yang mendukung fungsi 

kegiatan pertahanan dan keamanan; dan 

4. mengacu rencana rinci wilayah pertahanan yang ditetapkan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

b. Kegiatan diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain yang 

tercantum pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan. 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan yang dapat mengganggu sekitar kawasan pertahanan dan 

keamanan; 

2. kegiatan yang membahayakan upaya pemeliharaan pertahanan dan 
keamanan Negara; dan 

3. Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan 

instalasi militer. 
d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis 

kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi 

penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi: 

1. kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi 
dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem 

persenjataan, atau industri sistem pertahanan;  

2. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum dan 
pengayoman masyarakat; dan 

3. sesuai dengan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan. 

f. Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik 
pada masa damai maupun dalam keadaan perang, sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 88  

Pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada 

pada kawasan lindung atau kawasan budi daya dilakukan mengikuti 
peraturan perundang-undangan 

 

Pasal 89   
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas: 

a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; 

b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

c. Kawasan rawan bencana; 
d. Kawasan sempadan; 

e. Kawasan Karst; 

f. Kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan 
g. Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 

 

Pasal 90  
Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 89 huruf a bertampalan (overlay) dengan kawasan 

badan air, kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan industri, 

kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan yang 
memberi perlindungan terhadap kawasannya dibawahannya berada di 

Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 
1. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam 

atau memelihara tanaman di kawasan keselamatan operasi 

penerbangan dengan memenuhi batas ketinggian dan batas kawasan; 
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2. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas 
landas, harus memenuhi batas ketinggian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

3. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak 
mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung permukaan utama 

hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi 

keselamatan operasi penerbangan dan tanaman yang tidak 
membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas 

ketinggian ditentukan sesuai klasifikasi landas pacu arah ke atas dan 

keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian tiap 

ambang landasan sepanjang arah mendatar 1.100 (seribu seratus)  
meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan; 

4. kegiatan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi 

penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat 
udara; 

5. kegiatan yang tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu 

rambu udara dengan lampu lainnya; 
6. kegiatan yang tidak menyebabkan kesilauan pada mata dengan 

penerbangan yang mempergunakan bandar udara; 

7. kegiatan yang tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; 
8. kegiatan yang tidak membahayakan atau mengganggu pendaratan, 

lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang menggunakan bandar 

udara; 
9. bangunan yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan oleh 

orang atau yang telah ada secara alami dan menjadi penghalang 

dengan memenuhi prosedur keselamatan operasi penerbangan; dan 

10. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di kawasan 
keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam 

batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat 

membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda 
atau dipasangi lampu. 

b. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan ketentuan batas 

ketinggian pada setiap kawasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 

c. prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang kegiatan 

operasi penerbangan; dan 
d. Peta ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 

tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 91   

(1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89 huruf b, bertampalan (overlay) dengan kawasan pertanian. 
(2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diatur 

dengan ketentuan: 

a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan 
berkelanjutan; 

b. perlindungan Kawasan Pertanian dari alih fungsi lahan; 

c. lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau terjadi bencana, 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 
dengan ketentuan: 

1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 
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2. pengalihfungsian lahan dari lahan nonpertanian ke pertanian, 
terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan 

hutan; dan 

3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) 

tahun setelah alih fungsi dilakukan; 

e. pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan 
melalui intensifikasi lahan pertanian; dan 

f. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata. 

(3) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, 

pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang 
dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 92   

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c 

meliputi: 
a. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi; 

b. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi; 

c. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; 
d. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi; 

e. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; 

f. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; 

g. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;  
h. kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi; dan  

i. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi. 

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertampalan (overlay) dengan 

kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan 

konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan 

perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan 
keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, 

kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan yang 

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: 
a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi 

tingkat tinggi yang bertampalan (overlay) dengan kawasan 

konservasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 
kawasan di bawahnya, kawasan hutan produksi tersebar di seluruh 

kabupaten/kota diatur dengan ketentuan: 

1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 
2. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info 

bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan 

3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 

b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi 
tingkat tinggi yang bertampalan (overlay) dengan Kawasan 

Permukiman, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan 

Pertanian, dan Kawasan Peruntukan Industri tersebar di seluruh 
kabupaten kota diatur dengan ketentuan: 

1. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi 

harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi 
sesuai dengan analisis risiko bencana; 

2. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak 

gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan 

menjadi bangunan tahan gempa bumi; 
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3. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info 
bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan 

4. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses. 

c. ketentuan huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam RTRW 
Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. 

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan 

abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi 
a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana gelombang 

ekstrim dan abrasi tingkat tinggi bertampalan (overlay) dengan 

kawasan ekosistem mangrove, kawasan konservasi, kawasan 

pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan 
perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan 

energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan 

transportasi berada di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu 
Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten 

Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu, diatur 

dengan ketentuan: 
1. pengendalian ketat untuk kegiatan kegiatan untuk hunian, 

bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;  

2. pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan 
tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;  

3. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;  

4. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung 

alami; dan  
5. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu 

bahaya, serta jalur evakuasi. 

b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota 
dan RDTR Kabupaten/Kota. 

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:  
a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir tingkat 

tinggi yang bertampalan (overlay) dengan kawasan ekosistem 

mangrove, kawasan konservasi, dan kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya tersebar di seluruh 
kabupaten kota, diatur dengan ketentuan: 

1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 

2. pembangunan dan pengembangan peringatan, jalur evakuasi, 
dan tempat evakuasi sementara; dan 

3. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengendali 

banjir. 
b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir tingkat 

tinggi yang bertampalan (overlay) dengan kawasan Kawasan Hutan 

Produksi kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan 
perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan 

keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, 

kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, tersebar di 

seluruh kabupaten kota diatur dengan ketentuan: 
1. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian  

2. pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;  

3. pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;  
4. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir;  

5. perbaikan sistem drainase serta pembuatan sumur resapan dan  

6. lubang resapan biopori;  
7. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu;  

8. peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan 

9. pengembangan infrastruktur pengendali banjir. 
c. ketentuan huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam RTRW 

Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. 
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(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi: 

a. Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir bandang tinggi 

yang bertampalan (overlay) dengan kawasan ekosistem mangrove, 
kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, 

kawasan perikanan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan 

permukiman, kawasan pertahanan dan kemanan, kawasan 
pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan 

industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya tersebar diseluruh 

kabupaten kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur 
dengan ketentuan: 

1. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir 

bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;  
2. penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan 

sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;  

3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib 
menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi 

bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi;  

4. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan 
kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang 

tepat;  

5. penyediaan sistem atau alat peringatan dini;  

6. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai 
hulu dan hilir;  

7. mempertahankan area ruang terbuka hijau di sekitar sempadan 

sungai hulu dan hilir; dan  
8. menyediakan rambu, rute jalur evakuasi dan tempat evakuasi 

bencana. 

b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota 
dan RDTR Kabupaten/Kota. 

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi: 
a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana longsor yang 

bertampalan (overlay) dengan kawasan hutan produksi, kawasan 

konservasi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan 

pertambangan dan energi, kawasan pertanian, dan kawasan 
peruntukan industri dan kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Muko Muko, 

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang 
Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, 

Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten 

Kaur, diatur dengan ketentuan: 
1. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana 

dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan 

rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;  
2. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan 

atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, 

membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor 

tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan  
3. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi 

bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.  

4. pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, 
perkebunan, ruang terbuka hijau, wisata alam dan olah raga 

terbuka;  

5. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan 
terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;  
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6. pembatasan pemanfaatan ruang untuk bangunan atau hunian 
dengan pengaturan intensitas bangunan rendah; dan 

7. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis 

stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan 
lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di 

bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, 

kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;  
b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota 

dan RDTR Kabupaten/Kota. 

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan 

tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:  
a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan (overlay) 

dengan kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, 

kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertambangan 
dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan 

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten 
Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko 

Muko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma, diatur 

dengan ketentuan: 

1. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai buffer zone;  
2. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai;  

3. perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan 

pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap 
darurat, dan evakuasi;  

4. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan 

info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan  
5. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada 

kawasan rawan bencana resiko tinggi;  

b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota 
dan RDTR Kabupaten/Kota. 

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, meliputi: 

a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan (overlay) 
dengan kawasan ekosistem mangrove, kawasan konservasi, dan 

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya berada di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu 
Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten 

Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu diatur 

dengan ketentuan: 
1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 

2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti 

pemecah ombak atau tanggul penahan; 

3. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info 
peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau 

bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi 

sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal;  
4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan 

Sempadan Pantai. 

5. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata 
pantai; dan 

6. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan 

mitigasi bencana tsunami. 
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b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan (overlay) 
dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan 

perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan 

keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, 
kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi berada di 

Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten 

Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, 
Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu diatur dengan ketentuan: 

1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami berkewajiban  

2. melakukan analisis risiko bencana tsunami;  

3. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti 
pemecah ombak atau tanggul penahan;  

4. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info 

peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau 
bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi 

sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal;  

5. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan 
Sempadan Pantai; 

6. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata 

pantai; dan 
7. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan 

mitigasi bencana tsunami. 

c. ketentuan huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam RTRW 

Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. 
(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat 

tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, meliputi: 

a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gunung api 
tingkat tinggi yang bertampalan (overlay) dengan kawasan yang 

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan 

hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan konservasi yang berada 
di kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten 

Kepahiang diatur dengan ketentuan:  

1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi 
pada kawasan yang berfungsi lindung;  

2. tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan 

pembangunan, diarahkan untuk pemanfaatan ruang kawasan 

lindung, hutan, perkebunan, dan RTH;  
3. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, pariwisata 

sosiokultural dan alam, bangunan pengendali bencana, dan sarana 

prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan 
listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan 

umum sesuai hasil kajian risiko bencana;  

4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, 
rambu dan jalur evakuasi;  

5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;  

6. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan 
infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai 

hilir; dan  

7. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertambangan batuan dan 

mineral bukan logam yang bertampalan dengan Kawasan 
Pertanian.  

b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota 

dan RDTR Kabupaten/Kota. 
(10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, yang bertampalan (overlay) 

dengan kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, 
kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, dan kawasan 

pertanian meliputi: 
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a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi yang 
bertampalan (overlay) dengan kawasan konservasi berada di 

Kabupaten Seluma, diatur dengan ketentuan: 

1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi; 
2. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi 

bahaya, dan jalur evakuasi; dan 

3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; 
b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi yang 

bertampalan (overlay) dengan kawasan pariwisata, kawasan 

perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan dan 

transportasi berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten 
Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu, diatur 

dengan ketentuan: 

1. pemanfaatan ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban 
melakukan analisis risiko bencana likuefaksi; 

2. pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana 

likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan 
likuefaki sesuai dengan analisis risiko bencana; 

3. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak 

likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi 

bangunan tahan likuefaksi; 
4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi 

bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; dan 

5. penempatan tempat evakuasi yang aman dan mudah di akses. 
c. ketentuan huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam RTRW 

Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.  

(11) Pengelolaan kawasan rawan bencana dilakukan melalui: 
a. menginventarisasi kawasan rawan bencana alam di provinsi; 

b. menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan 

mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan 
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; 

c. melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan 

lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana 

pemantauan bencana, pembuatan rambu-rambu arah evakuasi; 
d. penyediaan sistem peringatan dini (early warning system); 

e. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah 

rawan bencana seperti pengembangan budaya sadar bencana, 
simulasi kebencanaan, pembentukan desa siaga bencana, serta 

sekolah siaga bencana yang terorganisasi dengan baik; 

f. melakukan konservasi Daerah Aliran Sungai dan sumber daya air 
lainnya secara optimal; 

g. kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam 

pengamanan Daerah Aliran Sungai dan pengerukan sungai di daerah 
rawan banjir, serta konservasi lahan di kawasan hutan lindung; 

h. pembangunan dan pemeliharaan saluran-saluran drainase; dan 

i. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan dan 
kelembagaan Forum Daerah Aliran Sungai. 

(12) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum pada 

Lampiran XVI.A, Lampiran XVI.B, Lampiran XVI.C, Lampiran XVI.D, 

lampiran XVI.E, Lampiran XVI.F, Lampiran XVI.G, Lampiran XVI.H, dan 
Lampiran XVI.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
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Pasal 93  
(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89 huruf d meliputi: 

a. Kawasan Sempadan pipa/ kabel bawah laut; 
b. Kawasan Sempadan pantai; dan 

c. Kawasan Sempadan Sungai. 

(2) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel bawah laut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan (overlay) dengan kawasan 

Perikanan dan Kawasan transportasi laut terdapat di wilayah perairan 

Provinsi, diatur dengan ketentuan: 

a. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi pipa 
bawah laut; 

b. menghindari kegiatan yang dapat mengganggu seperti penangkapan 

ikan dan labuh jangkar; dan 
c. perlu adanya peninjauan jika ada pembangunan instalasi lain bersifat 

permanen di sekitar area tersebut. 

(3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b bertampalan (overlay) dengan kawasan hutan produksi, kawasan 

permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan konservasi diatur dengan 

ketentuan: 

a. wajib memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan 
b. dalam hal pada kawasan sempadan pantai terdapat bangunan, maka 

bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap 

harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun 
ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan 

pantai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan 

prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa 
gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan 

bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan 

tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. 
(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan kawasan konservasi, kawasan 

permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan yang memberi 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya diatur dengan ketentuan: 
a. hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: 

1. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan 

dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan 
telekomunikasi; 

2. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan  

3. bangunan ketenagalistrikan. 
b. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk 

kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan 

dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan 
bangunan dan mengurangi dimensi tanggul; 

c. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan 
mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air 

pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan 

d. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam 

sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status 
quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan 

fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang 

terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu 
yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan 

dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan 

telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan 
memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
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(5) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 94  

ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud Pasal 89 huruf e 

bertampalan (overlay) dengan kawasan memberikan perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya dan kawasan hutan produksi berada di Kabupaten 

Seluma diatur dengan ketentuan: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 

1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, 
serta ilmu pengetahuan; dan 

2. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna 

pelestarian kawasan keunikan proses geologi. 
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pemanfaatan Ruang 

untuk kegiatan budi daya selain huruf a sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

1. perkembangan kawasan budi daya terbangun disekitar kawasan 

keunikan proses geologi; dan 
2. kegiatan pertambangan. 

d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi Sarana prasarana bagi 

pengunjung yang tidak merusak keaslian bentang alam. 

e. Peta ketentuan khusus kawasan karst tercantum dalam Lampiran XVIII, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

 

Pasal 95  
(1) Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 89 huruf f bertampalan (overlay) dengan Badan Air, Kawasan 

Cagar Budaya, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Produksi, 
Kawasan Konservasi. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap 

Kawasan Bawahannya, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, 

Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Transportasi, Kawasan 

Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembuangan Hasil 
Pengerukan di Laut, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan 

Rawan Bencana, dan Kawasan Perikanan yang tersebar di seluruh 

Kabupaten/Kota. 
(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan: 

a. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha 
Pertambangan yang bertampalan (overlay) dengan Badan Air, Kawasan 

Ekosistem Mangrove, Kawasan yang Memberikan Perlindungan 

terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Konservasi, Kawasan 

Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Perkebunan Rakyat, 
Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan 

Pariwisata, Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut, Kawasan 

Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perikanan, dan Kawasan Hutan 
Produksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha 

Pertambangan yang bertampalan (overlay) dengan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan tidak diperbolehkan; 

c. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha 

Pertambangan yang bertampalan (overlay) dengan ketentuan khusus 

kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang-
undangan tentang kebencanaan dan/atau kajian rawan bencana yang 

disusun oleh lembaga yang berwenang; 
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d. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar 
dari 40% (empat puluh persen) dengan kemantapan lerengnya kurang 

stabil; 

e. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada lokasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c 

dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lingkungan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
f. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan 

(3) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara 

tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 96  

(1) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 huruf g, merupakan perairan di sekeliling Daerah 

Lingkungan Kerja Pelabuhan perairan pelabuhan yang dipergunakan 

untuk menjamin keselamatan pelayaran, meliputi: 
a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;  

b. keperluan keadaan darurat;  

c. penempatan kapal mati;  
d. percobaan berlayar;  

e. kegiatan pemanduan kapal;  

f. fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal; dan  
g. pengembangan pelabuhan jangka panjang. 

(2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertampalan (overlay) dengan Kawasan pencadangan Konservasi 

di laut terdapat di wilayah Kota Bengkulu. 
(3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang overlay dengan fungsi 

peruntukan lain, diatur dengan ketentuan: 

a. harus memenuhi standar keselamatan, tidak mengganggu aktivitas; 
b. nelayan, tidak merusak estetika pantai, tidak mengganggu alur; 

c. pelayaran dan tidak mengubah pola arus air laut, serta tidak; 

d. membahayakan ekosistem laut;  
e. kedalaman alur pelayaran harus memenuhi kedalaman yang; dan  

f. dibutuhkan saat kapal bermuatan penuh. 

(4) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada Pelabuhan yang berada 

pada Kawasan Konservasi memperhatikan: 
a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota 

laut;  

b. perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan terhadap;  
c. perubahan; dan 

d. perlindungan situs budaya atau adat tradisional. 

(5) Bagi pelabuhan yang belum memiliki rencana induk pelabuhan dan 
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan/atau Daerah Lingkungan 

Kepentingan Pelabuhan, penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan 

area kegiatan angkutan perairan pelabuhan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Peta ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan 

tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
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 Bagian Ketiga  
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif 

 

Pasal 97  
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 

huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong 

pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang 

dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata 

ruang, terdiri atas: 

a. ketentuan Insentif; dan 

b. ketentuan disinsentif. 

(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berfungsi untuk:  

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka 

mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan 

Rencana Tata Ruang; dan 

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka 

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang. 

(3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya 

tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai 

tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya. 

(4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:  

a. insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah lainnya; 

dan 

b. insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat. 

(5) Ketentuan insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:  

a. pemberian kompensasi;  

b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;  

c. penghargaan; dan/atau  

d. publikasi atau promosi daerah.  

(6) Ketentuan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:  

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 
b. subsidi;  

c. pemberian kompensasi; 

d. imbalan; 
e. sewa ruang; 

f. urun saham; 

g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;  

h. penyediaan sarana dan prasarana;  
i. penghargaan; dan/atau 

j. publikasi atau promosi. 
(7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan 

terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata 

ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung 

lingkungan. 
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(8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:  

a. disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah 

lainnya: dan  

b. disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat. 

(9) Ketentuan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa 

pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.  

(10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:  

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 

b. Kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan 

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan insentif 

dan disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keempat 

Arahan Sanksi 
 

Pasal 98  

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c adalah 
sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran 

ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang yang berlaku yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan 

Ruang. 
(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan 

kepada pelanggar pemanfaatan ruang. 
(3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berfungsi: 

a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan 
perundang-undangan bidang penataan ruang; dan 

b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap: 

1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP; 
2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang;  

3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR 

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 
4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan 

yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai 

milik umum; 
5. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi 

kesesuaian ruang laut yang tidak sah; 

6. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan 
bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;  

7. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan 
KKPRL secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan; 

8. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, 
Rencana Zonasi Antar Wilayah (RZ KAW), dan/atau (Rencana 

Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu) RZ KSNT; dan/atau  

9. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang 
penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan 

pembudidaya ikan kecil. 
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(4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan berdasarkan: 

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran 

pemanfaatan ruang; 
b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang; dan/atau 

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan 
ruang. 

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b. denda administratif;  
c. penghentian sementara kegiatan;  

d. penghentian sementara pelayanan umum;  

e. penutupan lokasi;  
f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;  

g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;  

h. pembongkaran bangunan; dan/atau  
i. pemulihan fungsi ruang.    

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 99  

Arahan pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif kepada 
pelanggar pemanfaatan ruang. Sanksi administratif dikenakan setiap Orang 

yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan 

perubahan fungsi ruang. Pemeriksaan perubahan fungsi ruang dilakukan 

melalui audit Tata Ruang. Pemeriksaan fungsi ruang laut dilaksanakan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. 

Audit Tata Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. 
Sanksi administratif dikenakan terhadap: 

a. penggunaan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah; 
b. Tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan 

dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan; 
c. Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 

(satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan; 

d. pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 
yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, 

dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau 

e. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang 
mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan 

tradisional, dan pembudidaya ikan kecil. 

f. Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan: 
1. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang; 

2. hasil Pengawasan Penataan Ruang; 
3. hasil audit Tata Ruang; dan/atau 

4. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. 

g. Arahan pengenaan sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang yang 

tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dilakukan secara 
berjenjang berupa: 

1. peringatan tertulis; 

2. denda administrasi; 
3. penghentian sementara kegiatan; 

4. penutupan lokasi; 
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5. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 
6. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 

7. pembongkaran bangunan; dan/atau 

8. pemulihan fungsi ruang. 
h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

bidang Penataan Ruang diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Bagian Kelima 

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 

 
Pasal 100  

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 huruf d, terdiri atas: 
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan 

b. penilaian perwujudan RTR. 

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dilaksanakan untuk memastikan: 

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan 

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. 
(3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana 

struktur ruang dan rencana pola ruang. 
(4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan terhadap: 

a. kesesuaian program; 

b. kesesuaian lokasi; dan 
c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. 

 

Pasal 101  
(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: 

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan 
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. 

(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode: 
a. selama pembangunan; dan 

b. pasca pembangunan. 

(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan 
pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. 

(4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak 
diterbitkannya KKPR. 

(5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil 
pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. 

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam 
dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan 

melakukan penyesuaian. 

(7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam 
dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 102   
(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan 

kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan 
persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau 
diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum; 

(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat 

adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi 

pemerintah yang menerbitkan KKPR. 
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak 

kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. 
(5) Ketentuan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan perundang-undangan.   

 
Pasal 103  

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 

(1) huruf b dilakukan dengan: 
a. penilaian rencana struktur ruang; dan 

b. penilaian rencana pola ruang. 

(2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola 
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 

a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan 

b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang. 

(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan: 

a. Kesesuaian program; 

b. Kesesuaian lokasi; dan 
c. Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. 

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dilakukan dengan dengan 
penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman 

dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang. 

(5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan 

pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan 

berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana 

Pola Ruang. 
(6) Hasil penilaian tingkat perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan ayat (5) berisikan: 

a. muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang terwujud; 
b. muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang belum terwujud; dan 

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan 

rencana Struktur Ruang/Pola Ruang. 
(7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. 
(8) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik terus 

menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 

(satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR. 

(9) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan 
lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan 

kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Perwujudan Rencana Tata 
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan 

perundang-undangan. 

 
BAB IX  

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 104  

Peran masyarakat dan kelembagaan terdiri atas: 
a. hak dan kewajiban masyarakat; 

b. peran masyarakat; dan  

c. kelembagaan. 
 

 Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Masyarakat 
 

Pasal 105  

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak: 
a. mengetahui Rencana Tata Ruang; 

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat 
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang; 

d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan 

yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya; 
e. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan 
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila 

kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
menimbulkan kerugian. 

 

Pasal 106   
Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai Rencana Tata Ruang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; 

e. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan 
Pemanfaatan Ruang; dan 

f. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Perairan 

Pesisir dan pulau-pulau kecil. 
 

Pasal 107   

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana 
dimaksud Pasal 106 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan 

kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat 
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan 

faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan 

struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang 
yang serasi, selaras, dan seimbang. 
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Bagian Ketiga 
Peran Masyarakat 

 

Pasal 108  
(1) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada 

tahap:  

a. perencanaan tata ruang; 
b. pemanfaatan ruang; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

(2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang 

sebagaimana berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 
(3) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara 

lisan dan/atau tertulis. 

 
Paragraf 1 

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang 

 
Pasal 109  

(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dapat berupa:  
a. masukan mengenai:   

1) persiapan penyusunan rencana tata ruang; 

2) penentuan arah pengembangan wilayah; 
3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan; 

4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 

5) penetapan rencana tata ruang.  

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama 
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

(2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh 
pemerintah daerah. 

 

Paragraf 2 
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang 

 

Pasal 110  
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 108 Ayat (1) huruf b dapat berupa: 

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan  ruang; 

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama 
unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang 

darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan 

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 

memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 
sumber daya alam; dan 

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 3 
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 

Pasal 111  
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dapat  berupa:  

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, 
dan disinsentif serta pengenaan sanksi;  

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata 

ruang yang telah ditetapkan; 

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal 
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan 
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang. 
 

Pasal 112   

(1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat 
membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab 

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem 

informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat 
diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)   diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 
 

Bagian Keempat 

Kelembagaan 
 

Pasal 113  

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan 
kerja sama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Gubernur 

dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pelaksanaan forum penataan ruang di daerah dilakukan dalam hal 

gubernur membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan 

ruang. 

(3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh 
Gubernur. 

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja forum 

penataan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB X  
PENGAWASAN PENATAAN RUANG 

 

Pasal 114  
(1) Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: 

a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang; 

b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; 

dan 
c. meningkatkan kualitas penataan ruang. 

(2) Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan. 
(3) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) 

tahun sejak RTR ditetapkan. 
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(4) Bentuk Pengawasan Penataan Ruang meliputi pengawasan teknis dan 
pengawasan khusus. 

(5) Lingkup Pengawasan Penataan Ruang meliputi: 

a. Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja; dan 
b. Pengawasan Penataan Ruang Laut dilakukan terhadap pemanfaatan 

ruang laut. 

(6) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi aspek: 
a. Perencanaan Tata Ruang; 

b. Pemanfaatan Ruang; dan 

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan bidang penataan 
ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA 

 

Pasal 115  
(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan 

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para 
pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

BAB XII  

PENYIDIKAN 

 
Pasal 116  

(1) Ketentuan Penyidikan diatur berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Penyidikan atas pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh: 

a. Pejabat Penyidik Kepolisian; dan 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang. 
 

BAB XIII  

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 117  

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah 

ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–
undangan di bidang Penataan Ruang. 

 

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 118  
(1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau 

kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. 

(2) Peninjauan kembali RTRW provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) 
kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan 

lingkungan strategis berupa: 

a. bencana alam skala yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan; 
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-

undang; 

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-
undang; atau 

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.  
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Pasal 119  
(1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi di Laut 

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan terhadap bagian wilayah perairan Provinsi yang belum 
disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Kawasan 

Pencadangan Konservasi di Laut tersebut dan alokasi ruangnya 

disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. 
(2) Dalam hal penetapan sub-zona Daerah Lingkungan Kepentingan 

Pelabuhan (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) dan/atau 

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (Daerah Lingkungan Kerja 
Pelabuhan) pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri 

dan/atau terminal khusus oleh menteri yang menyelenggarakan  urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan  terhadap bagian wilayah perairan 
Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini 

ditetapkan, maka Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (Daerah 

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) dan/atau Daerah Lingkungan Kerja 
Pelabuhan (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) pelabuhan umum, 

terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut 

dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang  perhubungan. 

(3) Dalam hal penetapan sub-zona WKOPP (Wilayah Kerja dan 

Pengoperasian Pelabuhan Perikanan) oleh menteri terhadap bagian 

wilayah perairan Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan 
Daerah ini ditetapkan, WKOPP (Wilayah Kerja dan Pengoperasian 

Pelabuhan Perikanan) tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan 

hasil penetapan WKOPP (Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan 
Perikanan) oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kelautan. 

(4) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona 
dan/atau sub-zona kawasan dalam Lampiran (alokasi ruang dan titik 

koordinat) Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan 

pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya. 
(5) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau 

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi 

tertentu yang diprioritaskan. 

 
Pasal 120  

Dalam hal perubahan yang berkaitan dengan ketentuan luas dan atau fungsi 

kawasan dalam pola ruang di Provinsi Bengkulu maka peraturan daerah ini 
akan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang terbaru. 

 

Pasal 121  
(1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 

(2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang 

timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau. 
(3) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemanfaatan ruangnya 

mengikuti peruntukan ruang kawasan sekitarnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait tanah timbul dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 122  

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan 
dengan peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang mengatur tentang penataan ruang. 
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BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 123  
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku 

sesuai dengan masa berlakunya; 
b. pemanfaatan ruang di Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan tanpa izin 

pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan 

peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan 

daerah ini; dan 
c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan 

diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR. 

 
BAB XVI  

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 124  

Pada saat peraturan ini berlaku semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan 

dengan penataan ruang daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. 

 

Pasal 125  
Pada saat peraturan ini berlaku: 

a. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02) 
b. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu 

Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 
Nomor 5)  

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku  

  
Pasal 126  

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 

Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Album Peta dengan tingkat ketelitian 1 : 
250.000 dan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

sebagaimana tercantum dalam buku rencana sebagai  bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
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Pasal 127
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 September 2023

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

tt,i.

H . NANDAR MUNADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU (3-157/2023)

dengan aslinyasestl

IRO HUKUM

bdNAN, S.H., M.H
Pembina Tk.I

NIP. 19750825 200502 1 005
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU 

TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023- 2043 
 

I. UMUM 

Penataan  ruang  adalah   proses  dinamis yang perlu selalu 

mengakomodasi perkembangan keadaan dan kebijakan dalam  rangka 
mewujudkan  tujuan  rencana  tata  ruang yang ditetapkan.  Proses  

dinamis  ini  mengandung pengertian  bahwa  dalam  proses mewujudkan  

tujuan  rencana  tata  ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan  yang sudah ditetapkan belum 

tentu tercapai atau akan mengalami  akibat  adanya  perkembangan 

lingkungan  strategis  dan  dinamika  pembangunan baik internal maupun 
eksternal.   

Perkembangan lingkungan strategis adalah kondisi dan terjadinya 

peristiwa yang  dapat  mempengaruhi proses  pencapaian  tujuan  penataan  
ruang melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan.  Sedangkan 

dinamika  pembangunan yaitu segala  hal yang  berkaitan  dengan  

perkembangan paradigma  pemikiran, perubahan kebijakan baik nasional 

maupun provinsi ditambah aspirasi yang berkembang dalam kabupaten/ 
kota di provinsi itu,  perkembangan  teknologi,  penemuan baru 

sumberdaya alam, serta perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang 

mempengaruhi kinerja rencana tata ruang wilayah sehingga dipandang 
perlu untuk  dilakukan revisi. 

Dalam  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  dilakukan  pengkajian  

aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 
buatan, serta perumusan konsepsi  dan  strategi  yang  didasarkan  pada  

asumsi  tertentu  dan  faktor dinamika  sosial  ekonomi  yang  bersifat  

internal  maupun  eksternal  terhadap wilayah perencanaan. 
Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh 

berbagai  aspek  kehidupan,  seperti  perkembangan  penduduk,  kemajuan  

ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  dinamika  kegiatan  ekonomi, 

perkembangan/perluasan  infrastruktur berupa jaringan transportasi dan 
komunikasi serta  sebab-sebab  lainnya.  Faktor-faktor  tersebut  akan  

membawa  perubahan  terhadap wujud spasial  di  wilayah  bersangkutan,  

baik  secara  fisik  maupun non fisik  melalui  kegiatan  manusia  di  
dalamnya.   

Dengan terjadinya perubahan  itu maka   apabila tidak  ditata  dengan  

cara seksama tentulah  akan mengakibatkan  perkembangan  yang  tidak 
terarah, tidak berkelanjutan,  dan terjadinya penurunan kualitas ruang. 

Penyusunan Revisi  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  Bengkulu telah  

mendesak  untuk dilakukan  dikarenakan  secara  eksternal   telah  terjadi  
perubahan kebijakan  nasional  yang tertuang  dalam  bentuk  peraturan 

perundangan-undangan  dan/atau  program percepatan pembangunan 

nasional dan secara internal juga terjadi perubahan kebijakan daerah serta 
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat kabupaten/ kota di Provinsi 

Bengkulu. 
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Hasil pelaksanaan  revisi  diharapkan  agar  RTRW Provinsi  Bengkulu 
dapat berfungsi  sebagai; 1) dasar kebijakan pokok pemanfaatan  ruang  di  

wilayah Provinsi  Bengkulu; 2) alat  untuk  mewujudkan  keseimbangan  

perkembangan  antar  wilayah kabupaten/kota  serta keserasian  antar  
sektor; 3) alat  untuk mengalokasikan  investasi  yang dilakukan  

pemerintah,  masyarakat  dan swasta; 4) pedoman  untuk penyusunan  

rencana  rinci  tata  ruang berupa rencana kawasan strategis provinsi; 5) 
acuan bagi penyusunan revisi RTRW kota dan kabupaten dalam wilayah 

Provinsi Bengkulu; dan  6) sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang. 

Namun demikian,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  mekanisme  revisi  

rencana  tata  ruang sebagaimana telah  diatur  dalam  Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang, Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah sebagian muatan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang, RTRW provinsi harus mencakup muatan pengaturan perairan 
pesisir. Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir muatan rencana 

struktur ruang untuk RTRW Provinsi dilengkapi dengan:  

a. susunan pusat pertumbuhan kelautan yang diintegrasikan ke dalam 

sistem perkotaan wilayah provinsi; dan  

b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang diintegrasikan ke 

dalam rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.  
Sedangkan pengaturan Perairan Pesisir pada muatan rencana pola ruang 

untuk RTRW provinsi dilengkapi dengan:  

a. kawasan konservasi di laut yang diintegrasikan ke dalam kawasan 

lindung; dan  

b. kawasan pemanfaatan umum yang diintegrasikan ke dalam kawasan 

budi daya.  
Muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi 

teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Materi teknis 
muatan perairan pesisir harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 
diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi pada saat perumusan konsepsi setelah 
mendapat persetujuan teknis. 

Sejak ditetapkannya peraturan daerah tersebut  hingga  saat  ini, telah 

terjadi beberapa perubahan kondisi  lingkungan  strategis,  dinamika 

pembangunan, dan permasalahan  teknis  yang  terkait  dengan penyajian 
muatan rencana tata ruang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi 

Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 

menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  Bengkulu. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 
 Cukup jelas 
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Pasal 4 
 ayat (1)  

Luas wilayah perairan pesisir merupakan integrasi dengan 

Dokumen Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 

2023. 
 ayat (2) 

 Cukup jelas 

ayat (3) 

 Cukup jelas 
ayat (4) 

 Cukup jelas 

ayat (5) 
 Cukup jelas 

ayat (6) 

 Cukup jelas 
Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
 Cukup jelas. 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 
Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 
Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 
ayat (1) 

 Cukup jelas. 

ayat (2) 
Cukup jelas. 

ayat (3) 

 Cukup jelas. 
ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 
ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas.  
 Pasal 14 

Cukup jelas.  

 Pasal 15 
Cukup jelas.  

Pasal 16 

Cukup jelas.  

Pasal 17 
Cukup jelas.  

Pasal 18 

Cukup jelas.  
Pasal 19 

Cukup jelas.  
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Pasal 20 
Cukup jelas.  

Pasal 21 

Cukup jelas.  
Pasal 22 

Cukup jelas.  

Pasal 23 
Cukup jelas.  

Pasal 24 

Cukup jelas.  

Pasal 25 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas.  
Pasal 27 

Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas.  

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas.  
Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 
Luas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud mengacu pada Surat 

Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023  tentang Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 

2.340 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Hektare), Perubahan 

Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 20.272 Ha(Dua Puluh Ribu 

Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Hektare) dan Perubahan dalam Fungsi 
Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 221 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Satu 

Hektare) dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Bengkulu yang terlampir pada peta. 
Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
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Pasal 38 
Luas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud mengacu pada Surat 

Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023  tentang Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 

2.340 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Hektare), Perubahan 

Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 20.272 Ha(Dua Puluh Ribu 
Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Hektare) dan Perubahan dalam Fungsi 

Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 221 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Satu 

Hektare) dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Bengkulu yang terlampir pada peta. 
Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 
 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 
Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 
Pasal 51 

ayat (1) 

 Cukup jelas. 

ayat (2) 
 Cukup jelas. 

ayat (3) 

 Cukup jelas. 
ayat (4) 

 Cukup jelas. 

ayat (5) 
 Cukup jelas. 

ayat (6) 

 Cukup jelas. 
Pasal 52 

 Cukup jelas. 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 
Pasal 54 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 
 Cukup jelas. 
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Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 
Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 
 Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
Pasal 63 

 Cukup jelas. 

Pasal 64 
 Cukup jelas. 

Pasal 65 

 Cukup jelas. 
Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 
 Cukup jelas. 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 
Pasal 71 

 Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 
Pasal 74 

 Cukup jelas. 

Pasal 75 

 Cukup jelas. 
Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 
 Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 
Pasal 79 

 Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 
Pasal 84 

Cukup jelas. 
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Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 
Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 
Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 
Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 
Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 

 Cukup jelas. 
Pasal 103 

 Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 
Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 
 Cukup jelas. 

Pasal 107 

 Cukup jelas. 
Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 
 Cukup jelas. 

Pasal 110 

 Cukup jelas. 

Pasal 111 
 Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 
Pasal 113 

 Cukup jelas. 
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Pasal 114 
 Cukup jelas. 

Pasal 115 

 Cukup jelas. 
Pasal 116 

Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 

 Cukup jelas. 

Pasal 119 
 Cukup jelas. 

Pasal 120 

 Cukup jelas. 
Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup jelas. 

Pasal 123 

 Cukup jelas. 
Pasal 124 

 Cukup jelas. 

Pasal 125 
 Cukup jelas. 

Pasal 126 

 Cukup jelas. 

Pasal 127 
 Cukup jelas. 
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LAMPIRAN V

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
HIT

DAFrAR JALAN ARTERI SEKUNDBR (JAS), JALAN KOLEKTOR SBKUNDER
(JKS), JALAN LOKAL (JLS), DAN JALAN LINGKUNGAN PRIMER (Jling - P)

KBWBNANGAN PROVINSI

NOMOR

T
RUAS

02.4

02.5

1.

2.

3

10.1
10.1

1

2

3

4

5

6
7
8
4

5
6

10. 1

10.1

10.1

10.1
10.1
10. 1
10.2

10.2
10.2

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 3TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2023 – 2043

FUNGSI
JALAN

NAMA RUAS PANJANG
RUAS (KM I

KABUPATBN BENGKULU
SELATAN
PASAR BAWAH –
MANGGUL
JL. GERAK ALAM (MANNA)
– Lm. BERLIAN – SP 3
RASUWI

2,700

5,400

JKS

JKS

KABUPATEN BBNGKULU
TBNGAH
KLINDANG – SUSUP 9,600 JUng - P

KOTA BENGKULU
JL. A. YANI (BENGKULU I
J UDIRMAN
BENGKULU'
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SOEPRAPro (BENGKULU
L N
BENGKULU
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JL. KAPF. P. N
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JENGGALU
JL. JENGGALU
JL. CINTANDUI

0,930
0,650

0,560

JAS
JAS

JAS

JAS

JAS

JAS
JAS

1,675

1 ,200

0,560
L35Q
2,900
0,500

1 ,440
W20

JKS

JKS
JKS
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10.4 1

10.4 3
JL. IRLAN 3,490
JL. DANAU (SP. BRIMOB 3,420
DANAU DENDAM SP. PD

JAS
JAS

10.4 4
10.4 5

JL. PEMBAG
JL. ROKAN
(PERKANTORAN
GUBERNUR BENGKUL

0,950
0,500

JAS
JLS

38,380

GUBERNUR BENGKULU
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LAMPIRAN XIIB 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU  

NOMOR 3 TAHUN 2023  

TENTANG  

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 

2023 – 2043 

 

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT  

1. KKPRL Zona Pariwisata 
Kode 

Zona 

Lokasi Luas  

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

W-01 Samudera 

Hindia 

Mukomuko Pantai Padang 

Panaek 

34,95 101,04299 -2,50684 •Usaha wisata memancing 

•Usaha wisata edukasi 
•Usaha wisata selam 

•Usaha wisata olahraga 
tirta 

•Usaha dermaga wisata 
•Usaha kegiatan hiburan 

dan rekreasi 
•Usaha jasa perjalanan 

wisata 
•Usaha wisata snorkeling 
•Usaha wisata tontonan 

•Jasa Wisata Tirta (bahari) 
•Pengambilan foto/video 

bawah laut 
•Perlindungan 

keanekaragaman hayati 
•Penyelamatan dan 

perlindungan lingkungan 
•Usaha wisata ekstrim 

(beresiko tinggi) 
•Penanaman tanaman 

bakau dan nipah 
•Budidaya mangrove 

•Penelitian kegiatan 

konservasi 

•Pendidikan kegiatan 
konservasi 
•Survei dan/atau 

penelitian ilmiah 

•Pemungutan hasil hutan 

bukan kayu pada hutan 
mangrove (madu; getah; 

daun; buah dan biji; tanin; 
ikan; hasil hutan bukan 

kayu lainnya) 
•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal 10-30 GT 
•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal ≥ 30GT 
•Penangkapan ikan 
menggunakan pukat hela 

(trawls), payang, cantrang, 
jaring lampara, dogol, dan 

sejenisnya 
•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 
pembuangan, dan 

penimbunan limbah B3 
•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 
pembuangan, dan 

penimbunan limbah non B3 
•Pembangunan stasiun 

pengisian bahan bakar 

nelayan 

•Pengapungan (refloating) 
•Kegiatan Dumping Hasil 
Pengerukan Dasar Perairan 

 

•Usaha wisata berenang 

•Usaha wisata alam perairan 
•Pengambilan terumbu karang 

•Usaha wisata selancar 
•Pengambilan sumber daya laut 

non ikan untuk kepentingan 
ekonomi 

•Usaha angkutan laut wisata 
dalam negeri 

•Usaha angkutan laut 
internasional wisata 
•Usaha vila (cottage) di atas laut 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal < 10GT 

•Pelepasan jangkar 
•Penggunaan galah untuk 

mendorong perahu 
•Usaha pembudidayaan ikan laut  

•Pengambilan air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Pemasangan Pipa air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Pengangkutan ikan hasil 
budidaya dengan Kapal nelayan 

kecil 

•Pembangunan turap (reventment) 

dan pembangunan groin 
•Pembangunan Jaringan 
Telekomunikasi dan 

Ketenagalistrikan 

 

W-02 Samudera 

Hindia 

Mukomuko Pantai 

Mukomuko 

724,94 101,10952 -2,58881 

W-03 Samudera 

Hindia 

Mukomuko Pantai 

Teramang Jaya 

7,99 101,32266 -2,74031 

W-04 Samudera 
Hindia 

Mukomuko Pantai Air 
Hitam 

55,40 101,37118 -2,85477 

W-05 Samudera 
Hindia 

Mukomuko Pantai Ipuh 15,76 101,47988 -3,01358 

W-06 Samudera 
Hindia 

Bengkulu 
Utara 

Pantai Air 
Rami 

463,77 101,54204 -3,14858 

W-07 Samudera 
Hindia 

Bengkulu 
Utara 

Pantai Kota 
Bani 

1,87 101,63676 -3,25601 

W-08 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Utara 

Pantai Air 

Petai 

3,05 101,66559 -3,27656 

W-09 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Utara 

Pantai 

Ketahun 

8,88 101,89721 -3,42882 

W-10 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Utara 

Pantai 

Serangai 

0,77 101,91378 -3,45073 

W-11 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Utara 

Pantai 

Bintunan 

0,57 101,95046 -3,48853 

W-12 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Utara 

Pantai Pasir 

Lais 

0,73 102,01245 -3,51921 

W-13 Samudera 
Hindia 

Bengkulu 
Utara 

Pantai Tebing 
Pasir Palik 

1,76 102,10186 -3,56902 

W-14 Samudera 
Hindia 

Bengkulu 
Tengah 

Pantai Sungai 
Suci 

5,36 102,23804 -3,72294 

W-15 Samudera 
Hindia 

Kota Bengkulu Pantai Jakat 1,90 102,26001 -3,78179 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas  

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

W-16 Samudera 

Hindia 

Kota Bengkulu Pantai Tapak 

Paderi 

3,59 102,25413 -3,78433 •Usaha budidaya 

perikanan terapung (jaring 
apung) 

•Penelitian dan 
pengembangan perikanan 

•Pembangunan industri 
yang terintegrasi dengan 

pelabuhan 
•Kegiatan pembuatan 

kapal/alat terapung 
•Kegiatan perbaikan atau 

pemeliharaan kapal/alat-
alat terapung 
•Kegiatan Industri 

Galangan Kapal dengan 
sistem Graving Dock Kapal 

•Industri penggaraman 
•Usaha pelayanan jasa 

pemanduan kapal. 
•Pelatihan perang dengan 

menggunakan amunisi 
oleh kapal asing 

•Kegiatan riset atau survei 
hidrografi oleh kapal asing 

•Kegiatan bongkar muat 
oleh kapal asing 

•Penetapan rute pelayaran 
internasional 

•Kegiatan penerbangan 
diatas alur kepulauan 

•Operasi Kapal Angkutan 
Penyeberangan Dalam 
Provinsi 

•Pengelolaan (TUKS) di 
dalam DLKR/DLKP 

pelabuhan utama dan 
pengumpan regional. 

•Usaha jasa penyewaan 
peralatan angkutan laut 

•Usaha jasa angkutan 
perairan pelabuhan 

•Usaha angkutan laut 
pelayaran rakyat atau 

badan usaha pada lintas 
pelabuhan antar kab/kota 

dalam Provinsi, antar 
provinsi dan pelabuhan 

internasional 
•Usaha angkutan laut 

badan usaha pada lintas 

•Penetapan alur pelayaran dari 

dan ke pelabuhan perikanan 
•Pembangunan tambatan perahu 

•Pembangunan dan pengoperasian 
Jetty 

•Pembangunan Fasilitas 
Infrastruktur (Saluran Primer, 

Sekunder dan pantai air) 
•Pembangunan Sarana/Prasarana 

Pertahanan/Keamanan/Kepolisian 
•Pembangunan FPSO (Floating 

Production Storage and Offloading) 
•Pembangunan 
anjungan/platform migas 

•Pembangunan Floating Storage 
Offloading (FSO) 

•Pembangunan Fasilitas Terapung 
(Floating Facility) Migas: Mooring 

•Penggelaran pipa/kabel minyak 
dan gas bumi 

•Pembangunan pembangkitan, 
transmisi, distribusi dan 

penjualan tenaga listrik 
•Kegiatan membantu pekerjaan 

teknis terhadap kapal-kapal yang 
masih mengapung tetapi sedang 

mendapat malapetaka. 
•Seluruh kegiatan yang bersifat 

darurat, bencana dan malapetaka 
•Kegiatan lain yang tidak merubah 

fungsi zona atau kawasan 
•Eksplorasi mineral logam, 
mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif 
•Pengangkutan mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan, 
batubara, mineral radioaktif 

•Pengerukan perairan dengan 
capital dredging 

•Pengerukan perairan laut dengan 
capital dredging yang memotong 

material karang dan/atau batu 
•Pembangunan PLTU 

•Eksploitasi (Operasi Produksi) 
Batubara 

•Eksploitasi (Operasi Produksi) 
Mineral logam 

•Pengolahan dan Pemurnian 
Mineral logam 

•Pemasangan fasilitas mesin kalor 

W-17 Samudera 

Hindia 

Kota Bengkulu Pantai Malabro 

dan BatuTahu 

27,12 102,24827 -3,78536 

W-18 Samudera 
Hindia 

Kota Bengkulu Pantai Panjang 38,37 102,28160 -3,83195 

W-19 Samudera 
Hindia 

Seluma Pantai Muara 
Siabun 

23,21 102,31494 -3,99508 

W-20 Samudera 

Hindia 

Seluma Pantai Gading 

Kungkai Baru 

Air Periukan 

37,50 102,34399 -4,01805 

W-21 Samudera 

Hindia 

Seluma Pantai Maras 34,11 102,78448 -4,34780 

W-22 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Selatan 

Pantai 

Sekunyit 

11,13 102,87567 -4,43355 

W-23 Samudera 
Hindia 

Bengkulu 
Selatan 

Pantai Muara 
Kedurung 

4,78 103,02008 -4,52963 

W-24 Samudera 
Hindia 

Bengkulu 
Selatan 

Pantai 
Kedurang Ilir 

5,87 103,05250 -4,54461 

W-25 Samudera 
Hindia 

Kaur Pantai Way 
Hawang 

102,40 103,43881 -4,86762 

W-26 Samudera 
Hindia 

Kaur Pantai Laguna 211,03 103,53214 -4,91790 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas  

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

pelabuhan antar kab/kota 

dalam Provinsi  
•Reklamasi di wilayah 

perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional dan 

Lokal 
•Pengoperasian Pelabuhan 

Pengumpan Regional dan 
Lokal 

•Pembangunan dan 
pengoperasian cement 

grinding plant dan cement 
packing plant 
•Usaha tally mandiri : 

kegiatan cargodoring, 
receiving/delivery, stuffing, 

dan stripping peti kemas 
bagi kepentingannya 

sendiri. 
•Usaha bongkar muat 

barang; pengemasan, 
penumpukan, dan 

penyimpanan di 
pelabuhan 

•Pembangunan dermaga 
perikanan 

•Usaha pelayanan logistik 
dan perbekalan kapal 

perikanan 
•Usaha pelayanan 

perbaikan dan 
pemeliharaan kapal 
perikanan  

•Uji coba kapal 
•Penetapan alur pelayaran 

dari dan ke pelabuhan 
perikanan 

•Pembangunan breakwater 
(pemecah gelombang) 

•Pembangunan TPI 
•Penempatan kapal mati 

•Pembangunan Tempat 
perbaikan kapal 

•Penetapan tempat labuh 
•Penetapan tempat alih 

muat antar kapal 
•Pembangunan terminal 

peti kemas 
•Pembangunan terminal 

curah kering 

•Eksplorasi energi OTEC 

•Pembangunan dan pengoperasian 
terminal khusus 

•Konstruksi Pertambangan Garam 
•Penarikan (Towing) 

•Kegiatan pekerjaan penyelaman 
(diving works dalam rangka 

industri maritim). 
•Kegiatan pemindahan muatan 

dan atau bahan bakar (cargo and 
fuel transferring) 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 
maritim lainnya 
•Kegiatan pembuatan alat-alat 

perlengkapan lain yang khusus 
dipergunakan dalam kapal 

•Kegiatan pembuatan mesin-
mesin utama/pembantu 

•Kegiatan berlabuh jangkar 
kecuali dalam keadaan force 

majeure 
•Pengerukan di wilayah perairan 

Pelabuhan Pengumpan Regional 
dan Lokal 

•Pembangunan Kolam pelabuhan 
untuk kebutuhan sandar dan olah 

gerak kapal 
•Pembangunan terminal curah 

CAIR 
•Pembangunan terminal Roro 

•Penangkapan ikan menggunakan 
Pole dan line 
•Pembudidayaan sumber daya 

laut non ikan untuk kepentingan 
ekonomi 

•Penangkapan ikan menggunakan 
Gill Net (Jaring insang) dan 

sejenisnya 
•Penangkapan ikan menggunakan 

seine net dan sejenisnya 
•Kegiatan budidaya biota laut 

untuk kepentingan industri 
Biofarmakologi /Bioteknologi Laut 

•Pembangunan pembangkitan, 
transmisi, 

distribusi dan penjualan tenaga 
listrik 

•Pengintroduksian organisme hasil 
rekayasa genetika ke lingkungan 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas  

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

•Pembangunan Sarana 

Bantu Navigasi Pelayaran 
(SBNP) 

•Penanaman dan atau 
pemancangan kabel atau 

tiang serta sarana di laut 
•Penanaman kabel 

•Pembangunan, 
pemindahan, dan/atau 

pembongkaran bangunan 
atau instalasi 

•Kegiatan Instalasi 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Arus Laut (PLTAL) 

•Pemasangan fasilitas 
turbin generator energi 

•Penangkapan ikan 
menggunakan Pancing 

rawe Dasar 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Long line 
(rawai Tuna) 

•Penangkapan ikan 
menggunakan Bagan 

Apung 
•Kegiatan pengujian kapal 

perikanan/perahu ikan 
bermotor 

•Pembudidayaan ikan 
untuk kepentingan 

industri 
•Pengangkutan ikan hasil 
budidaya dengan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup 
Berbendera Indonesia 

•Budidaya Ikan hasil 
rekayasa genetik 

•Pemasangan Keramba 
Jaring Apung 

•Pemasangan rumpon 
perairan dalam 

•Pemasangan rumpon 
perairan dangkal 

•Bongkar muat ikan 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Long bag 
set net (jaring kantong 

besar) 
•Pengangkutan ikan hasil 

penangkapan dengan 

•Pengembangan kegiatan dengan 

metode reklamasi 
•Latihan militer 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas  

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

Kapal Pengangkut Ikan 

Hidup Berbendera 
Indonesia 
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2. KKPRL Zona Pelabuhan Laut 

 
Kode 
Zona 

Lokasi Luas 
(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 
Kota 

Nama Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

PL-01 Samudera 
Hindia 

Kota 
Bengkulu 

Pelabuhan 
Pulau Baai 

3008,10 102,27903 -3,89041 •Usaha wisata edukasi 
•Survei dan/atau 

penelitian ilmiah 
•Pelepasan jangkar 

•Penggunaan galah 
untuk mendorong 

perahu 

•Pengerukan perairan 

dengan capital dredging 
•Pengerukan perairan 

laut dengan capital 
dredging yang memotong 

material karang 
dan/atau batu 

•Pembangunan PLTU 
•Penetapan tempat labuh 

•Penetapan tempat alih 
muat antar kapal 
•Pembangunan Kolam 

pelabuhan untuk 
kebutuhan sandar dan 

olah gerak kapal 
•Pembangunan terminal 

peti kemas 
•Pembangunan terminal 

curah kering 
•Pembangunan terminal 

curah CAIR 
•Pembangunan terminal 

Roro 
•Pembangunan Tempat 

perbaikan kapal 
•Penempatan kapal mati 

•Pembangunan 
breakwater (pemecah 

gelombang) 
•Pembangunan turap 
(revetment) dan 

pembangunan groin 
•Uji coba kapal 

•Usaha tally mandiri: 
kegiatan cargodoring, 

receiving/ delivery, 
stuffing, dan stripping 

peti kemas bagi 
kepentingannya sendiri. 

•Usaha wisata selam 
•Usaha wisata selancar 

•Usaha wisata memancing 
•Usaha dermaga wisata 

•Usaha wisata olahraga tirta 
•Usaha wisata snorkeling 

•Usaha wisata berenang 

•Usaha wisata ekstrim 

(beresiko tinggi) 
•Usaha vila (cottage) di atas 

laut 
•Usaha kegiatan hiburan 

dan rekreasi 
•Pengambilan foto/video 

bawah laut 
•Jasa Wisata Tirta (bahari) 

•Budidaya mangrove 
•Pemungutan hasil hutan 
bukan kayu pada hutan 

mangrove (madu; getah; 
daun; buah dan biji; tanin; 

ikan; hasil hutan bukan 
kayu lainnya) 

•Penanaman tanaman 
bakau dan nipah 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal < 10GT 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal 10-30 GT 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal ≥ 30GT 

•Usaha pembudidayaan ikan 
laut  

•Pembudidayaan ikan untuk 
kepentingan industri 

•Usaha budidaya perikanan 
terapung (jaring apung) 
•Pengambilan sumber daya 

laut non ikan untuk 
kepentingan ekonomi 

•Bongkar muat ikan 
•Pembudidayaan sumber 

daya laut non ikan untuk 
kepentingan ekonomi 

•Budidaya Ikan hasil 
rekayasa genetik 

•Usaha angkutan laut wisata dalam 
negeri 

•Usaha angkutan laut internasional 
wisata 

•Usaha jasa perjalanan wisata 
•Usaha wisata tontonan 

•Usaha wisata alam perairan 

•Pengambilan terumbu karang 

•Pengangkutan ikan hasil 
penangkapan dengan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup Berbendera 
Indonesia 

•Perlindungan keanekaragaman 
hayati 

•Penyelamatan dan perlindungan 
lingkungan 

•Penelitian kegiatan konservasi 
•Pendidikan kegiatan konservasi 
•Pengambilan air laut untuk 

pembudidayaan ikan  
•Pemasangan Pipa air laut untuk 

pembudidayaan ikan  
•Pengangkutan ikan hasil budidaya 

dengan Kapal nelayan kecil 
•Kegiatan pengujian kapal 

perikanan/perahu ikan bermotor 
•Usaha bongkar muat barang, 

pengemasan, penumpukan, dan 
penyimpanan di pelabuhan 

•Eksplorasi mineral logam, mineral 
bukan logam, batuan, batubara, 

mineral radioaktif 
•Pengangkutan mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan, 
batubara, mineral radioaktif 

•Pembangunan FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading) 
•Pembangunan anjungan/platform 

migas 
•Pembangunan Floating Storage 

Offloading (FSO) 
•Pembangunan Fasilitas Terapung 

(Floating Facility) Migas: Mooring 
•Penggelaran pipa/kabel minyak 

dan gas bumi 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Batubara 

Koridor Pipa/Kabel 
bawah laut (PL-

01,PL-02) PL-02 Gosong 

Lampuyang 

Kota 

Bengkulu 

Pelabuhan 

Pulau Baai 

62,10 102,27317 -3,93697 

PL-03 Samudera 

Hindia 

Kota 

Bengkulu 

Pelabuhan 

Pulau Baai 

dengan 

Ketentuan 
Khusus 

36,63 102,29402 -3,90348 

PL-04 Samudera 
Hindia 

Linau  DLKr Pel 
Umum Linau 

460,12 103,40352 -4,84024 

PL-05 Teluk Sambat Mukomuko DLKr Pel 
Umum 

Mukomuko 

11,71 101,05440 -2,51603 

PL-06 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Utara 

T. Khusus 

CPO Ps Seblat 

7,85 101,60169 -3,22308 

PL-07 Samudera 
Hindia 

Bengkulu 
Utara 

T. Khusus 
Batubara 
Kotabani 

96,74 101,66986 -3,28296 

PL-08 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Utara 

T. Khusus 

Batubara 
Ketahun 

464,02 101,82396 -3,39484 

PL-09 Samudera 
Hindia 

Bengkulu 
Utara 

T. Khusus 
Batubara Ds 

Selolong 

0,96 101,92227 -3,46860 

       

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


 

Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

•Usaha angkutan laut 

pelayaran rakyat atau 
badan usaha pada lintas 

pelabuhan antar 
kab/kota dalam Provinsi, 

antar provinsi dan 
pelabuhan internasional 

•Usaha jasa penyewaan 
peralatan angkutan laut 

•Pengelolaan (TUKS) di 
dalam DLKR/DLKP 

pelabuhan uatama dan 
pengumpan regional. 
•Kegiatan bongkar muat 

oleh kapal asing 
•Kegiatan riset atau 

survei hidrografi oleh 
kapal asing 

•Kegiatan berlabuh 
jangkar kecuali dalam 

keadaan force majeure 
oleh kapal asing 

•Pembangunan dan 
pengoperasian terminal 

khusus 
•Pembangunan Fasilitas 

Infrastruktur (Saluran 
Primer, Sekunder dan 

pantai air) 
•Pembangunan industri 

yang terintegrasi dengan 
pelabuhan 
•Kegiatan pembuatan 

kapal/alat terapung 
•Kegiatan perbaikan atau 

pemeliharaan kapal/alat-
alat terapung 

•Kegiatan pembuatan 
alat-alat perlengkapan 

lain yang khusus 
dipergunakan dalam 

kapal; 
•Kegiatan pekerjaan 

penyelaman (diving 
works dalam rangka 

industri maritim). 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Long bag 
set net (jaring kantong 

besar) 

•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal 
Pengangkut Ikan Hidup 

Berbendera Indonesia 
•Pemasangan Keramba 

Jaring Apung 
•Pemasangan rumpon 

perairan dalam 
•Pemasangan rumpon 

perairan dangkal 
•Penangkapan ikan 

menggunakan pukat hela 
(trawls), payang, cantrang, 
jaring lampara, dogol, dan 

sejenisnya 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Gill Net 
(Jaring insang) dan 

sejenisnya 
•Penangkapan ikan 

menggunakan seine net dan 
sejenisnya 

•Penangkapan ikan 
menggunakan Pancing rawe 

Dasar 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Long line 
(rawai Tuna) 

•Penangkapan ikan 
menggunakan Pole dan line 

•Penangkapan ikan 
menggunakan Bagan Apung 
•Penelitian dan 

pengembangan perikanan 
•Konstruksi Pertambangan 

Garam 
•Industri penggaraman 

•Kegiatan budidaya biota 
laut untuk kepentingan 

industri Biofarmakologi 
/Bioteknologi Laut 

•Usaha pelayanan logistik 
dan perbekalan kapal 

perikanan 
•Pembangunan dan 

pengoperasian Jetty 
•Pengembangan kegiatan 

dengan metode reklamasi 

•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Mineral logam 
•Pengolahan dan Pemurnian 

Mineral logam 
•Pemasangan fasilitas turbin 

generator energi 
•Kegiatan Instalasi Pembangkit 

Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 
•Pemasangan fasilitas mesin kalor 

•Eksplorasi energi OTEC 
•Pembangunan, pemindahan, 

dan/atau pembongkaran bangunan 
atau instalasi 
•Penanaman kabel 

•Pembangunan Jaringan 
Telekomunikasi dan 

Ketenagalistrikan 
•Pengoperasian Pelabuhan 

Pengumpan Regional dan Lokal 
•Pembangunan TPI 

•Penetapan alur pelayaran dari dan 
ke pelabuhan  

•Usaha pelayanan perbaikan dan 
pemeliharaan kapal perikanan  

•Pembangunan dermaga perikanan 
•Pembangunan tambatan perahu 

•Pembangunan dan pengoperasian 
cement grinding plant dan cement 

packing plant 
•Pengerukan di wilayah perairan 

Pelabuhan Pengumpan Regional 
dan Lokal 
• Operasi Kapal Angkutan 

Penyeberangan Dalam Provinsi 
•Kegiatan penerbangan diatas alur 

kepulauan 
•Penetapan rute pelayaran 

internasional 
•Pelatihan perang dengan 

menggunakan amunisi oleh kapal 
asing 

•Kegiatan membantu pekerjaan 
teknis terhadap kapal-kapal yang 

masih mengapung tetapi sedang 
mendapat malapetaka 

•Kegiatan pemindahan muatan dan 
atau bahan bakar (cargo and fuel 

transferring) 
•Penarikan (Towing) 

•Pengapungan (refloating) 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

•Reklamasi di wilayah 

perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional dan 

Lokal 
•Pembangunan stasiun 

pengisian bahan bakar 
nelayan 

•Akses keluar masuk 
nelayan 

•Penanaman dan atau 

pemancangan kabel atau 
tiang serta sarana di laut 

•Kegiatan pembuatan 
mesin-mesin 

utama/pembantu 
•Kegiatan Industri Galangan 

Kapal dengan sistem 
Graving Dock Kapal 

 

•Pembangunan pembangkitan, 

transmisi, distribusi dan penjualan 
tenaga listrik 

•Latihan militer 
•Pembangunan Sarana/Prasarana 

Pertahanan/Keamanan/Kepolisian 
•Pembangunan Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran (SBNP) 
•Seluruh kegiatan yang bersifat 

darurat, bencana dan malapetaka 
•Kegiatan lain yang tidak merubah 

fungsi zona atau Kawasan 
•Pengintroduksian organisme hasil 
rekayasa genetika ke lingkungan 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 
maritim lainnya 

•Kegiatan pengumpulan, 
pemanfaatan, pengolahan, 

pembuangan, dan penimbunan 
limbah B3 

•Kegiatan pengumpulan, 
pemanfaatan, pengolahan, 

pembuangan, dan penimbunan 
limbah non B3 

•Usaha pelayanan jasa pemanduan 
kapal. 

•Usaha angkutan laut badan usaha 
pada lintas pelabuhan antar 

kab/kota dalam Provinsi  
•Usaha jasa angkutan perairan 

pelabuhan 
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3. KKPRL Zona Pelabuhan Perikanan  
Kode 
Zona 

Lokasi Luas 
(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

PP-01 Samudera 

Hindia 

Kota 

Bengkulu 

Pelabuhan 

Perikanan 
Pulau Baai 

22,27 102,30222 -3,89545 •Usaha pembudidayaan 

ikan laut  
•Pembudidayaan ikan 

untuk kepentingan 
industri 

•Pengambilan sumber 
daya laut non ikan untuk 
kepentingan ekonomi 

•Pemasangan rumpon 
perairan dangkal 

•Penangkapan ikan 
dengan kapasitas kapal < 

10GT 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Long line 
(rawai Tuna) 

•Pembangunan Kolam 
pelabuhan untuk 

kebutuhan sandar dan 
olah gerak kapal 

•Pembangunan TPI 
•Pembangunan 

breakwater (pemecah 
gelombang) 

•Pembangunan turap 
(revetment) dan 
pembangunan groin 

•Pembangunan dermaga 
perikanan 

•Pembangunan tambatan 
perahu 

•Pembangunan dan 
pengoperasian Jetty 

•Kegiatan riset atau 
survei hidrografi oleh 

kapal asing 
•Kegiatan perbaikan atau 

pemeliharaan kapal/alat-
alat terapung 

 

•Usaha vila (cottage) di atas 

laut 
•Budidaya mangrove 

•Pemungutan hasil hutan 
bukan kayu pada hutan 

mangrove (madu; getah; daun; 
buah dan biji; tanin; ikan; 
hasil hutan bukan kayu 

lainnya) 
•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal 10-30 GT 
•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal ≥ 30GT 
•Budidaya Ikan hasil rekayasa 

genetik 
•Penangkapan ikan 

menggunakan pukat hela 
(trawls), payang, cantrang, 

jaring lampara, dogol, dan 
sejenisnya 

•Kegiatan pengumpulan, 
pemanfaatan, pengolahan, 

pembuangan, dan 
penimbunan limbah B3 

•Kegiatan Industri Galangan 
Kapal dengan sistem Graving 
Dock Kapal 

•Kegiatan pembuatan mesin-
mesin utama/pembantu 

•Kegiatan pengumpulan, 
pemanfaatan, pengolahan, 

pembuangan, dan 
penimbunan limbah non B3 

•Kegiatan Dumping Hasil 
Pengerukan Dasar Perairan 

Pengembangan kegiatan 
dengan metode reklamasi 

•Usaha wisata edukasi 

•Usaha wisata memancing 
•Usaha wisata selam 

•Usaha wisata selancar 
•Usaha wisata olahraga tirta 

•Usaha dermaga wisata 
•Usaha kegiatan hiburan dan 
rekreasi 

•Usaha wisata ekstrim (beresiko 
tinggi) 

•Usaha angkutan laut wisata 
dalam negeri 

•Usaha angkutan laut 
internasional wisata 

•Usaha jasa perjalanan wisata 
•Usaha wisata snorkeling 

•Usaha wisata berenang 
•Pengambilan foto/video bawah 

laut 
•Usaha wisata tontonan 

•Usaha wisata alam perairan 
•Jasa Wisata Tirta (bahari) 

•Penanaman tanaman bakau dan 
nipah 

•Pengambilan terumbu karang 
•Perlindungan keanekaragaman 
hayati 

•Penyelamatan dan perlindungan 
lingkungan 

•Penelitian kegiatan konservasi 
•Pendidikan kegiatan konservasi 

•Survei dan/atau penelitian ilmiah 
•Pembudidayaan sumber daya 

laut non ikan untuk kepentingan 
ekonomi 

•Pemasangan Keramba Jaring 
Apung 

•Pemasangan rumpon perairan 
dalam 

•Penangkapan ikan menggunakan 
Gill Net (Jaring insang) dan 

sejenisnya 

•Penangkapan ikan menggunakan 

seine net dan sejenisnya 
•Penangkapan ikan menggunakan 
Long bag set net (jaring kantong 

besar) 
•Penangkapan ikan menggunakan 

Pancing rawe Dasar 

Koridor pipa/ 

kabel bawah laut 
(PP-02) 

PP-02 Samudera 
Hindia 

Kota 
Bengkulu 

Pelabuhan 
Perikanan 

Pulau Baai 

48,61 102,30208 -3,89878 

PP-03 Samudera 

Hindia 

Kota 

Bengkulu 

Pelabuhan 

Perikanan 

Pulau Baai 

35,44 102,30327 -3,90314 

PP-04 Samudera 
Hindia 

Mukomuko PPI Pasar 
Bantal 

32,52 101,32401 -2,75241 

PP-05 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Utara 

PPI Air Napal 9,13 102,12440 -3,58789 

PP-06 Samudera 

Hindia 

Bengkulu 

Tengah 

PPI Pondok 

Kelapa 

110,88 102,23253 -3,68408 

PP-07 Samudera 

Hindia 

Seluma PPI Pasar 

Seluma 

83,68 102,51422 -4,14435 

PP-08 Teluk 

Labuhan 
Manna 

Bengkulu 

Selatan 

PPI Pasar 

Bawah 

36,40 102,89795 -4,48911 

PP-09 Samudera 
Hindia 

Kaur PPI Pasar 
Lama 

5,14 103,34734 -4,80343 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

•Penangkapan ikan menggunakan 

Pole dan line 
•Penangkapan ikan menggunakan 

Bagan Apung 
•Pelepasan jangkar 

•Penggunaan galah untuk 
mendorong perahu 

•Pengambilan air laut untuk 
pembudidayaan ikan 

•Pemasangan Pipa air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Usaha budidaya perikanan 
terapung (jaring apung) 
•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal 
Pengangkut Ikan Hidup 

Berbendera Indonesia 
•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal nelayan 
kecil 

•Pengangkutan ikan hasil 
penangkapan dengan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup 
Berbendera Indonesia 

•Bongkar muat ikan 
•Penelitian dan pengembangan 

perikanan 
•Kegiatan pengujian kapal 

perikanan/perahu ikan bermotor 
•Pembangunan FPSO (Floating 

Production Storage and Offloading) 
•Pembangunan 
anjungan/platform migas 

•Pembangunan Floating Storage 
Offloading (FSO) 

•Pembangunan Fasilitas Terapung 
(Floating Facility) Migas: Mooring 

•Penggelaran pipa/kabel minyak 
dan gas bumi 

•Pengerukan perairan dengan 
capital dredging 

•Pengerukan perairan laut dengan 
capital dredging yang memotong 

material karang dan/atau batu 
•Pemasangan fasilitas turbin 

generator energi 
•Kegiatan Instalasi Pembangkit 

Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 
•Pemasangan fasilitas mesin kalor 

•Eksplorasi energi OTEC 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

•Pembangunan, pemindahan, 

dan/atau pembongkaran 
bangunan atau instalasi 

•Penanaman kabel 
•Pembangunan Jaringan 

Telekomunikasi dan 
Ketenagalistrikan 

•Penanaman dan atau 
pemancangan kabel atau tiang 

serta sarana di laut 
•Penetapan tempat labuh 

•Penetapan tempat alih muat 
antar kapal 
•Pembangunan Tempat perbaikan 

kapal 
•Penempatan kapal mati 

•Penetapan alur pelayaran dari 
dan ke pelabuhan  

•Uji coba kapal 
•Usaha pelayanan perbaikan dan 

pemeliharaan kapal perikanan  
•Usaha pelayanan logistik dan 

perbekalan kapal perikanan 
•Usaha bongkar muat barang, 

pengemasan, penumpukan, dan 
penyimpanan di pelabuhan 

•Usaha tally mandiri, kegiatan 
cargodoring, receiving/delivery, 

stuffing, dan stripping peti kemas 
bagi kepentingannya sendiri. 

•Pengelolaan (TUKS) di dalam 
DLKR/DLKP pelabuhan uatama 
dan pengumpan regional. 

•Operasi Kapal Angkutan 
Penyeberangan Dalam Provinsi 

•Kegiatan penerbangan diatas alur 
kepulauan 

•Kegiatan berlabuh jangkar 
kecuali dalam keadaan force 

majeure oleh kapal asing 
•Usaha pelayanan jasa 

pemanduan kapal. 
•Pembangunan dan pengoperasian 

terminal khusus 
•Pembangunan Fasilitas 

Infrastruktur (Saluran Primer, 
Sekunder dan pantai air) 

•Industri penggaraman 
•Pembangunan industri yang 

terintegrasi dengan pelabuhan 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

•Kegiatan pekerjaan penyelaman 

(diving works dalam rangka 
industri maritim). 

•Kegiatan membantu pekerjaan 
teknis terhadap kapal-kapal yang 

masih mengapung tetapi sedang 
mendapat malapetaka 

•Pembangunan pembangkitan, 
transmisi, distribusi dan 

penjualan tenaga listrik 
•Pembangunan stasiun pengisian 

bahan bakar nelayan 
•Latihan militer 
•Pembangunan Sarana/Prasarana 

Pertahanan/Keamanan/Kepolisian 
•Pembangunan Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran (SBNP) 
•Seluruh kegiatan yang bersifat 

darurat, bencana dan malapetaka 
•Kegiatan lain yang tidak merubah 

fungsi zona atau Kawasan 
•Eksplorasi mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan, 
batubara, mineral radioaktif 

•Pengangkutan mineral logam, 
mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Batubara 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Mineral logam 
•Konstruksi Pertambangan Garam 
•Pengintroduksian organisme hasil 

rekayasa genetika ke lingkungan 
•Pengolahan dan Pemurnian 

Mineral logam 
•Pembangunan terminal peti 

kemas 
•Pembangunan terminal curah 

kering 
•Pembangunan terminal curah 

CAIR 
•Pembangunan terminal Roro 

•Pembangunan dan pengoperasian 
cement grinding plant dan cement 

packing plant 
•Pengoperasian Pelabuhan 

Pengumpan Regional dan Lokal 
•Pengerukan di wilayah perairan 

Pelabuhan  
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan khusus 

dan/atau 
ketentuan 

tambahan 

•Usaha angkutan laut badan 

usaha pada lintas pelabuhan 
antar kab/kota dalam Provinsi  

•Usaha angkutan laut pelayaran 
rakyat atau badan usaha pada 

lintas pelabuhan antar kab/kota 
dalam Provinsi, antar provinsi dan 

pelabuhan internasional 
•Usaha jasa angkutan perairan 

pelabuhan 
•Usaha jasa penyewaan peralatan 

angkutan laut 
•Penetapan rute pelayaran 
internasional 

•Kegiatan bongkar muat oleh 
kapal asing 

•Pelatihan perang dengan 
menggunakan amunisi oleh kapal 

asing 
•Kegiatan pembuatan kapal/alat 

terapung 
•Kegiatan pembuatan alat-alat 

perlengkapan lain yang khusus 
dipergunakan dalam kapal 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 
maritim lainnya 

•Kegiatan pemindahan muatan 
dan atau bahan bakar (cargo and 

fuel transferring) 
•Penarikan (Towing) 

•Pengapungan (refloating) 
•Kegiatan budidaya biota laut 
untuk kepentingan industri 

Biofarmakologi /Bioteknologi Laut 
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4. KKPRL Zona Pertambangan Mineral dan Batubara 
Kode 
Zona 

Lokasi Luas 
(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

KPU-
MB-01 

Samudera 
Hindia 

Seluma Zona 
Pertambangan 

Mineral dan 
Batu Bara 

263,29 102,38654 -4,09452 •Eksplorasi mineral logam, 
mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif 
•Pengangkutan mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan, 
batubara, mineral radioaktif 
•Pembangunan FPSO (Floating 

Production Storage and 
Offloading) 

•Pembangunan 
anjungan/platform migas 

•Pembangunan Floating Storage 
Offloading (FSO) 

•Pembangunan Fasilitas 
Terapung (Floating Facility) 

Migas: Mooring 
•Penggelaran pipa/kabel 

minyak dan gas bumi 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Mineral logam 
•Pengolahan dan Pemurnian 

Mineral logam 
•Pengerukan perairan dengan 

capital dredging 
•Pengerukan perairan laut 
dengan capital dredging yang 

memotong material karang 
dan/atau batu 

 

•Usaha wisata selam 
•Usaha wisata memancing 

•Usaha wisata selancar 
•Usaha dermaga wisata 

•Usaha wisata ekstrim (beresiko 
tinggi) 
•Usaha vila (cottage) di atas laut 

•Usaha wisata snorkeling 
•Usaha wisata tontonan 

•Usaha wisata berenang 
•Usaha wisata olahraga tirta 

•Usaha kegiatan hiburan dan 
rekreasi 

•Usaha angkutan laut wisata 
dalam negeri 

•Usaha angkutan laut 
internasional wisata 

•Usaha jasa perjalanan wisata 
•Usaha wisata alam perairan 

•Pengambilan foto/video bawah 
laut 

•Penyelamatan dan perlindungan 
lingkungan 

•Perlindungan keanekaragaman 
hayati 
•Penelitian kegiatan konservasi 

•Pendidikan kegiatan konservasi 
•Survei dan/atau penelitian ilmiah 

•Usaha pembudidayaan ikan laut  
•Penangkapan ikan menggunakan 

Pancing rawe Dasar 
•Penangkapan ikan menggunakan 

Long line (rawai Tuna) 
•Penangkapan ikan menggunakan 

Pole dan line 
•Penangkapan ikan menggunakan 

Bagan Apung 
•Penelitian dan pengembangan 

perikanan 
•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup 

Berbendera Indonesia 
•Pengangkutan ikan hasil 
budidaya dengan Kapal nelayan 

kecil 
•Pengangkutan ikan hasil 

penangkapan dengan Kapal 

•Usaha wisata edukasi 
•Jasa Wisata Tirta (bahari) 

•Pelepasan jangkar 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Long bag set 
net (jaring kantong besar) 
•Pemasangan fasilitas 

turbin generator energi 
•Seluruh kegiatan yang 

bersifat darurat, bencana 
dan malapetaka 

•Kegiatan lain yang tidak 
merubah fungsi zona atau 

kawasan 
 

 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


 

Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

Pengangkut Ikan Hidup 
Berbendera Indonesia 

•Bongkar muat ikan 
•Penangkapan ikan menggunakan 

pukat hela (trawls), payang, 
cantrang, jaring lampara, dogol, 

dan sejenisnya 
•Penangkapan ikan menggunakan 

Gill Net (Jaring insang) dan 
sejenisnya 

•Penangkapan ikan menggunakan 
seine net dan sejenisnya 
•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal < 10GT 
•Penanaman tanaman bakau dan 

nipah 
•Budidaya mangrove 

•Pengambilan terumbu karang 
•Pemungutan hasil hutan bukan 

kayu pada hutan mangrove 
(madu; getah; daun; buah dan biji; 

tanin; ikan; hasil hutan bukan 
kayu lainnya) 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal 10-30 GT 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal ≥ 30GT 

•Penggunaan galah untuk 
mendorong perahu 

•Pengambilan air laut untuk 
pembudidayaan ikan  
•Pemasangan Pipa air laut untuk 

pembudidayaan ikan  
•Pembudidayaan ikan untuk 

kepentingan industri 
•Usaha budidaya perikanan 

terapung (jaring apung) 
•Pengambilan sumber daya laut 

non ikan untuk kepentingan 
ekonomi 

•Pembudidayaan sumber daya 
laut non ikan untuk kepentingan 

ekonomi 
•Budidaya Ikan hasil rekayasa 

genetik 
•Pemasangan Keramba Jaring 

Apung 
•Pemasangan rumpon perairan 

dalam 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Pemasangan rumpon perairan 
dangkal 

•Kegiatan pengujian kapal 
perikanan/perahu ikan bermotor 

•Pembangunan PLTU 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Batubara 
•Pemasangan fasilitas mesin kalor 

•Penetapan tempat labuh 
•Penetapan tempat alih muat 

antar kapal 
•Pembangunan Kolam pelabuhan 
untuk kebutuhan sandar dan olah 

gerak kapal 
•Pembangunan terminal peti 

kemas 
•Pembangunan terminal curah 

kering 
•Pembangunan terminal curah 

CAIR 
•Pembangunan terminal Roro 

•Pembangunan Tempat perbaikan 
kapal 

•Penempatan kapal mati 
•Pembangunan TPI 

•Pembangunan breakwater 
(pemecah gelombang) 

•Pembangunan turap (revetment) 
dan pembangunan groin 

•Usaha pelayanan perbaikan dan 
pemeliharaan kapal perikanan  
•Usaha pelayanan logistik dan 

perbekalan kapal perikanan 
•Pembangunan dermaga 

perikanan 
•Pembangunan tambatan perahu 

•Usaha bongkar muat barang, 
pengemasan, penumpukan, dan 

penyimpanan di pelabuhan 
•Pembangunan dan pengoperasian 

Jetty 
•Pembangunan dan pengoperasian 

cement grinding plant dan cement 
packing plant 

•Pengoperasian Pelabuhan 
Pengumpan Regional dan Lokal 

•Pengerukan di wilayah perairan 
Pelabuhan  
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

• Usaha angkutan laut badan 
usaha pada lintas pelabuhan 

antar kab/kota dalam Provinsi  
•Usaha jasa angkutan perairan 

pelabuhan 
•Usaha jasa penyewaan peralatan 

angkutan laut 
•Pengelolaan (TUKS) di dalam 

DLKR/DLKP pelabuhan uatama 
dan pengumpan regional. 

•Operasi Kapal Angkutan 
Penyeberangan Dalam Provinsi 
•Kegiatan penerbangan diatas alur 

kepulauan 
•Kegiatan bongkar muat oleh 

kapal asing 
•Kegiatan berlabuh jangkar 

kecuali dalam keadaan force 
majeure oleh kapal asing 

•Pelatihan perang dengan 
menggunakan amunisi oleh kapal 

asing 
•Usaha pelayanan jasa 

pemanduan kapal. 
•Pembangunan dan pengoperasian 

terminal khusus 
•Konstruksi Pertambangan Garam 

•Pembangunan Fasilitas 
Infrastruktur (Saluran Primer, 

Sekunder dan pantai air) 
•Industri penggaraman 
•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 
pembuangan, dan penimbunan 

limbah B3 
•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 
pembuangan, dan penimbunan 

limbah non B3 
•Kegiatan Industri Galangan Kapal 

dengan sistem Graving Dock Kapal 
•Pembangunan industri yang 

terintegrasi dengan pelabuhan 
•Kegiatan pembuatan kapal/alat 

terapung 
•Kegiatan pembuatan mesin-

mesin utama/pembantu 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 
perlengkapan lain yang khusus 

dipergunakan dalam kapal 
•Kegiatan pembuatan alat-alat 

maritim lainnya 
•Kegiatan pekerjaan penyelaman 

(diving works dalam rangka 
industri maritim). 

•Kegiatan budidaya biota laut 
untuk kepentingan industri 

Biofarmakologi /Bioteknologi Laut 
•Pengintroduksian organisme hasil 
rekayasa genetika ke lingkungan 

•Pembangunan Sarana/Prasarana 
Pertahanan/Keamanan/Kepolisian 

•Kegiatan Dumping Hasil 
Pengerukan Dasar Perairan 

Pengembangan kegiatan dengan 
metode reklamasi 

•Eksplorasi energi OTEC 
•Pembangunan, pemindahan, 

dan/atau pembongkaran 
bangunan atau instalasi 

•Penanaman kabel 
•Pembangunan Jaringan 

Telekomunikasi dan 
Ketenagalistrikan 

•Penanaman dan atau 
pemancangan kabel atau tiang 

serta sarana di laut 
•Pembangunan Sarana Bantu 
Navigasi Pelayaran (SBNP) 

•Penetapan alur pelayaran dari 
dan ke pelabuhan  

•Uji coba kapal 
•Usaha tally mandiri, kegiatan 

cargodoring, receiving/delivery, 
stuffing, dan stripping peti kemas 

bagi kepentingannya sendiri. 
•Usaha angkutan laut pelayaran 

rakyat atau badan usaha pada 
lintas pelabuhan antar kab/kota 

dalam Provinsi, antar provinsi dan 
pelabuhan internasional 

•Penetapan rute pelayaran 
internasional 

•Kegiatan riset atau survei 
hidrografi oleh kapal asing 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Kegiatan perbaikan atau 
pemeliharaan kapal/alat-alat 

terapung 
•Kegiatan pemindahan muatan 

dan atau bahan bakar (cargo and 
fuel transferring) 

•Penarikan (Towing) 
•Pengapungan (refloating) 

•Latihan militer 
•Pembangunan stasiun pengisian 

bahan bakar nelayan 
•Kegiatan Instalasi Pembangkit 
Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 

•Pembangunan pembangkitan, 
transmisi, distribusi dan 

penjualan tenaga listrik. 
•Kegiatan membantu pekerjaan 

teknis terhadap kapal-kapal yang 
masih mengapung tetapi sedang 

mendapat malapetaka 
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5. KKPRL Zona Perikanan Tangkap 
Kode 
Zona 

Lokasi Luas 
(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

PT-01 WPP RI 573 
Samudera 

Hindia 

Mukomuko-
Kota 

Bengkulu 

Zona 
Perikanan 

Tangkap 

486973,18 101,57596 -3,24131 •Usaha wisata berenang 
•Usaha jasa perjalanan 

wisata 
•Usaha wisata alam 

perairan 
•Jasa Wisata Tirta (bahari) 
•Pengambilan foto/video 

bawah laut 
•Penanaman tanaman 

bakau dan nipah 
•Budidaya mangrove 

•Perlindungan 
keanekaragaman hayati 

•Penyelamatan dan 
perlindungan lingkungan 

•Penelitian kegiatan 
konservasi 

•Pendidikan kegiatan 
konservasi 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal < 10 GT 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal 10-30 GT 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal ≥ 30 GT 
•Pelepasan jangkar 

•Penggunaan galah untuk 
mendorong perahu 

•Pengambilan sumber daya 
laut non ikan untuk 

kepentingan ekonomi 
•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal 
Pengangkut Ikan Hidup 

Berbendera Indonesia 
•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal 
nelayan kecil 

•Pemasangan rumpon 
perairan dalam 

•Pemasangan rumpon 

perairan dangkal 

•Bongkar muat ikan 
•Penangkapan ikan 
menggunakan Gill Net 

(Jaring insang) dan 
sejenisnya 

•Kegiatan Dumping Hasil 
Pengerukan Dasar Perairan 

•Latihan militer 
•Penangkapan ikan 

menggunakan pukat hela 
(trawls), payang, cantrang, 
jaring lampara, dogol, dan 

sejenisnya 
•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 
pembuangan, dan penimbunan 

limbah B3 
•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 
pembuangan, dan penimbunan 

limbah non B3 
 

•Usaha wisata selam 
•Usaha wisata olahraga tirta 

•Usaha wisata ekstrim (beresiko 
tinggi) 

•Usaha angkutan laut wisata 
dalam negeri 
•Usaha angkutan laut 

internasional wisata 
•Usaha vila (cottage) di atas laut 

•Usaha wisata snorkeling 
•Usaha wisata tontonan 

•Usaha wisata selancar 
•Usaha wisata edukasi 

•Usaha wisata memancing 
•Usaha dermaga wisata 

•Usaha kegiatan hiburan dan 
rekreasi 

•Pengambilan terumbu karang 
•Survei dan/atau penelitian ilmiah 

•Pemungutan hasil hutan bukan 
kayu pada hutan mangrove 

(madu; getah; daun; buah dan biji; 
tanin; ikan; hasil hutan bukan 

kayu lainnya) 
•Usaha pembudidayaan ikan laut  
•Pembudidayaan ikan untuk 

kepentingan industri 
•Usaha budidaya perikanan 

terapung (jaring apung) 
•Pembudidayaan sumber daya 

laut non ikan untuk kepentingan 
ekonomi 

•Budidaya Ikan hasil rekayasa 
genetik 

•Pemasangan Keramba Jaring 
Apung 

•Pengambilan air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Pemasangan Pipa air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Pengangkutan ikan hasil 

penangkapan dengan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup 
Berbendera Indonesia 
•Eksplorasi mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan, 
batubara, mineral radioaktif 

 Daerah 
Lingkungan 
Kepentingan 

Pelabuhan  
( PT-02) 

 Koridor Pipa 
atau Kabel 

Bawah Laut 

(PT-03) 

PT-02 WPP RI 573 

Samudera 
Hindia 

Kota 

Bengkulu 

Zona 

Perikanan 
Tangkap 

5659,36 102,22778 -3,85395 

PT-03 WPP RI 573 

Samudera 

Hindia 

Kota 

Bengkulu 

Zona 

Perikanan 

Tangkap 

2714,04 102,15257 -3,95267 

PT-04 WPP RI 573 

Samudera 
Hindia 

Kota 

Bengkulu-
Kaur 

 435109,17 102,82448 -4,52397 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Penangkapan ikan 
menggunakan seine net 

dan sejenisnya 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Long bag set 
net (jaring kantong besar) 

•Penangkapan ikan 
menggunakan Pancing 

rawe Dasar 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Long line 
(rawai Tuna) 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Pole dan line 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Bagan 
Apung 

•Penelitian dan 
pengembangan perikanan 

•Kegiatan pengujian kapal 
perikanan/perahu ikan 

bermotor 
•Penetapan tempat labuh 

•Penetapan tempat alih 
muat antar kapal 

•Pembangunan Kolam 
pelabuhan untuk 

kebutuhan sandar dan olah 
gerak kapal 

•Pembangunan TPI 
•Pembangunan breakwater 
(pemecah gelombang) 

•Pembangunan turap 
(revetment) dan 

pembangunan groin 
•Pembangunan dermaga 

perikanan 
•Pembangunan tambatan 

perahu 
•Kegiatan perbaikan atau 

pemeliharaan kapal/alat-
alat terapung 

•Kegiatan pembuatan 
mesin-mesin 

utama/pembantu 
 

•Pengangkutan mineral logam, 
mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif 
•Pembangunan FPSO (Floating 

Production Storage and Offloading) 
•Pembangunan 

anjungan/platform migas 
•Pembangunan Floating Storage 

Offloading (FSO) 
•Pembangunan Fasilitas Terapung 

(Floating Facility) Migas: Mooring 
•Penggelaran pipa/kabel minyak 
dan gas bumi 

•Pengerukan perairan dengan 
capital dredging 

•Pengerukan perairan laut dengan 
capital dredging yang memotong 

material karang dan/atau batu 
•Pelatihan perang dengan 

menggunakan amunisi oleh kapal 
asing 

•Pembangunan PLTU 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Batubara 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Mineral logam 
•Pengolahan dan Pemurnian 

Mineral logam 
•Pemasangan fasilitas turbin 

generator energi 
•Kegiatan Instalasi Pembangkit 
Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 

•Pemasangan fasilitas mesin kalor 
•Eksplorasi energi OTEC 

•Pembangunan, pemindahan, 
dan/atau pembongkaran 

bangunan atau instalasi 
•Penanaman kabel 

•Pembangunan Jaringan 
Telekomunikasi dan 

Ketenagalistrikan 
•Penanaman dan atau 

pemancangan kabel atau tiang 
serta sarana di laut 

•Pembangunan terminal peti 
kemas 

•Pembangunan terminal curah 
kering 

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Pembangunan terminal curah 
CAIR 

•Pembangunan terminal Roro 
•Pembangunan Tempat perbaikan 

kapal 
•Penempatan kapal mati 

•Penetapan alur pelayaran dari 
dan ke pelabuhan  

•Uji coba kapal 
•Usaha pelayanan perbaikan dan 

pemeliharaan kapal perikanan  
•Usaha pelayanan logistik dan 
perbekalan kapal perikanan 

•Usaha bongkar muat barang, 
pengemasan, penumpukan, dan 

penyimpanan di pelabuhan 
•Usaha tally mandiri, kegiatan 

cargodoring, receiving/delivery, 
stuffing, dan stripping peti kemas 

bagi kepentingannya sendiri. 
•Pembangunan dan pengoperasian 

cement grinding plant dan cement 
packing plant 

•Pembangunan dan pengoperasian 
Jetty 

•Pengoperasian Pelabuhan 
Pengumpan Regional dan Lokal 

•Pengerukan di wilayah perairan 
Pelabuhan  

•Usaha angkutan laut badan 
usaha pada lintas pelabuhan 
antar kab/kota dalam Provinsi  

•Usaha angkutan laut pelayaran 
rakyat atau badan usaha pada 

lintas pelabuhan antar kab/kota 
dalam Provinsi, antar provinsi dan 

pelabuhan internasional 
•Usaha jasa angkutan perairan 

pelabuhan 
•Usaha jasa penyewaan peralatan 

angkutan laut 
•Pengelolaan (TUKS) di dalam 

DLKR/DLKP pelabuhan uatama 
dan pengumpan regional. 

•Operasi Kapal Angkutan 
Penyeberangan Dalam Provinsi 

•Kegiatan penerbangan diatas alur 
kepulauan 

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Penetapan rute pelayaran 
internasional 

•Kegiatan bongkar muat oleh 
kapal asing 

•Kegiatan riset atau survei 
hidrografi oleh kapal asing 

•Kegiatan berlabuh jangkar 
kecuali dalam keadaan force 

majeure oleh kapal asing 
•Usaha pelayanan jasa 

pemanduan kapal. 
•Pembangunan dan pengoperasian 
terminal khusus 

•Konstruksi Pertambangan Garam 
•Pembangunan 

Fasilitas Infrastruktur (Saluran 
Primer, Sekunder dan pantai air) 

•Industri penggaraman 
•Kegiatan Industri Galangan Kapal 

dengan sistem Graving Dock Kapal 
•Pembangunan industri yang 

terintegrasi dengan pelabuhan 
•Kegiatan pembuatan kapal/alat 

terapung 
•Kegiatan pembuatan alat-alat 

maritim lainnya 
•Kegiatan pekerjaan penyelaman 

(diving works dalam rangka 
industri maritim). 

•Kegiatan membantu pekerjaan 
teknis terhadap kapal-kapal yang 
masih mengapung tetapi sedang 

mendapat malapetaka 
•Penarikan (Towing) 

•Pengapungan (refloating) 
•Kegiatan budidaya biota laut 

untuk kepentingan industri 
Biofarmakologi /Bioteknologi Laut 

•Pengintroduksian organisme hasil 
rekayasa genetika ke lingkungan 

•Pembangunan pembangkitan, 
transmisi, distribusi dan 

penjualan tenaga listrik 
•Pembangunan stasiun pengisian 

bahan bakar nelayan 
•Pembangunan Sarana/Prasarana 

Pertahanan/Keamanan/Kepolisian 
•Pembangunan Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran (SBNP) 

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Seluruh kegiatan yang bersifat 
darurat, bencana dan malapetaka 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 
perlengkapan lain yang khusus 

dipergunakan dalam kapal; 
•Kegiatan pemindahan muatan 

dan atau bahan bakar (cargo and 
fuel transferring) 

•Pengembangan kegiatan dengan 
metode reklamasi 
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6. KKPRL Zona Perikanan Budidaya 
Kode 
Zona 

Lokasi Luas 
(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

KPU-PB-
01 

Samudera 
Hindia 

Seluma Perikanan 
Budidaya  

3254,52 102,61079 -4,25430 •Usaha wisata edukasi 
•Pendidikan kegiatan 

konservasi 
•Usaha pembudidayaan ikan 

laut  
•Pengambilan air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Pengambilan sumber daya laut 
non ikan untuk kepentingan 

ekonomi 
•Pembudidayaan sumber daya 

laut non ikan untuk 
kepentingan ekonomi 

•Pengangkutan ikan hasil 
budidaya dengan Kapal nelayan 

kecil 
 

•Usaha wisata berenang 
•Usaha wisata olahraga tirta 

•Usaha wisata ekstrim 
(beresiko tinggi) 

•Usaha vila (cottage) di atas 
laut 
•Usaha wisata snorkeling 

•Usaha wisata tontonan 
•Usaha wisata alam perairan 

•Pengambilan foto/video 
bawah laut 

•Pengambilan terumbu karang 
•Perlindungan 

keanekaragaman hayati 
•Penyelamatan dan 

perlindungan lingkungan 
•Penelitian kegiatan 

konservasi 
•Pemungutan hasil hutan 

bukan kayu pada hutan 
mangrove (madu; getah; daun; 

buah dan biji; tanin; ikan; 
hasil hutan bukan kayu 

lainnya) 
•Pelepasan jangkar 
•Pembangunan terminal peti 

kemas 
•Pembangunan terminal curah 

kering 
•Pembangunan terminal curah 

CAIR 
•Pembangunan terminal Roro 

•Pembangunan Tempat 
perbaikan kapal 

•Penempatan kapal mati 
•Pembangunan TPI 

•Pembangunan dermaga 
perikanan 

• Pembangunan dan 
pengoperasian terminal 

khusus 

•Konstruksi Pertambangan 

Garam 
•Penanaman tanaman bakau 
dan nipah 

•Budidaya mangrove 
•Pemasangan rumpon perairan 

dalam 

•Usaha wisata selam 
•Usaha wisata selancar 

•Usaha wisata memancing 
•Usaha dermaga wisata 

•Usaha kegiatan hiburan dan 
rekreasi 
•Usaha angkutan laut wisata 

dalam negeri 
•Usaha angkutan laut 

internasional wisata 
•Usaha jasa perjalanan wisata 

•Jasa Wisata Tirta (bahari) 
•Survei dan/atau penelitian ilmiah 

•Penelitian dan pengembangan 
perikanan 

•Usaha budidaya perikanan 
terapung (jaring apung) 

•Pemasangan Pipa air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Pembudidayaan ikan untuk 
kepentingan industri 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal < 10GT 

•Penangkapan ikan dengan 
kapasitas kapal 10-30 GT 
•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal ≥ 30 GT 
•Penggunaan galah untuk 

mendorong perahu 
•Pemasangan Keramba Jaring 

Apung 
•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal 
Pengangkut Ikan Hidup 

Berbendera Indonesia 
•Budidaya Ikan hasil rekayasa 

genetik 
•Pengangkutan ikan hasil 

penangkapan dengan Kapal 
Pengangkut Ikan Hidup 

Berbendera Indonesia 

•Bongkar muat ikan 

•Pembangunan FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading) 
•Pembangunan Floating Storage 

Offloading (FSO) 
•Pembangunan Fasilitas Terapung 

(Floating Facility) Migas: Mooring 

 

KPU-PB-
02 

Samudera 
Hindia 

Seluma Perikanan 
Budidaya  

3230,46 102,73611 -4,35717 

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Pemasangan rumpon perairan 
dangkal 

•Penangkapan ikan 
menggunakan pukat hela 

(trawls), payang, cantrang, 
jaring lampara, dogol, dan 

sejenisnya 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Gill Net (Jaring 
insang) dan sejenisnya 

•Penangkapan ikan 
menggunakan seine net dan 
sejenisnya 

•Penangkapan ikan 
menggunakan Long bag set net 

(jaring kantong besar) 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Pancing rawe 
Dasar 

•Penangkapan ikan 
menggunakan Long line (rawai 

Tuna) 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Pole dan line 
•Penangkapan ikan 

menggunakan Bagan Apung 
•Kegiatan pengujian kapal 

perikanan/perahu ikan 
bermotor 

•Usaha pelayanan perbaikan 
dan pemeliharaan kapal 
perikanan  

•Usaha pelayanan logistik dan 
perbekalan kapal perikanan 

•Usaha bongkar muat barang, 
pengemasan, penumpukan, 

dan penyimpanan di 
pelabuhan 

•Usaha tally mandiri, kegiatan 
cargodoring, receiving/delivery, 

stuffing, dan stripping peti 
kemas bagi kepentingannya 

sendiri. 
•Pembangunan dan 

pengoperasian Jetty 
•Pembangunan dan 

pengoperasian cement 
grinding plant dan cement 

packing plant 

•Penggelaran pipa/kabel minyak 
dan gas bumi 

•Pembangunan 
anjungan/platform migas 

•Pembangunan, pemindahan, 
dan/atau pembongkaran 

bangunan atau instalasi 
•Penanaman kabel 

•Pembangunan Jaringan 
Telekomunikasi dan 

Ketenagalistrikan 
•Penanaman dan atau 
pemancangan kabel atau tiang 

serta sarana di laut 
•Pembangunan Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran (SBNP) 
•Penetapan tempat labuh 

•Penetapan tempat alih muat 
antar kapal 

•Pembangunan Kolam pelabuhan 
untuk kebutuhan sandar dan olah 

gerak kapal 
•Pembangunan turap (revetment) 

dan pembangunan groin 
•Penetapan alur pelayaran dari 

dan ke pelabuhan  
•Pembangunan tambatan perahu 

•Pembangunan Fasilitas 
Infrastruktur (Saluran Primer, 

Sekunder dan pantai air) 
•Industri penggaraman 
•Kegiatan budidaya biota laut 

untuk kepentingan industri 
Biofarmakologi /Bioteknologi Laut 

•Pengintroduksian organisme hasil 
rekayasa genetika ke lingkungan 

•Pembangunan pembangkitan, 
transmisi, distribusi dan 

penjualan tenaga listrik 
•Pembangunan Sarana/Prasarana 

Pertahanan/Keamanan/Kepolisian 
•Pembangunan stasiun pengisian 

bahan bakar nelayan 
•Kegiatan Instalasi Pembangkit 

Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 
•Kegiatan membantu pekerjaan 

teknis terhadap kapal-kapal yang 
masih mengapung tetapi sedang 

mendapat malapetaka. 

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Pengoperasian Pelabuhan 
Pengumpan Regional dan 

Lokal 
•Pengerukan di wilayah 

perairan Pelabuhan  
•Usaha angkutan laut badan 

usaha pada lintas pelabuhan 
antar kab/kota dalam Provinsi  

•Usaha angkutan laut 
pelayaran rakyat atau badan 

usaha pada lintas pelabuhan 
antar kab/kota dalam 
Provinsi, antar provinsi dan 

pelabuhan internasional 
•Usaha jasa angkutan 

perairan pelabuhan 
•Usaha jasa penyewaan 

peralatan angkutan laut 
•Pengelolaan (TUKS) di dalam 

DLKR/DLKP pelabuhan 
uatama dan pengumpan 

regional. 
•Operasi Kapal Angkutan 

Penyeberangan Dalam Provinsi 
•Kegiatan penerbangan diatas 

alur kepulauan 
•Penetapan rute pelayaran 

internasional 
•Kegiatan bongkar muat oleh 

kapal asing 
•Kegiatan riset atau survei 
hidrografi oleh kapal asing 

•Kegiatan berlabuh jangkar 
kecuali dalam keadaan force 

majeure oleh kapal asing 
•Usaha pelayanan jasa 

pemanduan kapal. 
•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 
pembuangan, dan 

penimbunan limbah B3 
•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 
pembuangan, dan 

penimbunan limbah non B3 
•Kegiatan Industri Galangan 

Kapal dengan sistem Graving 
Dock Kapal 

•Seluruh kegiatan yang bersifat 
darurat, bencana dan malapetaka 

•Kegiatan lain yang tidak merubah 
fungsi zona atau kawasan 

•Eksplorasi mineral logam, 
mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif 
•Pengangkutan mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan, 
batubara, mineral radioaktif 

•Pengerukan perairan dengan 
capital dredging 
•Pengerukan perairan laut dengan 

capital dredging yang memotong 
material karang dan/atau batu 

•Pembangunan PLTU 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Batubara 
•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Mineral logam 
•Pengolahan dan Pemurnian 

Mineral logam 
•Pemasangan fasilitas turbin 

generator energi 
•Pemasangan fasilitas mesin kalor 

•Eksplorasi energi OTEC 
•Uji coba kapal 

•Pembangunan breakwater 
(pemecah gelombang) 

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Pembangunan industri yang 
terintegrasi dengan pelabuhan 

•Kegiatan pembuatan 
kapal/alat terapung 

•Kegiatan perbaikan atau 
pemeliharaan kapal/alat-alat 

terapung 
•Kegiatan pembuatan mesin-

mesin utama/pembantu; 
•Kegiatan pembuatan alat-alat 

perlengkapan lain yang 
khusus dipergunakan dalam 
kapal; 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 
maritim lainnya 

•Kegiatan pekerjaan 
penyelaman (diving works 

dalam rangka industri 
maritim). 

•Kegiatan pemindahan muatan 
dan atau bahan bakar (cargo 

and fuel transferring) 
•Penarikan (Towing) 

•Pengapungan (refloating) 
•Latihan militer 

•Kegiatan Dumping Hasil 
Pengerukan Dasar Perairan 

Pengembangan kegiatan 
dengan metode reklamasi 
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7. KKPRL Zona Dumping Area 
Kode 
Zona 

Lokasi Luas 
(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

KPU-DA-
01 

Samudera 
Hindia 

Kota 
Bengkulu 

Dumping 
Area Laut 

353,88 102,19315 -3,89162 •Lintasan kapal pada saat 

tidak ada aktifitas 

pembuangan 

•Kegiatan Dumping Hasil 
Pengerukan Dasar Perairan  

 

 

•Usaha wisata edukasi 
•Usaha wisata memancing 

•Usaha dermaga wisata 
•Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi 

•Perlindungan keanekaragaman 
hayati 
•Penyelamatan dan perlindungan 

lingkungan 
•Penelitian kegiatan konservasi 

•Pendidikan kegiatan konservasi 
•Usaha pembudidayaan ikan laut  

•Pengambilan air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Pemasangan Pipa air laut untuk 
pembudidayaan ikan  

•Pembudidayaan ikan untuk 
kepentingan industri 

•Usaha budidaya perikanan terapung 
(jaring apung) 

•Pengambilan sumber daya laut non 
ikan untuk kepentingan ekonomi 

•Pembudidayaan sumber daya laut 
non ikan untuk kepentingan ekonomi 

•Pengangkutan ikan hasil budidaya 
dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup 
Berbendera Indonesia 

•Pengangkutan ikan hasil budidaya 
dengan Kapal nelayan kecil 

•Pemasangan Keramba Jaring Apung 
•Penelitian dan pengembangan 

perikanan 
•Pembangunan breakwater (pemecah 

gelombang) 
•Usaha wisata berenang 

•Usaha wisata selam 
•Usaha wisata selancar 

•Usaha wisata olahraga tirta 
•Usaha wisata ekstrim (beresiko 

tinggi) 
•Usaha vila (cottage) di atas laut 

•Usaha wisata snorkeling 

•Pengambilan terumbu karang 

•Pemungutan hasil hutan bukan kayu 
pada hutan mangrove (madu; getah; 
daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil 

hutan bukan kayu lainnya) 
•Penangkapan ikan dengan kapasitas 

kapal ≥ 30 GT 

•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 

pembuangan, dan 

penimbunan limbah non B3 

•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 

pembuangan, dan 

penimbunan limbah B3 

•Pembuangan material hasil 
pengerukan 

•Eksplorasi mineral logam, 
mineral bukan logam, 
batuan, batubara, mineral 

radioaktif 
•Pengangkutan mineral 

logam, mineral bukan 
logam, batuan, batubara, 

mineral radioaktif 
•Eksploitasi (Operasi 

Produksi) Batubara 
•Eksploitasi (Operasi 

Produksi) Mineral logam 
•Pengolahan dan Pemurnian 

Mineral logam 
•Eksplorasi energi OTEC 

•Uji coba kapal 
•Pembangunan FPSO 

(Floating Production Storage 
and Offloading) 

•Pembangunan Floating 
Storage Offloading (FSO) 
•Pembangunan Fasilitas 

Terapung (Floating Facility) 
Migas: Mooring 

•Pembangunan 
anjungan/platform migas 

•Penggelaran pipa/kabel 
minyak dan gas bumi 

•Seluruh kegiatan yang 

bersifat darurat, bencana 

dan malapetaka 
•Kegiatan lain yang tidak 

merubah fungsi zona atau 
Kawasan 

•Pengoperasian Pelabuhan 
Pengumpan Regional dan 

Lokal 

Daerah 
Lingkungan 

Kepentingan 
Pelabuhan 

(DA-02) 

KPU-DA-
02 

Samudera 
Hindia 

Kota 
Bengkulu 

Dumping 
Area Laut 

1,50 102,20254 -3,89915 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Pelepasan jangkar 
•Pembangunan terminal peti kemas 

•Pembangunan terminal curah kering 
•Pembangunan terminal curah CAIR 

•Pembangunan terminal Roro 
•Pembangunan Tempat perbaikan 

kapal 
•Penempatan kapal mati 

•Pembangunan TPI 
•Pembangunan dermaga perikanan 

• Pembangunan dan pengoperasian 
terminal khusus 
•Konstruksi Pertambangan Garam 

•Penanaman tanaman bakau dan 
nipah 

•Budidaya mangrove 
•Penangkapan ikan dengan kapasitas 

kapal < 10GT 
•Pemasangan rumpon perairan dalam 

•Pemasangan rumpon perairan 
dangkal 

•Penangkapan ikan menggunakan 
pukat hela (trawls), payang, cantrang, 

jaring lampara, dogol, dan sejenisnya 
•Penangkapan ikan menggunakan Gill 

Net (Jaring insang) dan sejenisnya 
•Penangkapan ikan menggunakan 

seine net dan sejenisnya 
•Penangkapan ikan menggunakan 

Long bag set net (jaring kantong besar) 
•Penangkapan ikan menggunakan 
Pancing rawe Dasar 

•Penangkapan ikan menggunakan 
Long line (rawai Tuna) 

•Penangkapan ikan menggunakan 
Pole dan line 

•Penangkapan ikan menggunakan 
Bagan Apung 

•Kegiatan pengujian kapal 
perikanan/perahu ikan bermotor 

•Usaha pelayanan perbaikan dan 
pemeliharaan kapal perikanan  

•Usaha pelayanan logistik dan 
perbekalan kapal perikanan 

•Usaha bongkar muat barang, 
pengemasan, penumpukan, dan 

penyimpanan di pelabuhan 
•Usaha tally mandiri, kegiatan 

cargodoring, receiving/delivery, 

•Pengerukan di wilayah 
perairan Pelabuhan  

•Usaha angkutan laut badan 
usaha pada lintas 

pelabuhan antar kab/kota 
dalam Provinsi  

•Usaha angkutan laut 
pelayaran rakyat atau badan 

usaha pada lintas 
pelabuhan antar kab/kota 

dalam Provinsi, antar 
provinsi dan pelabuhan 
internasional 

•Usaha jasa angkutan 
perairan pelabuhan 

•Usaha jasa penyewaan 
peralatan angkutan laut 

•Pengelolaan (TUKS) di 
dalam DLKR/DLKP 

pelabuhan uatama dan 
pengumpan regional. 

•Operasi Kapal Angkutan 
Penyeberangan Dalam 

Provinsi 
•Kegiatan penerbangan 

diatas alur kepulauan 
•Penetapan rute pelayaran 

internasional 
•Kegiatan bongkar muat 

oleh kapal asing 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

stuffing, dan stripping peti kemas bagi 
kepentingannya sendiri. 

•Pembangunan dan pengoperasian 
Jetty 

•Pembangunan dan pengoperasian 
cement grinding plant dan cement 

packing plant 
•Kegiatan riset atau survei hidrografi 

oleh kapal asing 
•Kegiatan berlabuh jangkar kecuali 

dalam keadaan force majeure oleh 
kapal asing 

•Usaha pelayanan jasa pemanduan 
kapal. 
•Kegiatan Industri Galangan Kapal 

dengan sistem Graving Dock Kapal 
•Pembangunan industri yang 

terintegrasi dengan pelabuhan 
•Kegiatan pembuatan kapal/alat 

terapung 
•Kegiatan perbaikan atau 

pemeliharaan kapal/alat-alat 
terapung 

•Kegiatan pembuatan mesin-mesin 
utama/pembantu; 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 
perlengkapan lain yang khusus 

dipergunakan dalam kapal; 
•Kegiatan pembuatan alat-alat 

maritim lainnya 
•Kegiatan pekerjaan penyelaman 

(diving works dalam rangka industri 
maritim). 
•Kegiatan pemindahan muatan dan 

atau bahan bakar (cargo and fuel 
transferring) 

•Penarikan (Towing) 
•Pengapungan (refloating) 

•Latihan militer 
•Usaha angkutan laut wisata dalam 

negeri 
•Usaha angkutan laut internasional 

wisata 
•Usaha jasa perjalanan wisata 

•Usaha wisata tontonan 
•Usaha wisata alam perairan 

•Jasa Wisata Tirta (bahari) 
•Pengambilan foto/video bawah laut 

•Survei dan/atau penelitian ilmiah 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Penangkapan ikan dengan kapasitas 
kapal 10-30 GT 

•Penggunaan galah untuk mendorong 
perahu 

•Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik 
•Pengangkutan ikan hasil 

penangkapan dengan Kapal 
Pengangkut Ikan Hidup Berbendera 

Indonesia 
•Bongkar muat ikan 

•Pembangunan, pemindahan, 
dan/atau pembongkaran bangunan 
atau instalasi 

•Penanaman kabel 
•Pembangunan Jaringan 

Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan 
•Penanaman dan atau pemancangan 

kabel atau tiang serta sarana di laut 
•Pembangunan Sarana Bantu Navigasi 

Pelayaran (SBNP) 
•Penetapan tempat labuh 

•Penetapan tempat alih muat antar 
kapal 

•Pembangunan Kolam pelabuhan 
untuk kebutuhan sandar dan olah 

gerak kapal 
•Pembangunan turap (revetment) dan 

pembangunan groin 
•Penetapan alur pelayaran dari dan ke 

pelabuhan  
•Pembangunan tambatan perahu 
•Pembangunan Fasilitas Infrastruktur 

(Saluran Primer, Sekunder dan pantai 
air) 

•Industri penggaraman 
•Kegiatan budidaya biota laut untuk 

kepentingan industri Biofarmakologi 
/Bioteknologi Laut 

•Pengintroduksian organisme hasil 
rekayasa genetika ke lingkungan 

•Pembangunan pembangkitan, 
transmisi, distribusi dan penjualan 

tenaga listrik 
•Pembangunan Sarana/Prasarana 

Pertahanan/Keamanan/Kepolisian 
•Pembangunan stasiun pengisian 

bahan bakar nelayan 
•Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik 

Tenaga Arus Laut (PLTAL) 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama 

Objek/ 
Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan 

syarat 

Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Kegiatan membantu pekerjaan teknis 
terhadap kapal-kapal yang masih 

mengapung tetapi sedang mendapat 
malapetaka. 

•Pengembangan kegiatan dengan 
metode reklamasi 

•Pemasangan fasilitas turbin 
generator energi 

•Pemasangan fasilitas mesin kalor 
•Pembangunan PLTU 

•Pengerukan perairan dengan capital 
dredging 
•Pengerukan perairan laut dengan 

capital dredging yang memotong 
material karang dan/atau batu 
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8. KKPRL Kawasan Konservasi Laut 
Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 

tambahan 

PKK-01 Samudera 
Hindia 

Mukomuko Perda Kab  10409,49 101,37237 -2,92759 •Penanaman tanaman 

bakau dan nipah 

•Budidaya mangrove 

•Perlindungan 

keanekaragaman hayati; 

•Penyelamatan dan 

perlindungan lingkungan 

•Penelitian kegiatan 

konservasi 

•Pendidikan kegiatan 

konservasi 

•Kegiatan penerbangan 

diatas alur kepulauan 

•Penanaman tanaman 

bakau dan nipah 

•Budidaya mangrove 

•Pelayaran rakyat dan 

nelayan kecil 

•Pelayaran kapal 

penumpang 

reguler domestik 

•Perlindungan 

keanekaragaman hayati; 

•Penyelamatan dan 

perlindungan lingkungan 

•Reklamasi; 

•Pertambangan mineral dan 

batubara dengan metode terbuka; 

•Pembuangan (dumping) 

•pembuangan air balas kapal. 

•Usaha bongkar muat barang 

:pengemasan, penumpukan, dan 

penyimpanan di pelabuhan 

•Usaha tally mandiri : kegiatan 

cargodoring, receiving/delivery, 

stuffing, dan stripping peti kemas 

bagi kepentingannya sendiri. 

•Pembangunan dan pengoperasian 

cement grinding plant dan cement 

packing plant 

•Pengoperasian Pelabuhan 

Pengumpan Regional dan Lokal 

•Reklamasi di wilayah perairan 

Pelabuhan Pengumpan Regional 

dan Lokal 

•Usaha angkutan laut badan usaha 

pada lintas pelabuhan antar 

kab/kota dalam Provinsi Bengkulu 

•Usaha angkutan laut pelayaran 

rakyat atau badan usaha pada 

lintas pelabuhan antar kab/kota 

•Usaha wisata edukasi 

•Usaha wisata selam 

•Usaha wisata memancing 

•Usaha wisata selancar 

•Usaha wisata olahraga tirta 

•Usaha dermaga wisata 

•Usaha kegiatan hiburan dan 

rekreasi 

•Usaha jasa perjalanan wisata 

•Usaha wisata snorkeling 

Usaha wisata ekstrim (beresiko 

tinggi) 

•Usaha angkutan laut wisata 

dalam negeri 

•Usaha angkutan laut 

internasional wisata 

•Usaha vila (cottage) di atas 

laut 

•Usaha jasa perjalanan wisata 

•Pengambilan foto/video 

bawah laut 

•Pengambilan terumbu karang 

•Survei dan/atau penelitian 

ilmiah 

•Penelitian dan pengembangan 

perikanan 

 

PKK-02 Samudera 

Hindia 

Kota 

Bengkulu 

KKPD P TIkus 1658,10 102,15784 -3,82847 

PKK-03 Samudera 

Hindia 

Kaur Kawasan 

Konservasi 
Kaur 

3476,69 103,26824 -4,76555 

PKK-04 Samudera 
Hindia 

Kaur Kawasan 
Konservasi 

Kaur 

2917,65 103,39694 -4,89007 

PKK-05 Samudera 

Hindia 

Kaur Kawasan 

Konservasi 
Kaur 

4492,36 103,53597 -4,94191 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Penelitian kegiatan 

konservasi 

•Pendidikan kegiatan 

konservasi 

•Lalu lintas kapal 

penangkap ikan ukuran 

>10GT 

dalam  Provinsi Bengkulu, antar 

provinsi dan pelabuhan 

internasional 

•Usaha jasa angkutan perairan 

pelabuhan 

•Usaha jasa penyewaan peralatan 

angkutan laut 

•Penetapan rute pelayaran 

internasional 

•Kegiatan bongkar muat oleh kapal 

asing 

•Usaha pelayanan jasa pemanduan 

kapal. 

•Kegiatan Industri Galangan Kapal 

dengan sistem Graving Dock Kapal 

•Industri penggaraman 

Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 

pembuangan, dan penimbunan 

limbah B3 

•Kegiatan pengumpulan, 

pemanfaatan, pengolahan, 

pembuangan, dan penimbunan 

limbah non B3 

•Penangkapan ikan menggunakan 

pukat hela (trawls), payang, 

cantrang, jaring lampara, dogol, dan 

sejenisnya 

•Pengerukan perairan laut  dengan 

capital dredging yang memotong 

material karang dan/atau batu 

•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal < 10GT 

•Kegiatan pengujian kapal 

perikanan/perahu ikan 

bermotor 

•Pengerukan perairan dengan 

capital dredging 

•Pembangunan dan 

pengoperasian Jetty 

•Pengerukan di wilayah 

perairan Pelabuhan 

Pengumpan Regional dan Lokal 

•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Mineral logam 

•Eksplorasi energi OTEC 

•Pembangunan, pemindahan, 

dan/atau pembongkaran 

bangunan atau instalasi 

•Penempatan kapal mati 

•Uji coba kapal 

•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal 10-30 GT 

•Penangkapan ikan dengan 

kapasitas kapal ≥ 30GT 

•Pelepasan jangkar 

•Penggunaan galah untuk 

mendorong perahu 

•Usaha pembudidayaan ikan 

laut (kerapu,kakap, baronang) 

•Pembudidayaan ikan untuk 

kepentingan industri 

•Usaha budidaya perikanan 

terapung (jaring apung) 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Pembangunan Kolam pelabuhan 

untuk kebutuhan sandar dan olah 

gerak kapal 

•Pembangunan terminal peti kemas 

Pembangunan terminal curah 

kering 

•Pembangunan terminal curah 

CAIR 

•Pembangunan terminal Roro 

•Pembangunan Tempat perbaikan 

kapal 

•Usaha pelayanan perbaikan dan 

pemeliharaan kapal perikanan : 

•Usaha pelayanan logistik dan 

perbekalan kapal perikanan 

•Pembangunan dermaga perikanan 

•Usaha bongkar muat barang 

:pengemasan, penumpukan, dan 

penyimpanan di pelabuhan 

•Usaha tally mandiri : kegiatan 

cargodoring, receiving/delivery, 

stuffing, dan stripping peti kemas 

bagi kepentingannya sendiri. 

•Pembangunan dan pengoperasian 

cement grinding plant dan cement 

packing plant 

•Pengoperasian Pelabuhan 

Pengumpan Regional dan Lokal 

•Usaha angkutan laut badan usaha 

pada lintas pelabuhan antar 

kab/kota dalam Provinsi Bengkulu 

•Usaha angkutan laut pelayaran 

rakyat atau badan usaha pada 

•Pengambilan sumber daya 

laut non ikan untuk 

kepentingan ekonomi 

•Pembudidayaan sumber daya 

laut non ikan untuk 

kepentingan ekonomi 

•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal 

•Pengangkut Ikan Hidup 

Berbendera Indonesia 

•Pengangkutan ikan hasil 

budidaya dengan Kapal 

nelayan kecil 

•Budidaya Ikan hasil rekayasa 

genetik 

•Pemasangan Keramba Jaring 

Apung 

•Pemasangan rumpon perairan 

dalam 

•Pemasangan rumpon perairan 

dangkal 

•Pengangkutan ikan hasil 

penangkapan dengan Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup 

Berbendera Indonesia 

Bongkar muat ikan 

•Penangkapan ikan 

menggunakan Gill Net (Jaring 

insang) dan sejenisnya 

•Penangkapan ikan 

menggunakan seine net dan 

sejenisnya 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

lintas pelabuhan antar kab/kota 

dalam  Provinsi Bengkulu, antar 

provinsi dan pelabuhan 

internasional 

•Usaha jasa angkutan perairan 

pelabuhan 

•Usaha jasa penyewaan peralatan 

angkutan laut 

•Operasi Kapal Angkutan 

Penyeberangan Dalam Provinsi 

•Penetapan rute pelayaran 

internasional 

•Kegiatan bongkar muat oleh kapal 

asing 

•Pelatihan perang dengan 

menggunakan amunisi oleh kapal 

asing 

•Usaha pelayanan jasa pemanduan 

kapal. 

•Konstruksi Pertambangan Garam 

•Pembangunan Fasilitas 

Infrastruktur (Saluran Primer, 

Sekunder dan pantai air) 

•Kegiatan Industri Galangan Kapal 

dengan sistem Graving Dock Kapal 

•Pembangunan industri yang 

terintegrasi dengan pelabuhan 

•Kegiatan pembuatan mesin-mesin 

utama/pembantu; 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 

perlengkapan lain yang khusus 

dipergunakan dalam kapal; 

•Penangkapan ikan 

menggunakan Long bag set net 

(jaring kantong besar) 

•Penangkapan ikan 

menggunakan Pancing Prawe 

Dasar 

•Penangkapan ikan 

menggunakan Long line (rawai 

Tuna) 

•Penangkapan ikan 

menggunakan Pole dan line 

•Penangkapan ikan 

menggunakan Bagan Apung 

perikanan/perahu ikan 

bermotor 

•Eksplorasi mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif 

•Pengangkutan mineral logam, 

mineral bukan logam, batuan, 

batubara, mineral radioaktif 

•Pembangunan FPSO (Floating 

Production Storage and 

Offloading) 

•Pembangunan Floating 

Storage Offloading (FSO) 

•Pembangunan Fasilitas 

Terapung (Floating Facility) 

Migas: Mooring 

•Pembangunan 

anjungan/platform migas 

•Penggelaran pipa/kabel 

minyak dan gas bumi 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Kegiatan pembuatan alat-alat 

maritim lainnya 

•Kegiatan pekerjaan penyelaman 

(diving works dalam rangka industri 

maritim). 

•Kegiatan membantu pekerjaan 

teknis terhadap kapal-kapal yang 

masih mengapung tetapi sedang 

mendapat malapetaka 

•Pembangunan stasiun pengisian 

bahan bakar nelayan 

•Pengerukan perairan laut  dengan  

capital dredging yang memotong 

material karang dan/atau batu 

 

 

•Pengerukan perairan dengan 

capital dredging 

•Pembangunan PLTU 

•Eksploitasi (Operasi Produksi) 

Mineral logam 

Pengolahan dan •Pemurnian 

Mineral logam 

•Pemasangan fasilitas turbin 

generator energi 

•Kegiatan Instalasi Pembangkit 

Listrik Tenaga Arus Laut 

(PLTAL) 

•Pemasangan fasilitas mesin 

kalor 

•Eksplorasi energi OTEC 

•Pembangunan, pemindahan, 

dan/atau pembongkaran 

bangunan atau instalasi 

•Penanaman kabel 

Pembangunan Jaringan 

Telekomunikasi dan 

Ketenagalistrikan 

•Penanaman dan atau 

pemancangan kabel atau tiang 

serta sarana di laut 

•Pembangunan Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran (SBNP) 

•Penetapan tempat labuh 

•Penetapan tempat alih muat 

antar kapal 

•Penempatan kapal mati 

•Pembangunan TPI 
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Kode 

Zona 

Lokasi Luas 

(Ha) 

Koordinat Pemanfaatan Ruang 

 Perairan Kabupaten/ 

Kota 

Nama Objek/ 

Toponimi 

 Long Lat Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan dengan syarat Ketentuan 

khusus 
dan/atau 

ketentuan 
tambahan 

•Penetapan alur pelayaran dari 

dan ke pelabuhan perikanan 

•Uji coba kapal 

•Pembangunan dan 

pengoperasian Jetty 

•Pengerukan di wilayah 

perairan Pelabuhan 

Pengumpan Regional dan Lokal 

•Pengelolaan (TUKS) di dalam 

DLKR/DLKP pelabuhan 

pengumpan regional. 

•Kegiatan riset atau survei 

hidrografi oleh kapal asing 

•Kegiatan berlabuh jangkar 

kecuali dalam keadaan force 

majeure oleh kapal asing 

•Pembangunan dan 

pengoperasian terminal 

khusus 

•Kegiatan pembuatan 

kapal/alat terapung saja; 

•Kegiatan perbaikan atau 

pemeliharaan kapal/alat-alat 

terapung saja; 

•Kegiatan pemindahan muatan 

dan atau bahan bakar (cargo 

and fuel transferring) 

•Penarikan (Towing) 

•Pengapungan (refloating) 

•Kegiatan budidaya biota laut 

untuk kepentingan industri 

Biofarmakologi /Bioteknologi 

Laut 
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LAMPIRAN XIII

INDIKASI PROGRAM UTAMA

Ro 1 Plo8an Utalu I HUI tKabupaten/Rota)

t
M;fudaMtom Pernuklnaa
tom Pu8atMia–a
Peaantapaa dna pona8atbaaaaa Punt l[o£lataa Nasloaal
8nmantnpan dan pengembangan pu aat perda8an8an dan jasa skala internadonal, nadonal atau beberapa

provinsi
pemantapan dan pengembangan pusat pengunpulan 8erta di8tribud hasil pertanian, dan basil

kuan hutP
pemantapan dan pengembangan pusat indu8tri p€ngolahan

b).

C) .

d).

e).

0.

B).

h).

pemantapan dan pengembangan pusat pariwisata

pem8ntapan dan pengembangan pusat pendidikan tin88i

pemantapan dan pengembangan pusat tran8portaai dar8t, laut dan udar8

Kota Beagkulupemantapan dan pengeabangan pusat pel8yanan ke8ehatan

Cube ur

1.1.2 o

• Penindcatan Kualita8 Kawa8an PermukilIlan Kumuh dengan Luas IO Ha 8.d 15 Ha

Ha s.d 15 Ha

r in (PSU)

• Uru8an Penyelenggarann PSU Permukiman
a). Perencanaan Penyediaan PSU Ihrmukitnan

1.1.3

I Koh B,ngkl,hb). Penyediaan Pra8arana, Sarana, dan UtiEta8 Umum di PermukilIlan untuk Meluuduw Fm
Permukirnan

Fr
• P&-tapan Rencana Tata Rlung Waayah (RFRW) dan Rencana Rind Tata Ruang (RRFR) Kabupaten/Kota

1.1.4,

tea.
1.2.1

r
[h (PKW) Mukomuko, Curup, dan Mann;
a). Pemantapan dan pengembangan prIsat perdagangan dan ja8a skala prQvind atau beberapa
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b) , Pemantapan dan pengembangan pusat k£gntan agroindu8tri I Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Rqang Lebong dan

,Kabupaten Bengkulu Selatan
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NOMOR q TAHUN 2023
TEVrANd
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2043

TUtu Palaksanaaa

Temp KeI Tabap be
4 1 &

IP be !

2036 .
2039

3040 .
2043

2026 .
2029

2024

};i;=1 hda
Prov, Pemda Kota
Femda
Prov, Panda 1(ota

Pemerintah Pusa\lemda
Prov, Pemda Kota

Pemerintah Pusat. Pemda
Prov, Pemda Kota

[Me a
Prov, Panda Kota
1 p=i,lima
I Prov, Penda Rota
IPe£e-iIbe-A
Prov, Pemda Kota
Kemen Perhub dan Dinas

IPerhubungan Proving

gB

Pemeriatah Punt, Pemda
Kota

e

Kabupaten
Me e
I Kabupaten
Pemerintah Pusat. Pemda

Kabupaten

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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W8kta Pelabanaan

No Pro8nm Utana

d). Pcmantapan dan pcngembangan pusat pclayanan pcndidikan

C), Pemantapan dan pcngcmbangan pu8at indu8tri pcngolahan

Pcmantapan dan pcngembangan 8impul tran8portasi daratQ.

d. Pcmantapan dan pcngembangan pu8at pelayanan pariwi8at&

h) . Pcmantapan dan pcngcmbangan pu8at kcgiatan pcrtanian, pcrikanan, dan kchutanan

Mr Ii)
- Urusan Penyelenggnraarl PSU Permukimall

e

Permukiman

1.2.2

1.2.3. O

ma> ang WiI ayah (RFRW) dan Rencana Rinci Tata Rung ( MI
• penyu8unan dan Penet&pan Rcncana Tata Ruang Wilayah (RrRW)

pcnyu8unan dan Penctapan Rcncana Rinci Tata Ru ang (RRFR)

Kajian peningkatan status PKI, mcnjadi PKWb,

lbrvtdadaa 818t8n Pu8at Ka81ataa I,la8kun8aa

Pcmantapan dan pengenlb&ngan Pusat Kcgiatan lokal (PKId)

Pcmant8pan dan pengembangan Pu8at Perdng&ngan dan Jasa SkaJa knbupat£n/kota atau txbcrapa

Pcmantapan dan pcngcmba+lgan Pusat Pcrtanian, Pcrikanan hut , Kehutanan dan Perkebunan skala
Pemantapan dan pcngembangan Pu8at Agroindu8tri
Pemantapan dan pengcmbahgnn Pu8at Kawa8an Agropditnn

Pemantnpan dan pcngembangan Pusat Pertahanan Kemanan (pulau terluar)

a

b
C

d

C

c n Wisatn Inutr.

Pcmantnpan dan pengcmbangan 8ilnpul tran8portasi darat8

Pemantapan dan pengembangan Pu8at pelabuhan regionalh

Pemantapan dan pengernbangpn Pu8at wi8at8

r Jmum (PSU)
Uru8an Penyelenggaraan PSU Pcrmukiman

a). Pcrencanaan Pcnyediaan PSU Pcrmukiman

1.2.2

b). Pcnyediaan Pra8arana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Mcnunjang Pung8i
Pcrmukiman

V&rMM
_Penet&pan Rencana Tata Ruang Wilayah (l?FRW) dan Rcncana Rincl Tata Ru8n1

Penctapan Rencana Rinci Tata Ruang (Rf?FR)

1.2.3.

Pusat Pertulnbuhan Kclautan
a. 8entra perikanan tangkap dan pel&buhan perikanan

1.2.4

8entra pengolahan ha8il perikananb

Lokul (Kabupat8a/Rota)

APBD dan APBN
Kabupatcn Muko Muko, Kabupatcn Rejang l£tx)ng dan Kabupatcn

I Bcngkulu SeIam

–p ;Jmber
I Kabupatcn Muko Muko, Kabupaten Rejan8 l£bong dan Kabupaten llain Yang 8ah
I Bengkulu ScUm IAPBN, APBD dan 8umber

Iain yang mh
a lan
K&bupaten Bengkulu TengM I lain Yang mh

Kabupatcn Muko Muko, Kabupatcn Bengkulu Utara, K&bupaten
lat>ong, Kabupatcn Bcngkulu Tcngah, Kabupatcn Rcjang Lcbong,
I Kabupaten Kepahiang, Kabupatcn Scluma, Kabupat£n Bcngkulu
lsclatan, dan Kabupatcn K8ur

I Kabupatcn Bengkulu tiara

I , K8bup8t£n
ILcbong, Knbupaten Bcn8kulu Tcn8ah, K8bupat£n Rejang Intxing,
Kabupaten Kcpahi ang, Kabupat£n Seluma, Kabup8ten Bengkulu
Sclatan, dan Kabupat£n Kaur

Kabupatcn Kaur

LI:bong, Kabupat£n Bcngkulu Tcngah, Kabupatcn Rcjang Lebong, jlain yang snh
Kabupaten Kepahiang, Kabupat£n Seluma, Kabupat£n Bcngkulu MaaiJurfW,M

lsclatan, dan Kabupat£n Kaur I lab yang 8ah

lten/Kotn

l£bong, Knbupaten Bcn8kulu Tcn8ah, Kabupatcn Rcjang Lebong. I Iain yang snh
Kabupat£n Kepahiang, K8bupat£n Seluma, Kabupatcn Bengkulu
Selntan, dan Kabupatcn Kaur

o ara, Kabupatlin

BcnBkulu Tcngah, Kabupat£n Scluma, Kabupatcn Bengkulu
Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu
iota Bcngkulu

Sumber Dana

IAPBD dan APBN

b diD dan APBN

r

e

1 dn y mg aM I Provin8i, Dinas Pcrkim kab.

IAPBN, APBD dan 9umber
lain yang 8ah

c

Iain Yang 8ah
APBN, AP
Iain yang mh

$Lima
F Iain yang 8ah

(

1 Iain yang sah

(

Iain yang saIl

(

Iain yang 8ah

c

lain yang 8ah

I 17 )11111 @ 1F1tII ? b8T8bap ke 1In8tan81 Pelabaaa

Pu8at, PcmciaPemerintah

I Kabupatcn

he rirltah
Kabupaten

hi;;icM atI
I Kabupatcn
e

I Kabupat£n

P-emillntah

I Kabupat£n

Pu8at, Pcmda

Pu8at, Pcmcia

Punt, Pcmcia

Pu8at, Pemda

M, Dinas PUPR

Kabupat£n
m;entiiiih ATR, Dinas PUPR

Kabupaten
mMnTfiT bi-nas PUPR

Kabupatcn

Pcmcrintah Pu8at, Pcmda
Kabupat£:n

r hMcim
K8bupaten
Kmcrintah Pusat, Pemda

Kabupat£n

it;sat, Pemda

Kabupatcn

Pemerintah Pu8at, Pemda

Kabupat£n
Pemcrintah Pusat, Pcmda

IKabupatcn

mr mk,-i
Provin8i, Dina8 Pcrkim lab,
Kemcn PUPR, Dinas Perkim

Provinsi, Dinas Perkim lab.

Kementerian AFR, Dinas PUPR
Kabup8en

Kementcrian Kclautnn dan
Per{kanan, DKP Provinsi

Kcmenteri8n Kelautan dan
Periknnan, DKP Provin8i
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Waktu P8bban aaa

Pro8rnar UtanaNo

c Dcstinasi parlwi8ata bahari

Ms
[ Porvqfudaa 8bt8n Jada8aa JUan
[Jal8a UnIta

Pro8raal P8ay8loa&Banaa Jalaa

1). Jalaa Artorl Primer

Penin8knt8n/pemeliharaan Jalan Art£ri Primer
Bata8 Plnv. Sumbar - Mukomuko

Mukolnuko - Bantal

Bantal - lpuh

lpuh - Seblat

Seblat - Ket&hun

Kctahun - DS. Air Limas - Bintunan

2.
2.1+

261.1.

Eiiitunan - Lais

Ini8 - Kerkap
Kerkap - PS. Pedati

JIn.. Budi Utomo (Bcn8kulu)
JIn.. W.R Supratman (Bengkulu)
hsar Pcdati – SP. DPRb

SP. DPRD (Tugu Hiu) . SP. Nakau

Nakau -Air Scbakul (Bengkulu)

JIn. Ak8es Pel8buhan (Bcngkulu) (PC. Dcwa - Pulau Bad)

Air Scbakul - Pagar Dewa

Kcmban8 Scri - Air Sebakul

Bctungan – Tai8

hwr Dewa – SP. Band ara - Bctungan

Tais - Maras

Mara8 - SP. Kur&wan (Manna)

SP. Kurawan - K. Bupati (Manna)

K. Bupati - JIn.. Syam8ul Bahr

SP. Tiga Kayu Kunyit (Manna)-

JIn. l8kandar Bak8ir (Manna);

Taryung Kcmuning - Lin8u

Linau - Batas Prov.lampung

Nnkau - BFS. Kota Kepahiang

In (Manna)

Fanjung K :muning

tnS. Hota Kepahiang - SP. ICantor Bupati Kepnhi ang

SP. Kantor Bupati Kepahiang - SP. Taba Mulan (Curup);

SP. Taba Mulan - BFS. Kota Curup

JIn.. M. Thamrin (Curup);

JIn. Merdeka (Curup);

JIn.. A. Yani (Curup);

SP. Nangka (Curup) - BFS. Prov. Sumsel

Curup - SP. Nan8ka (Curup);

JIn. A. Yani (Manna);

SP. Taba Mulan - SP. Nangka;

SP. Tiga JBT. Manula (KM 253.400 F BFS. Prov. Inmpung; dan

SP. E:nam - Lubuk Kebur

2). Jalaa Arterl 88kuad8r (JAB)

c S)

) 3unau Dcndam - Sp. Pd. Harapan)

iI. Pembangunan

T IIIIIII drIX11L r k8Wrap ke 1Install•l PelabaaaSurIIber DanaI,okul (Babupatoa/Beta)
IAPBN, APBD dan 8umber
lain yang 9ah

Kemcntr:ri an Kelautnn dan
Perikanan, DKP Provinsi

Kabupatcn Muko Muko, Kabup8ten Bengkulu Utnra, K8bupatcn
Bcngkulu Tcngah, Kabupatcn Scluma, Kabup aten Bcngkulu

gclatan, I<&bupatcn KabIr dan Kota Bcngkulu

a

I
a

1 UUra

t
a

a

a

[paten Bcngkulu Tcngah, dan
Kotn Bcngkulu

c

[ Kit;M
[kotn Bcngkulu dan Kabupatcn Bengkulu Tengah
o

O

o

O

o

O

a

a

a 1

a

a

a

a

a

£

a & dan Kotn
Bcngkulu

[ l&
a

r

Kabupaten Rejang l£bong

mt m®an;>iii
a

Kabupat£n Rejang Inbong
a

a

a ang

a

a

Kcmcntcrian PUPRAPBN

Kernentedan PUPR, DInas
PUPR Prov, Dinas PUPR Kc>tn

Ben8kulu
APBD dan APBNO

o
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W8ktu Petal

Program UtarnaNo

Jl. in an

Jl. H.Adam Malik

Jl. P. Natndirja

Jl. Kapt. P. Tendean

Jl. Mayjcnd. Sutoyo (Bengkulu);

Jl. S. Parman (Bengkulu);

Jl. Legend. Socprapto (Bengkulu);

Jl. Jend. Sudirman (Bengkulu);dan

Jl. A. Yani (Bcngkulu)

Jalaa Kolokto: PrInter

Peningkatan/pcmcliharaan Jalan Kolcktor Primer 8atu

Air Sebakul - Betungan (Bengkulu)

Betungan – Padang Serai (BcngkuIu)

Manna . BU. Prov. Sumsel

b. Jalan koloktor pdlnor dua (JKP-2)

Peningkatan/pemeliharaan JaI an Kolektor Primer dun

Tanjung Iman - Muara Sahung;

Muara Sahung - Air Tembok (BaIns Sumsel);

Bata8 Utara – Atas Tcbing – Mu ara Anlan;

Kcrk ap - Tanjung Agung Fblik - but>uk Dud an

Tj. Agung Palik - Gunung Selan - Giri Mulya;

Giri Muly8 -Ata8 Tebing (Atas Ialbond;

LuI>uk Dtlrian - Tanjung Raman (Ujung Jalur Dun);

’Fapak Padcri - U.Turn Bina Marga;

Jl. Wi8ata 1%lntni Panjang:

Sungai Hitam - Pa8ar Bengkulu (Jl. Bencoolen);

Pa8ar Bengkulu - Tapak P&deri (Jl.Bencoolen);

jal&a koloktor prImer tlaa (JKP4)

Peningkatan/pcmeliharaan Jalan Kolektor Primer tiga
Curup - Air Dingin

3).

Air Dingin -Muara Aman;

Kepahiang – B8tas Sumsel

Muara Arnan - Tambang Sawah

Tambang Sawah - Ketenong

Jl. DR.A.Gani-Tabarenah

Kelutum - Simpang Pino; dan

Padang Serai . Pasar N8alam

Pcningkatan rua8 jalan T&lang Tcngah 2 Talang Lcnteng

Penlngkatan runs jalan SP4. Gunung Sclan -lni8;

Penln8k8tan runs jalan Kepahian8 . Kabawetnn - Bandung Baru

Peningkatnn rua8 jalan Jl. Benuang Galing - Bata8 Sum8el

Peningk8tan rua8 jalan Tugu Hill - Sp. Tan18n Hutan Raya - Sp. Kroya

Peningkatan rua8jalan Mukomuko - Tanah Rekah . Sp. IV (Setia BudD - Teras Terunjam

a ndok Batu - Sp. Yarnaja (Pondok Kopi)

Pcningkatan rua8jalan Batik Nau - Lubuk Banyau

Pcningkatan mlas jalan Jl. Halmahera (Sp.Brimob - Sp.Nakau)

Pcningkatan rua8 jalan Sukaraja – Padang Capo – Air Klin8ar (Bt8 Sum8cl)

I IIIIe 1E191iILb ? k8Tahap ke 1Instanal Pelak8aaaSurnber DanaLokul (Kabupatea/Rota)

I Kota Bengkulu
c

o

o

o

o

[
a

a

Kementerian PUPII, Dinas
PUPR Prov, Dinas PUPR Kota
Bengkulu

IAPBD dan APBN

O

mMIdali
Kabupat£n Bcngkulu Selatan

APBN I Kcmentcrian PUPR

Kabupaten Kaur

a

a

a

I
t

Kabupat£n Bengkulu
O

Kotn BengkuIu

o

t

Utara

Utara

Ut8ra

Utara

APBD dan APBN I Dinas PUPR Prov,

a

a

a

a

I
Kabupat£n Rejang lxbong

a

a

Kabupat£n Bengkulu Tcngah

APBN, APBD, dan 8umbcr I Kementcrian PUPR, Dinas

Iain yang mh I PUPR Prov, Dina8 PUPR Kab
Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupat£n Kepahiang
a

a

a

Kabupaten Muko Mu

MMaiaiii
Kota Bcngkulu

a

4). Jalaa Xol8ktor 8ekunder
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Waktu Pelab8an8aa

Pro8nin UtainaNo

Penin8katan/pemelih&raan Jalan Kolektor SekundeI

Pasar Bawah – Manggul

Berlian - Sp.3 RasuwiJl. Oernk Alam (Manna) - l£t

Pasir Putih - Sp. Jcnggalu

Jl. Jenggalu

Jl. Citanduy
Jalaa Lokal PIllnor6).

Pembangunan/pcningkatan/rehabilitaoi/penleliharaan/pelcbaran Jalnn Lokal

Tanjung Kemuning - Datnr Lebar
Datnr l£bar - Mcntiring

Wang l£ban - Air Kering – Simpang Ill Pada1

Ma8at - Ge(lung /\gung - PD.Gilang

Simp ang III Kayu Kunyit–Palak Bcngkcrung

%lnk Bengkerung - Sukaraml - Batu Ampar

Simpang Kcdurang -. Keban Agung - Batu Am1

Kurawan - Pinju Layang - Padang l£bnr

Nanjungan - Bitasan - Kembang Seri

Pasar Ngalam – Pa8ar Seluma - Pasar Talo

Simpang III Ngalam - Pa8ar Ngalam

Fimpang Durian But)ur - Pusar Talo

Pasar Talo – Pcring Baru - Kembang Mumpo
Scndawar - Muara Maras

Jalan Bukit Kaba

Air lang - De8a Apur

Mak Curup – Sp. 111 Karang Baru

- PUT - Kota Padang - Derati -Tanjung E:ning (Bata8 Sum8el);

Su8up - Tanjun8 Alam – Ujan Mas

<

Tcbat Monok – SP.Wdm - Kb.Agung

- I,ubuk Sini - Bata8 Bengkulu UtaraL Utara)

- Penarik - I,ubuk Pin ang

I,ubuk acdang – Sp. IV (Agung jaya) - Sp. III (Selagan Jaya)

- Berin81n III - Bengko

Sp. Sukarami – Unit 111 - Padang Jaya

D6 Ketahun - Giri Mulya

Lubuk Durian – Batas Bcntcng

Ketnhun - Napal Putih

- Suka Makmur - Sp.4 Tanjung Harapan (Tugu Garuda)

Sp. AIr Muring - Sukn Makmur

Jl. Wl8atn Air Terjun Curup IX (TNKS)

- Banjar Sari - Ma]akoni - Kayu Aptl (Pulau Enggano)

Jalaa I,lajkua8aa PrInter IJLlag.P)

}uci

6).

1<lindang - Su8up

7)e Jalaa Loknl 8okundor GIla)

Jl. Rokan (Perknntnran Gubernur Bengkulu)

8). Ponbeb88aa Laban/Taaab uatuk penyelea£Baraan Jalan

9). Peagolola8n Leger Jalaa

I IIIIIO 1F111b = beT8h8p ke 1]n8tan81 Polabaaa8uarber DanaLokul IKabupaton/Rota)

t

Kement£rian PUPII, Dinas
PUPR Prov, Dina8 PUPR KabAPBD, APBNa

O

o

o

Kabupat£n Kaur

[
a

a

a

t
a

a

a n

a

a

a

a

a

a

I
a

a

r ngah

a

a M
a

:Kabupatcn Bcngkulu Utara dan Bcngkulu Tcngah

Kabupaten Muko Muko
a

e mg
a

a

a

e

a

)

t

Kementerian PUPR. Dina8
PUPR Provinsi, Dinas PUPR

Kabupaten

APBN, APBD, dan 8umber

lain yang snh

, DPUTR ProvAPBDr

DPUTR Prov.

DPUTR Prov.

APBD

APBD

APBD

I
r DPUTR Prov
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Waktu P8l8k8anaan

Program Utama

IO). Peay8dlaaa perloagkapaa Jalan dl jalaa kabupatea/kota

No

Pelebaran Jalan perUnta8an 88bidaaB11).

Perna8angan P8ralntaa Ke8elanataa P8rllnta8an 8ebldaaB
12)

13). Kqjlaa ponbaaBuaaa Jalaa Baru
a. Penarik (Kab. Mukomuko, Bengkulu) - l£mpur (Kab. K–c;nci, Jambi)
FMuara Aman (Kab. Inbong, BenRkulu) – Muara Mendcre8 (Kab. MeranRin, Jambi'
F Kerkap (Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu) - Silangit (Kab. Mu8i Rawas, Suln8el)
F Tanbri£ IMdnRBlijkdu) : Muaradud]<abii&+tbi;ura, Sumsel)
e. SunRai Li8ai - MeranRin (Jambi'
F Top08 - Mur sG in iii;am
g. Jalan por08 Lebong - Rejang l£bong - Bengkulu Tengah - Kepahianl

IpI

Program Penyelen8Bnraan jalan Tol

Pembangunan jalan lol (IJUbUk Linggau - Curup - Bengkulu)

261.2.

Padang . Bengkulu

Bengkulu . Prov lampung

Mu ara Enim . Inhat - Lut>uk Linggau

2.1.3. t
Program Penyelenggaraan Inlu Lintas dan Angkutnn Jalan (1,tAJ)

Pengemb8ngan terminal penumpang tipe Aa,

- Terminal Air Sebakul

Terminal Sim pang Nangka

Penetapan Rcncana Induk Jaringan LIAJ Kabupat£n/Kota

PcngcIolaan Terminal Pcnumpang Tipe B Terminal Gunung Ayud

k8jian pemban8unan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B

2. 1.4. e

Program Penyelenggaraan lalu Linta8 dan Angkutnn Jalan (LIAJ)
a. Kcgiatan Pengcmbangan dan Pemeliharaan Jcmbatan Timbang

jembatan timbang Padang Ulak T8nding

jembatan Timbang Pcrmu

Kajian pembangunan jembatan timbang

jembatan Tim bang Lubuk Pinang
jembatan timbang Kecamatan Ulu MarIna

qmbang Kecamatan Maje dan/atau Kecamatan Nasal

b,

2.2. e

Program Pengelolaan dan penyelcnggaraan trnn8portnsi Perkeretaapian
a). Pembangunan Jalur Kcreta Api Kota Padang (Kabupaten Rejang la:bond - Pulau Baai (Kota Bengkulu) IKabupatcn Rejang lx:bong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten

Bengkulu Tengah, Kabupatcn Seluma dan Kota Bengkulu

laUd (Kabupatea/Rota)

I Sell„uh Kabupatcn/Kota

a &, K8bupat£n
I Bengkulu Tengdh, Kabupaten Rejang Lebon8, Kabupat£n
I Kepahiang, Kabupat£n Seluma, dan Koh Bengkulu

a nra, Kabupat£n
I Bcngkulu Tengah, Kabupatcn Rejang Lebong, Kabupat£n
I Kepahiang, Kabupatcn Scluma, dan Koh Bcngkulu

I
IKabupat£n l£bong
I Kabupatl:n Bengkulu Utnra
I Kabupaten Kaur
I Kabupat£n l£bong
KabuDaten l£bon1

kit=paten I,ebon1

IK8b. Rej ang [£bong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tcngah dan
KoH Bengkulu

a URal\
dan Kota Bengkulu

IKota Bengkulu, Kab. Seluma, Kat>. Bengkulu Selatan, dan Kab.
Kaur

I K8bupaten Rejang Inbong

I Kota Bcngkulu

[k
FK
I
t

a

I
a

jkabupat£n Seluma

[Ki6FpiM

Surnber Dana

APBD dan APBN

APBD dan APBN

[

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD
APBD

APBD

( rl

sah

d b
Bah

( )

Bah

A b
aah

AFl&

mA

r

APBD dan APBN

A

APBD dan APBN

r a
M Idan Kementcrian Perhubungan

b 1:1111 O 1F11 b ? k0Tahap ke 1lastanal P8laksaaa

I Kemen Perhub dan Dinas
I Perhubung8n Provinsl

e m
DPUTR Kab, dan Dina8

I Perhubungan Provin8i
e
IDpuTR Kab, dan Dina8

I Perhubungan Provinsi

DPUTR Prov

DPUTR Prov

r
[
DPUTR Prov

DPUTR Prov
DPUTR Prov

Kemen Pcrhub dan Dinas
[ Pcrhubungan Provinsi
Kemen Perhub dan Dinas

Pcrhubungarr Provinsi

Kemen Perhub dan Dina8

I Perhubungan Provinsi
e

Perhubungan Provinsi

Kemen Perhub dan Dinas

Perhubungan Provin3i

Kemen Perhub dan Dinas
Perhubungan Prov
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Valctu P8la]nanaan

No

b) . Pembangun arr Jalur Keret& Api Prabumulih

Pembangunan dan pemeliharaan jaringan kereta api khusus di Napal Putih-Ix:bong TandaiC)

Studi kelayakan Jaringan Jalur K A Koridor Padang - Kota Bengkulud),

pema$angan Pcralatan Ke8elamatan Pcrlintasan Scbidange) ,

Pembangunan/ pemeliharaan/ peningkatan 8ta8iun Kereta Api

8tasiun kereta api Kotapadang di Kabupaten Rejang l£bong

D.

Studi kelayakan 8tasiun Kereta Api

stn8iun kereta api Bantal di Kabupat£n Muko Muko
sta8iun kereta api Napal Putih di Kabupat£n Bengkulu Utara

stn8iun kercta api l£bong Tandai di K&bupatcn Bcngkulu Utara
st88iun kereta api Betungan di Kotn Bengkulu

Penctapan Jalur Kcreta Api Khu8us yang J8ringannya Melebihi 1 (8atu) Dacrah K8bupat£n/Kota
dalam 1 (8atu) Dacrah Provinsi

o a2.3.

1). linUs penycbcrangan &ntarprovinsi pada wilayah Provin9i Bengkulu

Program Utarna

Muara Enim - Inhat - Lut>uk Linggau

stn8iun kerct8 api Sindang Beliti Ulu

6ta8iun kerct8 api Kepala Curup

sta8iun kcretn api Air Punggur

8ta8iun kcrctn api Batu Bandung

stasiun keretn api Tebat Kerai

sta8iun kercta api Kepahiang

8ta8iun kcreta api Taba Penanjung I

6ta8iun kereta api Taba Pcnanjung 2

sta8iun kcretn api Talang Empat

sta8iun kereta api Air Kemuning

stasiun kcreta api Kuti Agung

sta$iun kercta api Bctungan

8ta8iun kcrcta api Pulau B8ai

sta8iun kcreta api Kepala Curup di Kabupat£n Rejang l£bonB;
8tn8iun kereta api Kepahiang di Kabupat£n Kepahi ang

sta8iun kereta api Talang Empat di Kabupat£n BenBkulu Tengah

Pelabuhan Tanjung Perluk/Patim banPelabuhan Pulau Baal

- Pelabuhan Mukomuko -Pulau Mentawai

Pclabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Kahyapu

e IF111b ? keT8hap ke 1Instan81 Polaksaaa8urnber DanaInI:ul (Kabup&tea/Rota)

IAPBN dan 8umber lain yangl Dinas Perhubungan Provin8i
I aah I dan Kementerian PcrhUbungRn

Kabupat£n Rejang l£bong

t a rl

8ah 1 dan Kementerian Perhubungan

APBD, APBN,BUMNa a, Kabupaten
I Bcngkulu Ten@h, dan Kotn Bcngkulu

r

I dan Kementerian Pcrhubungan

a 8, Knbupat£n
Bengkulu Tengah, Kabupat£n Rejang Iabort& Kabupaten
Kepahiang, Kabupatcn Seluma dan Kot8 Ben8kulu

a

a

a

a

Mt mUMBaia
t

a
IAPBN dan sumber lain yangl Dinas PerhubunBnn Provin8i

mh 1 dan Kementcrian Perhubungana

a

Mmrmc ABRiaR

maMa AaiiIii

Kabup8t£n Seluma

o

Kota Bengkulu

K&bupaten Muko Muko
Kabupaten Bengkulu Utara

>

KoH Bengkulu
a
a

i
1

APBN dan 8umber lain yangl Kementerian Perhub, Dinas
M I Perhubungan

Kemc nt i'Ll >CiPR,
Kementerian Perhub, Dinaa
Perhub. Prov. dan swasta

1 C

Iain yang 8ah
I

Kement£rian PUPR,
Kementerian Pcrhub, Dinas
Perhub. Prov. dan swasta

c

lain yang mh
o
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W&tu Pel81

Inkul (Kabupaten/Rota)Program Utama

Pelabuhan Linau - PeIabuhan Kahyapu (Pulau Enggano)

No

I Kab. Kaur dan Kab. Bcngkulu Utara

3). Pelabuhan penyeberangan

Pclabuhan Mukomuko a

[Pclabuhan Kahyapu

iiAbupaten Bcngkulu UtaraPcl&buhan Ketahun

Kota BengkuluPelabuhan Pulau Baai

[Pclabuhan Linau

Pclabuhan Bado a

4). Studi kelayakan Pelabuhan pcnycberangan

Pclabuhan Pino Raya a

Program Pcngelolaan Pelayaran

knbupatcn/kota daJam I dacrah provinsi

b), I
r

penyeberangan linta8 pelabuhan antnr daerah kabupaten/kota dalam I d&erah provinsi

Studi kelayakan pcmbangunan Pclabuhan 8ungai dan danau
• Pelabuhan danau Dend am Tak Sudah

b)
l

• Pelabuhan danau Tes

• Pelabuhan danau Ema8 1

d), Program Pengembangan lintas penyeberangan untuk mernbuka ketcri80la8i an wilayah I

F
a). Program Pcmantapan dan pcngembangan pclabuhan utama

- Pelabuhan Pulau Baai

2.4.

Kota Bengkulu

b) Program pengcmbangan pelabuhan pcngumpul
Pelabuh an Linau

B Program pengcmbangan pelabuhan pengumpan
- Pelabuhan Ketnhun

• Pelabuhan Malakoni
Pelabuhan Mukomuko

Studi Kelayakan pclabuhan pengumpan

[
i
Kabupat£n Muko Muko

C).

8umber Daaa

APBN. APBD dan 8umber

1 Iain yang snh

APBN, APBD dan sumber

Iain yang aah

(

lain yang sab

t
Iain yang sah

a

Iain yang 8ah I Kementerian Perhub, Dina8
Perhub. Prov. dan swasta

F-/t

Iain yang snh

F-c

Iain yang snh

ApBN, Ai)laJan 8umber
lain yang aah

APBN dan APBN

APBN dan APBN

(

lain yang sah

c

lain yang mh
a
lain yang mh

IAPBN, APBD dan 8umber

lain yang 8ah

iAPBN, APBD dan 8umbcr
Iain yang 8ah

[APBN, APBD dan 8umber

Iain yang sab

Iain yang 8ah

1 11111O 1F1X1b1 ? k0T&hap ke 1In8tan81 Pelak8aaa

Kementcrian PUPR,
Kement£nan Perhub, Dina8
Perhub. Prov. dan 8wn8tn

Kementerian PUPR,
Kemcnteri an Perhub, Dinas
Perhub. Prov. dan 8wa8ta

Kement£rian PUPR,

Kement£rian Perhub, Dina8
Perhub. Prov. dan 8wasta

iclmltcb ill PUPR,
I Kementeri an Pcrhub, Dina8

I Perhub. Prov. dan swasta

Kelllentcrian PUPR,
Kemcnt£rian Perhub, Dinas
Perhub. Prov. dan swasta

e

Kement£ri8n Perhub, Dinas
Perhub. Prov. dan 8wasta

Kementerian PUPR,
Kement£rian Perhub, Dina8
Perhub. Prov. dan 8wasta

Kement£rian Perhub, Dinas
Perhub. Prov. dan 8wa8t&

Kement£rian Perhub, Dina8
Perhub. Prov. dan 8wa8t&

Kemen Pcrhub, Dinas Perhub,
Prov. dan swa8ta

c
Prov. dan swast8

e
Prov. dan 8wa8ta

Kemen Perhub, Dinas Perhub,
Prov. dan swasta

a
Prov. dan swasta

r
Prov. dan swasta

r
Prov. dan swa sta
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Program Utama

Pelabuhan dl Pulau Tlku8 Koh Bengkulu

kajian pcmbangunan Pelabuhan 8cp&njang pe8i8ir pantai barat sumat£ra.

Studi Kclayakan pclabuhan pengumpul

pclabuhan Linau

Pcmbangunan dan pemeliharaan terminal khusu8

Terminal khu sus mcliputi:
1) terminal khusu8 CFR) Pasar Sebclat Kabupaten Bengkulu Utara;

2) terminal khu8us batubara Kotn B8ni Kabupaten Bengkulu Ut8ra;

3) terminal khu9us batubara Ketahun Bengkulu Utaru; dan

4) terminal khusus batubara Dcsa Sclolong Kabupat£n Bengkulu Utara,

No

d)

e) .

Q.

Stu(ii kclayakan Pembangunan terminal khu8us dan terminal untuk kcpcntingan sendiH

Terminal kepentingan &endiri meliputi,

1) Terminal Untuk Kepcntingan Sendiri I bcrada di Kota Bcngkulu;

2) Terminal Untuk Kepentingan Scndiri 2 bcrada di Rota Bcngkulu;

3) Terminal Untuk Kcpcntingan Sendiri 3 bcrada di Kota Bcngkulu; dan

4) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 4 berada di Kota Bcngkulu.

Pcmbangunan dan Fkmeliharaan Pclabuhan Pcrikanan

1. Pclabuhan Pcrikanan P&ntai meliputi

Pelabuhan Pcrikanan Pantai Pulau Baai

Pclabuhan Perikanan Pantai Pasar Bantal

2. Pangkalan Pendaratan lkan meliputi

Pangkalan Pendaratan Ikan Air Napal

• Pan8kaJan Pendaratan lkan Pondok Kelapa

Pangkalan Pendaratan lkan Pa8ar Seluma

Pangkalan Pendaratan lk an Pa8ar Bawah

Pangkalan Pendaratan lkan Pa8ar nunn

g),

h)

Kajian peningkatan pendaratnn ikan pasar sduma menjadi p'elabuhan pcrikanan nu8antara

Program Pengelola8n Pelayaran

bcropcra8i pada lintas pclabuhan antnr daerah kabup&t£n/kota da]am wilayah dacrah provinsi

i) ,

[i

Id)huI (Kabupatea/Rota)

I Kota Bcngkulu

b

Kabupatcn kaur

l
1

a

Kabup&ten Muko Muko, Knbupaten Bengkulu Utara, Kabupat£n,
I Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupat£n Bengkulu
lscla Urn, Kabupat£n Kaur, dan Kota Bengkulu

Kota Bengkulu

Kota Bcngkulu

Kota Bengkulu

L

Kota Bcngkulu

a

)

>

a

a

Kabupaten Kaur.

lkabupaten 8cluma

Surnber Dana

APBN, APBD dan 8umber

lain yang aah

mFL
Iain yang 8ah

t
Iain yang 8ah

[(
Iain yang 8ah

(

I lain yang 8ah

[/c

I lain yang aah

APBN, APBD dan sumber

I Iain yang 8ah

APBN, APBD dan 8umber

lain yang snh
[mil1l5–jiiilhM
Iain yang snh
APBN, APBD dan 8umber

lain yang mh

c

Iain yang snh
[liMit’Bb iiin iLM
Iain yang snh

APBN, APBD dan s tImber

Iain yang 8ah
[XMbb-Msumber
Iain yang 8ah

a

lain yang snh

[t

I lain yang 8ah

APBN. APBD dan sumber

I lain yang mh

APBN, Ap-aNd an sumbcr

I lain yang snh
APBN dan APBN

W&tu Petalr+en&an

T 1bIIIIII e 1FII11 b ? keT8hap ke 1In8tan81 Pelak8ana

I Kemen Perhub, Dinas Perhub

I Prov. dan swasta

Kemcn Pcrhub, Dinas Perhub.
Prov. dan 8wa8ta

e
I Prov. dan swa8ta

c

Prov. dan swasta

e

IPrl)v. dan 8wa8tn

Fr

Prov. dan 8wasta

I

} Prov. dan 8wa8ta

[-Ir

Prov. dan gwa8ta

icit;bailtlt),Dinhhi
Prov. dan swa8ta
e

Prov. dan gwasta

Kemcn Pcrhub, Dinas Perhub
Prov. dan swa8t8

e
Prov. dan swa3ta

[Men Perl@lb, Dinas Perhub
Prov. dan sq/asta

c

I Prov. dan swastn

e

I Prov. dan 8wa8tn

c
Prov. dan swastn

e

I Prov. dan swa8tn

e

I Pluv. dan 8wasta

e
I Prov. dan swa8ta
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Waktu Polal

Program UtNo

penerbitan izin usaha angkut8n laut pelayaran rdkyat bagi orang perorangan atau badan usaha

yang berdomisili pada lintas pclabuhan antar daerah kabupaten/kotn dalam wilayah daerah
provin3i, pclabuhan antar dacrah provin8i dan pclabuhan intcrna8ional
Kawa8an pemindahan dan atau bongkar muat lepa8 pantai (ShIp to Ship Transfer - NFS) dan
daerah lego jangkar (anchorage area) di perairan Pulau Mega

juga dUakuknn di DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingnn Pelabuhan) Pclabuhan Palau Bmi
daIam keadnnn darurat yang ditetapkan Dengan Keputu8an Guberbur

Mela,yani Pcnycbcrangan Linta8 Pclabuhan antar Dacrah Kabupat£n/Kotn dalam I (satu) D&erah
Provin8i

i).

k) Program Alur Pclayaran di but

Pengemb&ngan alur pelayaran umum dan perlintasan

dan negara lainnya

Sumat£ra Barat

Pclabuhan Pulau Baai KoH Bengkulu-Pelabuhan Linau Kabupatcn Kaur-Provinsi Lampung

Pelabuhan Pulau Baai Kota Bcngkulu Pelabuhan Idinau

Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu Pelabuhan Kahyapu Kecamatan Enggano

Pclabuhan Pulau Bani Kota Bcngkulu - Pelabuhan Malakoni Kecamatan Enggano

Alur pclayaran ma8uk pelabuhan

Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Sebelat Kabupat£n Ben8kulu Utara

Pelabuhan Pulau Baai Kota Bcngkulu - Pelabuhan Kota Bani Kabupatlin Bcngkulu Utara

Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Selolong Kabupaten Bengkulu Utara

Pelabuhan Pa8ar KetahunPclabuhan Pulau Baai Kota Bcngkulu

Pelabuhan Pulau Baai $arnpai kc pcrairan Pulau Mega

Pelabuhan Linau - Pelabu Ilan Kahyapu

Pelabuhan Linau - Pelabuhan Malakoni

Program Pengclolaan Perikanan Tangk8p

- Penyediaan Sarana Dan Prn8arana Pclabuhan Perikanan

Penetapan lx>k88i Pembangun an 8erta Pengelolaan Pclabuhan Perikanan Provinsi

pengembangan pclabuhan khu8u8 untuk menunjang pengcmbangan kegiatnn atau fung8i tertl:ntu,
mi&alnya untuk kepentingan mHiter atau pertahanan/keamanan di Pulau Baal Koh Bengkulu dan di

Pulau Enggano Kabupaten Bcngkulu Utara
Pengembangan j&ringan tlun8porta8i Inut antnr kabupaten di Provin8i Bcngkulu, Provin8i Sumatera
Barat dan Provinsi Lampung

1)

0) . Pemelihar&an alur dan kohm Pelabuh an Pulau Baai.

2.6.
2.6.1.
2.6.1.1.

e

[ba i Udara
Pengembangan Bandar Udara
a). Bandar Udara pengumpul Fntmawati Soekarno
b). Bandar Udara pengumpan Enggano

lakH (Kabupatea/Rota)

Kabupat£n/kota yang ber8da di pesisir pant8i

Pulau Mega

Pulau Mega

Kabupaten/kota yang berada di pe8i8h pantai

a

o t wasta
ldi Asia, Ncgara Eropa dan Ncgara Ininnya

o

t

o

o

1

O

K

o

o

o

a

It

a
a

a

a

• Pulau Baai- Panjang- Tanjung Periuk

• Pulau Baai-Teluk Bayur

C

o

I<ab. Bengkulu Utara

8unber Dana

APBN dan APBN

[APBN. APBD

APBN, APBD

A

APBN, APBD dan 8umber

lain yang 8ah

APBN, APBD dan Swasta

F–ip

c

a

ibc liAM

(

(

r
APBN, APBD dan DAK

APBD dan APBN

APBD dan APBN

APBD dan APBN

APBN dan BUMN

IAPBN. APBD dan 9umber
lain yang snh

b IIIIIIIe 1r& b ? keT&hap ke 1Instan81 Pelaksaaa

Kemen Perhub, Dinas Perhub
Prov. dan gw88t&

Kemen Pcrhub, Dinas Pc–rIiii)
Prov. dan swastn

Kemen Perhub, Dinas Perhub,
Prov. dan swa8tn

e

Prov. dan &wa8ta

r
Prov. dan sw88ta

Kemcn Pcrhub, Dinas Perhub
Prov. dan swa8ta

r
Prov. dan swa8ta

Kemen Pcrhub, Dinas Perhub
Prov. dan swasta

Kemen Perhub, Dinas Perhub
Prov. dan swa8ta

Kemen Perhub, Dinas Pcrhub.
Prov. dan swa8t&

Kemen Perhub, Dinas Pcrhub,
Prov. dan swa8ta

Kemen Pcrhub, Dinas Perhub

Prov. dan swasta

e
Prov. dan swa8ta

KKP, DKP Prov

KKP, DKP Prov

e
Prov. dan swa8ta

[a

ldan Kemcnt£rian Perhubungan

Kement£rian Perhubungarl
dan BUMN

Kemcnt£rian Perhubungan dan
BUMN
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W8ktu Pelalrslanaan

Program UtamaNo

C) , Bandar Udar8 pengump an Mukomuko

3
3. 1.

3.1.1

e
e

[ Program pcmbangunan dan pengembangan jadngan Lnfra$tuktur minyak dan

a). KaJian Pengemb&ngan Infra8truktur minyak dan gas burnt

a). jaringan minyak dan gas bumi
i)r(ibin_ie;+{Wn Kawasan AndqI_MW

IS bumi

3. 1.2

Pent\judea JarlaBga laan8truktur k8teaa8nll8trlkaa dan 8araaa peadukuanP
Program pcngclolaan kctcnagaan li$trik

a). Pcmantapan, pembangunan dan peningkatan pembangkit t£naga li8trik
Pcmbangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Li8trik Tcnaga Pana8 Bumi (PLTP)

Pcmbangkit Listrik Tenaga Die6el (PLTD)

Pcmbangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Pembangkit Li8trtk Tenaga Minihidro (PLTMH)

8

kajian pemngembangan pemban8kitan tenaga li8trikb) ,

- Pembangkit listrik Tenaga Sury8 (PLTS)

Pembangkit Listlik Tenaga Bioma88a (PLTBm)

Pcmbangkit Listrik Tenaga Bioga8 (PLTBg

- Pembangkit Li8tdk Tcnaga SamI)ah (PI,TSa)

Pemantnpan dan pengembangan tran8mi8i tenaga li8trlk antar 8i8tem

Saluran Udara Tegangan Tinggi (sum)
&

Pemantnpan, pembangunan dan pengemb&ngan di8trlbu8i tenaga li8trik
pengcmbangan Gardu Li8trik

W

C).

0.

kebijakan pemerintah yang ditetapkan 8e8uai dengan ketentu an peraturan perundang-undangarr

sena kelompok ma8yarakat Udak mampu,
Pcnatau$ahaan izin opera8i yang fa8ilita8 in8t&Ja8inya dalam dacrah Provinsi Bengkulu

Pembangunan 8uplay cncrBi untuk pemenuhan dome9tik dan indu8tri

encrgi matahari dan encrgi angin untuk mendukung kct£r9ediaan pa$okan tcnaga Ustdk dikaunsan
pcrbata san ncgara, kawasan tertingga], dan terisola8i termasuk pulau-pulau kecil

lakH (Kabupatea/Rota)

l<nb. Mukomuko

I Kotn Bengkulu

Kota Bcngkulu

@wa8an Andalan laut Bengkul bl

In )upat£n
I Kcp&hian8, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Scluma,
Kabul)ann Bengkulu Selatnn, Knbupaten ICnur

l
t ten Muko

IMuko, dan Kabupatcn Rcjang Lc:bong_

I Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten
Kaur, Koh Bengkulu

a Mupat£n
Bengkulu Utara

je Mn Bcngkulu
IUtara, Kabupaten Kepahiang, Kabupat£n Rcjang Lcbong,
Kabupat£n Bcngkulu Tengah, Kabupat£n Seluma, Kabupatcn
Bcngkulu gelatIn, Kabupat£n Kaur

IMupaten Kaur

I

a

a

S

S

Ic Muko Muko,
Kabupat£n Bengkulu Utara, Kabupat£n I<nur, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Knbupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten
Lebonl

[SeIuIuh Kabupat£n/Kot8

t

c

Kabupaten Bengkulu Tengah

e

8unbor Dana

IAPBN, APBD dan 8umber
Iain yang sab

–APBN dan BUMN

APBN dan BUMN

APBN

APBN, API,N dan BUMN

APBN, APLN dan BUMN

APBN, API,N dan BUMN

IAPBN, APLN dan BUMN

APBN, APLN dan BUMN

APBN, APLN dan BUMN

C

(

c

(

APBN, APLN dan BUMN

IAPBN, APLN dan BUMN

APBN, APLN dan BUMN

APBN, API,N dan BUMN

APBN, APLN dan BUMN

[#lMATLN dan BUMN

APBN

API,N, APBN, APBD dan
Loan

I IIo 1F1x b ? koT&hap be 1Install•l Pelak8aaa

I Kement£tt an Pcrhubungan dan
BUMN

Pertamina

Pertamina

PertaIn ina

Kemen ESDM, Dinas ESDM
I Prov, BUMN dan 8wasta

Kemen ESDM, Dinas ESDM

} Prov, BUMN dan 8wa8ta

I Kemcn ESDM, Dinas ESDM
Prov, BUMN dan 8wasta

Kcmcn ESDM, Dinas ESDM

IProv, BUMN dan stmsta

Kemen ESDM, Dinas ESDM
Pruv, BUMN dan swa sta

e

PrOV, BUMN dan 8wast&

c
Prov, BUMN dan 8wasta

e
Prov, BUMN dan 8wa8ta

Kemcn ESDM, Dinas ESDM
Prov, BUMN dan 8wasta

Kemcn ESDM, Dinas ESDM

Pn)v, BUMN dan 8wa8ta

Kemen ESDM, Dinas ESDM

Prov, BUMN dan 8wa8tn

Kemen ESDM, Dinas ESDM

Prov, BUMN dan 8wa8ta

Kemen ESDM, DInas E;SDM

Prov, BUMN dan 8wa8ta

IKemen ESDM, Dinas ESDM

Prov, BUMN dan 8wasta

I Dinas ESDM, PLN, BUMN dan

I swaM/IPP
r , Pl.N, BUMN dan

swasta/IPP

[ Kementcrian ESDM

Dinas ESDM, Pl.N, BUMN dan
swasta/ 1 PP
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Wakta Pelak8anaan

Program UtamaNo

program pengembangan pembangkit tenaga listrik 8erla jaNngan Unnsrnisi tenaga listrik berb88i8

panas bumi untuk mendukung kctcrscdiaan pa80kan tcnaga listak dikawasan perbatasan negara,

law&&an tertinwal, dan teri80la8i tenna8uk pul8u-pulau kccil
Program mengembangkan intcrkonck8i jaringan transrnisi tenaga listrik.

Program Pengelolaan Energi Terbarukani),

k)

1) .

Pelakmnaan Kon8ewa8i EnerBi Di Wilayah Provin9i

Proglbm pengembangan listrik pedc8aan

Program pcmbangunan mobil li8trik

program pemeliharaan dan pemulih an area lingkun8an hidup
Rehabilit8si dan perlindungan d8erah tnngkapan air 8umber air PLTA

program pemberian ak ses enerBi li8trik b8gi daerah t£rpencil
Pembangunan pembangkit llstrik SHS di dacrnh pegunungan yang sunt di jangknu

t
pcmbangunan, pengembangan dan peningkatan kualitn8 8ist£m jaringan telckomunika si

t jaJin8an temp48l61

4. 1.2 r

(Hrs)

rnenghubungknn

C) ,
Pengembangnn jarlagan telekomunika8i 3at£lit untuk melayani knwasan pcrkotnan nasion aI, kawa8an
perb8tn8an ne8ara, kaw88an teninggal dan knwasan tcrisola8i, t£rma8uk pulau-pulau kccil

6.

5.1.
5.1:it

e

Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)

lbenlbangunan dan pcmclih&raan
a). Jaringan iriga8i lintas provin8i mcliputi jaringan iriga8i Air M&njunto

Jaringnn iriga8i linta8 Kabupaten/kotab)

a jaringan iriga8i cli Kabupaten Bengkulu Utnra
DI. Air Lai8 Kuro Tidur;

Dl. Air Noknn Baal Roto;

DI. Air Nok an Rama Agung;

Dl. Air Palik Aur Gading; dan

DI. Air Telatang Be8ar

j&ringan irigasi di Kabupatl:n Inbong
DI. Air Kctahun; dan

a

DI. Air Santan,

3) jar{ngan iriBasi di Knbupaten Rejang l£bong
Dl. Air Mu8i Kejalo; dan

DI. Air Daup

4) jaringan iriga8i di Kabupaten Kepahiang
DI. Air Daup

5) j8ringan iriga9i dl Kabupaten Bengkulu Tengah
Dl. Rawa Air Hitanr.

6) jaringan iri8asi dl Kabupatl:n Scluma
DI. Air Alas;

Lokul (Kabupatea/Rota)

jselu,uh Kab„pat,n/Kota

t

C

e

C

I
Didaernh pegunungan dan t£rpencil

t

c

Scluruh Kabupatcn/Kota

K Manna

PKN Ben8kuIu, PKW Mukomuko, PKW Manna, PKW Curup dan
Pulau Enggano dan Pulau Mega

mclinta8i Kabupaten Muko Muko Provin8i Bengkulu dan
Kabupaten Pe8i8ir Selatan Provin8i Sumat£ra Bura!

t

[i<a
a

F
b

[ ki
la

[

[

Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Seluma

Sumber Dana

IAPLN, APBN, APBD dan
Loan

c
Loan

APLN, APBN, APBD dan
Ix)an

[
r

[A$
API,N. APBN. APBD dan
Loan

APBN. APBD dan sumber

lain yang snh

ITelkom

I

Swasta. dan/atnu

keriasnina pendatraan
[APBN, APBD dan sumber

I lain yang aah

rl
C

APBD dan APBN

c

APBD dan APBN

c

APBD dan APBN

[1

APBD dan APBN

APBD dan APBN

I IIIe 1F1111LIE1 : keT&bap ke 1In8tan81 Pelak8aaa

Dinas ESDM, PLN, BUMN dan

S wa8tn/IPP

Dinas iaM)LN, BUMNIh
swa8tn/IPP

FDina8 ESDM, PI,N, BUMN dan
jswa sta/IPP
PLN

KESDM, Dina8 ESDM dan

! Dinas Perhubungan

DLHK dan Dinas ESDM

Dinas ESDM, Pl/N, BUMN dan
swasta/IPP

Telkom

ITelkom

I

ITclekorllunikasi

Kemcnkominfo dan Pr. Tellcom

Kemen PUPR, Dina8 PUPR

)rovrn81

Kemcn PUPR, Dinas PUPR

provin8i

Kemen PUPR, Dinas PUPR

provinsi

Kemen PUPR, Dina8 PUPR
lrovlr181

Kemen PUPR, Dina8 PUPR

provinBi

Kemen PUPR, Dinas PUPR

provln8i

Kemen PUPR, Dina8 PUPR
'rovin8i

Kemen PUPR, Dina8 PUPR
provinsi

Kemen PUPR, Dina8 PUPR

provin8i

Ketnen PUPR, Dinas PUPR
provin8i
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Pro BraIn UtamaNo

Dl. Air Sclutna

DI. Air Riak Siabun;

DI. Rawa Pcninjauan; dan

DI. Rawa Penago.

7) jaringan irigRsi di Knbupaten Bcngkulu Selatan

DI. Air Nipis Seginim; dan

DI. Air Selebang Kedurang

8) jaringan iriga8i di Kabupat£n Kaur
Dl. Air Kulc; dan

Dl. Cawang Kidau

9) si8tem pcngcndalian banjir

- jaringan pengendalian banjir Air Bcngkulu

10) bangunan pengcndalian banjir
Bangunan pcngendalian banjir air Bengkulu

11) bangunan sumber daya air
Bendung Air Maryunto

Bcndungan dan Waduk Mu8i

IOO Ha-3000 Ha dan daer8h Idga8i linUS daerah kabupat£n/ kota

Pcnycdiaan air baku di kawa san pcrkotnnn

dJ' Program Pengembangan,kon8ervasi SDA, pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Alr

Program Pcngclolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

dalam I ( sntu) Daeruh Provin8i

Program Rchabilitasi DAS kritis

C),

8umber air tanah di kawa8an pelcpa8an air tanah pada CAT

untuk meningkatkan luasan lahan pcrtnnian pangan

t£rmasuk pulau.pulau kccil
;ram Pcngclolaan Sumber daya Air (SDA)

Pcngclolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayuh Sungai Linta8 Daerah
kabupaten/kota

k). pembangunan jaringan pengendalian banjir dan bangunan pcngendalian banjir Air Bengkulu

1. Jed /Groin
2. KolaTITc-GM
3. Tanggul Banjir
4. Rumah Pompa
5. C:ek dam

6. sheet pile
Porwt\judaa 8l8ton jarlngaa pra8araaa lalaaya
POIWIUudaa 8l8ton peay8dln8a aIr nUnn (8PAM)

Program pengelolaan dan pengernbangan sistem penyediaan air minum

SPAM Regional Bent£ng.Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)

la>huI (Kabupatea/Rota)
Kabupaten Scluma

Pr

jh
I

I

t

Kabupaten Kaur

Kabupat£n K8ur

t

Koh Bengkulu

Kabupat£n Muko Muko

I Kabupat£n Kcpahiang

t

F
Kabupaten/k,ta

t

Kabupaten/kota

t

t

a>

Rota Bengkulu dan Kabupat£n BengkuluTcngah

Kota Bengkun-
I<ota Bengkulu

Kota Benxkulu
Kota BenRkulu
KabUDat£n BerN

_Kabupaten Muko

lh

Kabupaten Bcngkulu Tengah

8urnber Dana

APBD dan APBN

<

APBD dan APBN

APBD dan APBN

[
c

APBD dan APBN

APBD dan APBN

[-

APBD dan APBN

c

APBD dan APBN

mA

c

APBD dan APBN

F
[APBD dan APBN

i
C

c

c

APBN dan APBD

gF T::",'."""’;

Waktu P8lak8anaan

I i11 1F1(1bII ? ke

Tahap ke 1Install•l Pelak8aaa

Kemen PUPR, Dinas PUPR

jproan8i
Kcmcn PUPR, Dina8 PUPR

'rovin3i

Kemen PUPR, Dina8 PUPR
provlnsi
Kemen PUPR, Dilla8 PUPR
'rovin8i

Kenlcn PUPR, Dina8 PUPR

provln8i

Kemcn PUPR, Dinas PUPR

Kemen PUPR, Dina8 PUPR

}rovln81

Kemen PUPR, Dinas PUPR

provin8i

Kcmen PUPR, Dina8 PUPR
}rovjn8i

Kemen PUPR, Din88 PUPR
}rovlr181

Kemen PUPR, Dinas PUPR
}rovin8i

1<omen PUPR, Dinas PUPR
I pPovinsi

Kemcn PUPR

Kcnlcn PUPR, Dina8 PUPR
)rovin8i

c )ina8 PUPR
}rovin8i

FKcmcn PUPR, Dina6 PUPR
provin8i

Kemen PUPR, Dina8 PUPR

Fpmdn8i

Kemen PUPR, Dina8 PUPR

provin8i
Kcmen PUPR, Dina8 PUPR

provinsi

Kcmen PUPR, Dina8 PUPR

pFovin8i

[Kemen PUPR, Dina8 PUPR
lrovinsi

Kemen PUPR, Dinas PUPR

I provin8i
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Waktu Pelak8an8an

Program UtanaNo

Pclayanan SPAM Bcntcng Kobema

r6+ 182

- Penyedinnn Ak8e8 Air Minum dan Sanita8i Inyak dan Aman

- Pembinnan Penyclen89Brnan Air Minum dan Sanitnsi Inyak dan Am8n

Pengaturan Penyelenggalban Air Minum dan Sanit88i Layak dan Aman

I hogrnm Pembangunan dan Pembcrdayaan Ma8yarakat De8a
Mr &ngan 8umbcr daya air minum berkclanjutan berba8i8 masyarakat

6. 1.3

KAfka PervqJadaa 8lsten poa£elolaaa aIr IIntbab (8PAL)
Mhmg–c–mbangan Pcrmukiman
r di Kawasan SUnt£gis Dacrah Pr

Studi kelayakan pcmbangunan Sistcm pcngelolaan air limbah (SPAI.) regional lintas
kabupatcn/kota bcrupa Instalasi Pcngol&han Air Limbah (IPAL) si8t£m tcrpu8at

- Kajian Pembangunan in8talan8i pengolahan air limbah (IPAI,) komunal

Kajian Pembangunan instaJan8i pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Pcmbangunan MCK

Kajian Pr,8,am p,mbin8nn dan W„g,mba„gan infra8truktu, p,rmukiman6e2o21

SPAIJD-S Skala kota

SPALD-S SkaJa pcrmukiman

e Maya dan benoua (B3)

Bcracun (Umbah B3)

Fajian Pcngutnpulan Lilnbah B3 Linus Daerah K8bupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Ptovin8i

6.3

6+36 1 +

68361 ale

PengRn8kutan, Pcmanfaatnn, Pcngolahan, dan/atau Penimbun arl

Studi Kelayakan pembangunan B3
6+381 +29

KNlaa P8rvtUudaa 8l8t8n J&rIa8aa por8anpabga vllayxb
Kajian Program pcngembangan 8i8tcm dan Pcngclolaan Pcrsampah an

Pcnanganan Sampah di TPA/TPSF Regional

mA rcgionaI linta8 Kotn Bengkulu dan Kabupat£n Ben8kulu Tengah

TPA regional linta8 Kabupat£n Kcpahiang dan Kabupat£n Rejan8 Lebon8b)

Pcnyusunan Rcncana, Kcbijakan dan Tcknis Pcnanganan Sampah RegionalC)

Penyedi8an 8arana dan pra8aruna penanganan 8ampah di TPA/TPSF Regionald) .

Rcgional

I Program pembinaan dan pengcmbangan infra8truktur pcrmukiman6.4.2

8i8t£m Pengelolaan sampah 8kala kota (TPA)

K&jian pengcmbangan 8i8tllm Pengclolaan sampah bcrbasi8 rna8yarakat (TPS3R)

R8aeaaa Pola RuaaB Wll8y8h Provla81

PervtOudaa Kava8aa Poruatukan Llnduag Plvvia81

Inknl (Babupatea/Rota)

I Koh Bengkulu, I<ab. Bcngkulu Tengah, Kab. Sclum8

e

[iI
a nBkulu

Utara, l<ab.I<nur, Kab.Kepahiang, I<ab.Lebong, Kab.Mukomuko,

!<ab.Rejan8 lzbong,I<nb. Scluma

t

1

In
t

c

1

Kota Bcngkulu

Kota Bcn8kulu

e

a

e

I

Kot8 Bengkulu

Kota Bengkulu

8umber Dana

APBN dan APBD

IAPBN dan APBD

IAPBN dan APBD

APBNb;/tPBD

APBN, A$bi) dull- A;ir
Iain yang sah

&

Iain yang mh

[(

Iain yang mh
APBN, FP-iii)- diGi;
lain yang snh

I

cas
( CSR) iswash

APBN iA–hi) dull 8umber

I lain yang 8ah

APBN, A}BD dan 8umber

Iain yang 8ah

IAPBN, APBD dan 8umber
Iain yang mh

APBN. APBD dan sumber

lain yang snh
bAK, APBN dan APBD

I III e 1F1:(1b1 : ke
T&hap ke 1In8tan81 Pelabaaa

kclncn PUPR, Dinas PLfFR

I Provin8i

Kcnlcn Desi P[YFF

IK;Mpi, i
I Rab/Provin8i
e

I Provin8i

Kcmcn PUPR, Dina8 PUTR
Provln8i

me MMblaiR
Provinsi

kern(:11 1.IIK. Dllilk (ini
swa8t8

kc;nciII.IIK. b1,HK cM

jswast&

I Kemen PUPR, Dinas PUTR
Provin8i, Kcmcn LHK, DLHK
I dan 8wa9tn

[Kemcn PUPR, KPBU, dan

Dinas PUPR
[mcHtJt;Mi
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W8l£tu P8laksenaan

Program UtarnaNo

Po:vrdadaa Kawuan yang n8nbedkna perHadua8aa t8rb8dap kavuaa baeabanIlya benIn knwuaa
hut8n llrrdu.
Program Pengelolaan Hutnn

- Perbenihan Tan aman Hut8n

let+2
1. 1.3

Program Pengelolaan Kcanekaragam an Hayati (Kehati)

Pengclolaan Kcanckaragaman Hayati Provinsi

1.1.4
fung8i kawa8an hutan lindung yang bervegeta8i hutan tr:tap

1.1.6

iT1.6 Pelcstarian kawa8an hutan lindung yang bernilai konscrvasi tin81ii

I
1.1.7

fun88i lahan kawasan rcsapan air

I

na6ional, taman wisata alam, dan tnman buru yang 8udah tcrdcgcdra8i

142.2

1.2+3

t Konservad berupa Cagar Alam

Pengembangan dan pemertahanan fungsi Kawa&an Konservasi berupa Taman Hutan Ra)'a

1.2.4 c KonscNasi berupa Taman Wi8ata Abm

1.2.5

1.2.6 r
Ferlindungan Dan Pemanfaatnn Kawa8an Kon8erva8i Dan Keanekaragaman H&yaaMt

Kawa8an konserva8i yang dimanfa&tkan 8ecara berkelanjutan

[mn hut yang memniH ekosistem laut1.2.7

1.2.8 Pele8tarian dan Pemertahanan dan koridor ek08istem

r

Perlindungan kawasan pcncadangan kon8crva8i di laut

I Penrl®daa hunan Bba8btom llangrooe1.3.

1l3e I Program Pele8tarian dan Pengelolaan Kawa8an Ek08itcm MangrDvc

Loknsl (Kabupatoa/Rota) 8urnbor Dana

MInK
Seluma, K8bupaten Bengkulu Selatan, Kat>up aten Kaur,
Kabupatcn Rcjang Lcbong

APBN dan APBD

[a Mbupaten
Scluma, Kabupatcn Bcngkulu Selatan, Kabupat£n Kaur,

Kabupatcn Rejang Let>ong

[Kabupaten I,ebong, Kabup&ten Bengkulu Teng8h, Kabupaten

lscluma, Kabupaten Bengkulu Sehtan, Kabupaten Kaur,

APBN

I Kabupaten Rcjang Ix:bong

a Un@h,
Kabupatcn Bcngkulu Selatan, Kabupat£n Muko Muko

APBN

APBNa umu (Kabupat£n

Bengkulu Utara), Kepahi ang, Kabupaten Muko Muko
I(Kabupat£n Kcpahiang)

CAT Painan-l,ubukpinang, CAT Oedongmeneng, CAT muaraduo-

Curup

APBN

o ten Bengkulu
Utara, Kabupaten Bengkulu Tcngah, Kabupatcn Kcpahiang,
Kabupatcn Rcjang Lebong, Kabupaten labong, Kabupaten Scluma, IAPBN
Kabupat£n Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur

a wu
Alam Teluk Kla\vc IAPBD dan APBN

Tahura Bukit Rabang - Gluguran

APBD dan APBN

Taman Hutan Raya Raja l£lo

P.Baai, TWA Bukit KabaTWA Pantai Panjang

APBD dan APBN

TWA laut Enggano

a u Ounung
Nanu'a APBD dan APBN

1 APBN

t c

FI

(

koridor Bengkulu Sumat£r& Sclatan

b Mt I

Kabupatcn Muko Muko

I IIIIe 1F111E1L ? ke
Thhap ke 1In8tan81 Pelak8aaa

u

Provin si

Kcmen IdHK dan Dinas LHK

[Provin8i
Kemen LHK

Kemcn LnK

Kemen LHK

Kemen LHK

I Kemcn LHK

t

Provln8i

Kctuen I,HK dan Dina8 1,HK
Pruvin8i

Kemen LHK dan Dinas LHK
Provin8i

Kenlen LHK dan Dinas LHK

Pmvln8i

Kcmcnt£rian Kclautan , Dina8
Kelautnn Plnvin8i/Kab/kota

Kcmcn LHK dan Dina8 1,HK
Provin8i

Kemen LHK dan Dina8 1,HK

Provin8i
Kemen I/HK dan Dina8 LNK

I Provin8i

Kemcn Kelautan dan
Perikanan, Kemcn LHK, DLHK

Prov, DKP Prov, I<ab dan koh
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Waktu Polak8anaan

Propnm UtnrnaNo

I Perwqtudaa Kawa8aa P©ruatuha Badl Dan
jporvWadaa Knv88an Hutu Produbl

Be

29l+

2.1.1 r

Pclak8anaan Perlindungan Nunn di Kawasan Hutan Produk8i

Kes&tuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenan88n Provin8iPcngelolaan Rencana Tata Hutnn

Pclak9anaan Pcngolahan l{asil Hutan Kayu dcn8an Kapasita$ Produksi <6000 m3/Tahun

Pcmanfaatan Hutnn di Kawasan Hutan Produksi

lutan dengan pdn8ip berkehnjuUn2.1.2

t Mami dehre8usi dan dcWda8i281.3

d
aeae

Pclak9anmn Perlindungan dan pcngclolaan kawa8an pcrkcbunan rakyat

I PeNWUdaa Kavuaa Pedaaha2.36

r nim;
26381

pemant8pan dan perlindungan Kawasan pertanian

perlindungan Kawasan pertanian pangan berkclanjutan (KP2B)

Pengawasan Percdaran Sarana Pcrtanian

) a pcrtaIdan;
Pcnataan Pras&rana Pcrtnnian

2.3.2

r na wrtanhn;
Kedatan Pcngendalian dan PenangBulangpn Bencana Pertanian Provin8i

2.3.3

e nrkualita8

Ter8edianya infra8truktur pertanian pa8ca panen pertanian yang 8c8uai den8an kcbutuh8n

2.3.4

Pcnycdiau1 Plu8arana dan Sarana Pertanian yang 9csuai kcbutuhan

b AndmRL®2.3.5

pcngendalian Kawa&an Andalan 8cktor Pertanian

2.3.6
8awah non irigasi, terma8uk yang merupakan lahan pertanian pan8an berkelanjutnn 8erta pengembanW
kaw88ur peruntukan pertanian pangan 8e8uai kc8c8uai8n lahan 9erta pengembangan kawa8an peruntukan

:rTnniur DurRur 8e8uai kcsc8uaian laban 8erta kelayakan raun dan lahan kerinR/tadah hujan
iPcngenda]iu1 alih fungsi lahan kaunsan pcrtnnian pangan 8awah beririga8i menJadi non sawah2.3.7

Id)huI (Kabupatea/Rota)

m)M> li;m
I Bengkulu Tengah, K8bupat£n Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur,
Kabupat£n Rejang l£bong, Kabupat£n l£bong, Kabupatcn Seluma

I

[Pioiiii im
r

a lu Tengah,
Kat). Scluma, I<ab. Kepahiang, Kat). Bcngkulu Sclatan, dan Kat>.
Kaur
IK;mM> b&
Scluma, ICab. kaur, ICab. Kcpahiang

Kabupat£n Kaur

C

t

th

t

t

t

t

B

Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bcngkulu Utara, K8bupaten
I Bengkulu Tcngah, Kabupat£n Bcngkulu Selatan, Kabupntcn
Seluma, Kabupat£n Kepahian8, Kabupat£n Kaur

a ra, K8bupatcn
IBcngkUlu Tengah, Kabupaten Bcngkulu Sclatan, Kabupaten
Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupat£n Kaur

8umber Dana I la8tan81 Pelaksaaa

APBD dan APBN

c

APBD dan APBN

r

AiM(Im

APBD dnn APBN

APBD dan APBN

[AMJt;ApBN

[;iM - liaM

[XMlliiliBN

APBDd an Aa3N

APBN dan sumber lain yangl Kcmen Pcrtanian, Dinas TPHP
M I Provin8i dan I<ab.

[APBN dan sum&r lain yangc

sab I Provin8i dan I<ab.

IAPBN dan 8umber lain yang I Kemen Penanlan, Dina8 TPHP

Bah IProvin8i dan Kab.

I APBN dan 8umber lain yang I Kcmen Pertnnlan, Dina8 TPHP

aah I Provln8i dan Kab.

APBD dan APBN

e 1[111111LI ? keT&hap ke 1

Kc
Provin8i

Kcmcn I,HK dan Dina8 LHK
PIUVln8i

kI1l=1 i–Iii lil;Ill binns LHK
Provin8i
c ; Dina8 LHK
Provin8i

Kemen IJHK dan Dinas LHK
Provin8i

[–llc hLmhm
Provinsi

-Kimin 1,HK dan Dinas LHK
Provinoi

Kcmcntcrian Pcrtnni ari, IYFPHP
Provin8i dan IYFPHP

Kabupaten
Kemcnt£rian Pertanian, IYFPHP

Provin8i dan IyFPHP

K8bupaten

Kcmcnterian Pcrtanian, IYFPHP

Provin8i dan IYFPHP

K8bupat£n

Kemcnt£rian Pertnnian, IYFPHP
Provin8i dan IYFPHP

Kabupat£n

Kementeri8n Pcrtnnian, IYFPHP
Provin8i dan IYFPHP

Kabup aten

Kement£rian Pertnnian, DTPHP
Provin81 dan DTPHP

I Kabupatlin
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Waktu Pol81

Program UtamaNo

26368 Pengendalian wngembangan kegiatan budi daya di kawasan peruntukan pertnni an pangan berkelanjutan

2.3.9
pertanian

2.3.10

263. 1 1

tembakau yang didukung dengan indusUI pcngolah an dan indu8trt jasa hasil perkebunan yang ramah
lingkun8an dan bcrnilai ekonomi tinggi

r nan Bcrkelanjutan
Pengembangan komoditn8 Pengcmbangan komoditn8

283412

mgcmiangan komodita8 unggulan karet

Prom Peningkatan Produksi, ProduktMta s dan Mutu Hasil Tanaman Pangan2.3.13

• FasiIita8 Sarana Pa8capanen Tanarnan Pangan

Pa8ilita8 Sarana Pengolahan Ha8il Tanaman Pangan

I PeN-qNdan KnvaBaa PBdbaanBbC

Pengclolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut Sampai Dengan 12 mil

Pcnin8kntnn produk8i perikanan tangkap

yang dapat diu8ahakan IJintns Kabupat£n/Kota dalam I {satu) Daerah Provin8i Juml ah

- Pengelolaan Pembudidayaan lkan di taut

tampung lingkun@n hidup

kajian Pcmbuatnn kolam budidaya air ta\var, air payau sesuai potensi masing-masing
Kabupat£n/Kota

I Program wngelolaan kelautan, pe8i8ir dan pulau pul8u keciI29++ 1

Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

- Pengelolaan Wilayah pesisir

Pernberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pen wwasan Sum&r Daya Kelautan dan Perikanan2.4.2

Pengawa8an StImber Daya Kelautan dan Perikanan 8ampai den8an 12 Mil

Ininnya yang dapat diu8ahaknn Lint8s Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Provin8i

2.4.3 Program Pengembangan kawa8an minapolitan berbasi8 masyarakat

2.4.4
karang

Lokni (Kabupatoa/Kota)
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah,
Kabupat£n Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatmr. Kabupaten
K8ur

Kabupaten Bcngkulu Utnra, Kabupatcn Bengkulu Tengah,
I Kabupat£n Rejang Lebong, Kabupat£n Seluma, Kabupat£n
Kcpahiang, Kabupaten Kaur

FwTh.
Kabupaten Kepahiang

a Wupann
Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selntnn, Kabupaten

ISeluma, Kabupaten Kepahi ang, Kabupaten K8ur

FB
a

a

I

L 1lu Tengah,
Koh Bengkulu, Kat>. Seluma, 1Cab. Bengkulu Sclatan, dan Kab.
Kaur

a h Tengd1,
I<ota Bcngkulu, 1Cab. Scluma, I<ab. Bcngkulu Selatan, dan Kab.

[Seluruh Kabupatcn/Kota

I<ab. Mukomuko, Knb. Bengkulu Utarn, }{ab. Bcngkulu Tengah,
Kota Bcngkulu, i<ab. SeIuma, I<ab. Bengkulu Selatan, dan I(ab.

ISeluruh KabuW,n/Kota

t

a 1u Tengah,
Kota Bengkulu, I<ab. Seluma, I<ab. Bcngkulu Selatan, dan Rab.
Kaur

<lmmMIMiiir
Kota Bcngkulu, Kat>. Seluma, K&b. Bcngkulu Selatan, dan K&b.
Kaur

a Rngnh,
Kota Bengkulu, Kab. Seluma, I(ab. Bengkulu Selatan, dan I(ab.
Kaul

[

[1}aBn
Bengkulu Tcngah. Kabupat£n Scluma, Kota Bengkulu

Kabup8t£n Bengkulu Selat8n, Kabupaten Kaur

8urnber Dana

APBD dan APBN

IAPBD dan APBN

FAPBD dan APBN

APBD dan APBN

rAPBN

APBN

APBN

APBN

APBN, APBD dan sumber

I lain yang aah

APBN

[APBN, APt3D dan sumber
lain yang 8ah

IAPBN, APBD dan 8umber
lain yang 8ah

c

Iain yang 8 ah

APBN, APBD dan 8utnbcr

llain yang snh

c

s tImber lain yang sab

lc m
I Iain yang M 1 Pcrikanan, DKP Provinsi

[c

llain Yang aah I Perikanan, DKP Provin8i

[c

lain yang snh

Fe

I lain yang mh

[

->iR1

PF 111Lb ? k8Thbap ko 1In8tan81 P8lak8aaa

Kcmcnt£rian Pcrtanian, IYFPHP

Provin9i dan DTPHP

Kabupaten

IKementerian Pertanian, DTPHP
Pruvin8i dan IYFPHP

I Kabupaten
Kementerian Pertanian, [YFPHP
Provinsi dan [yrPHP

Kabupatcn

Kement£Han Pcrt&nian, DTPHP
Provin8i dan DTPHP

I Kabupatcn

Kementan

Kementnn

Kcmenterian Pcrtanian
e

Ketnent£rian Kelautan dan
PeHkanan, DKP Provin8i

Kcment£rian Kclautan dan
Pcrikanan

[ Kimenterian Ketautal; M
Perikanan, DKP Provin si

Kementerian Kelautan dan
Perikanan, DKP Provin8i

Kementerian Kelautan dan
Perikanan, DKP PIUvin8i

Kement£rian Kelautan dan
Pedkanan, DKP Provinsi

[
Perikanan, DKP Provinsi

Kementer{an Kelautan dan

Periknnan, DKP Provin8i

Kementerian Kelautan dan
Pcrikanan, DKP Provinsi

Kementerian Kclautarl dan
PerU&nan, DKP Pmvinsi

Kementcrian Kclautan dan
Perikanan, DKP Provinsi
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Wakta Pelabanaan

Pro8rarn UtamaNo

a+485 I Progrwn Pcngclolaan dan Pemas&ran Hasil Perikan an

n HasH Perikanan Linta8 Daerah Kabupat£n/Kot8
dalam I (satu) Daerah ProvinsiJumlah

8

1 &

mumhml-u8aha Perhmbangan Mineral Bukan Ingam dan Batuan DaJam Rangka

Pcrurruman Modal Dalan Neger{ Pada Wilayah lzin U8aha Pcnambangan Dacrah yang (satu) Dacrah

Provin8i Tcrmasuk Wilayah Laut Sampai Den@n 12 Mil Laut
iisaha Pert&mbangan Mineral Ix)gaul dan Batubaru Dalam Ran8ka Penanaman

Modal Dalam Neger{ Pada Wilayah lain U8aha Pcrt&mbangan Daernh yang (8atu) Daeruh Provin8i
Termasuk Wilayah I,aut Sampai Den@n 12 Mil Inut

b)

kegiatan u8ah8nya dalam 1 (8ntu) Daerah Provin8i

a pertambangan minerN, batuba£jMnYuk
msan pcruntukan pcrtambangan mineral

d)

kawasan pcruntukan pertambangRn batubara

1 lmi

men8ubah bent8ng alam

I Pro8mm Pcmbinaan dan Fbngu&ahaan Mineral dan Batubarn2&6w2a

2.8.3.
[-1

F-I

OptjmaJisa8i produksi emas

[

I PeNt®daa Kavaua Peruatuba hdu8td2e6e

Program Percncanau1 dan Pcmbangunan Kawa8an Pcruntukan Indu8UI2.6. 1+

PerwUaynhan Knw88an Pcruntukan Indu8tN

Pembmgunan Knwa8an Ekonomi Khusu8 (KEK) KnmpunB Melayu

2.6.2. r
• PenerbitIul lzin Usaha Indu3ui (IUI), lzin Perlua8an U8aha Indu8tri (IPUI), lzin U8aha Kawasan

Indu8tri (IUKI), dan lzin Perlua8an Kawa san Indu8UI (IPKI) Kewenan8an Provinsi

PrI)gram pcningkatan $ar8na di8mbu8i wrdagangan2+6©3e

lclang komunitn8

t lu8UI bcrupa scktor Indu8tri Pcngoklhan2.6.4.

Id>huI (Rnbupatoa/Kota)

t

e

I
li

Kat). Rejang l£bong, KaI). Bcngkulu Utara, ICab. Bcngkulu Tcngah

Ili=Eii£kulu Utara, Kab.Bcngkulu Kab. Bengkulu Utnra, Kab.
I Bengkulu Tengah, I<ab. l2bon8, Kab. Rcjang Letlong, Kab.
Kepahiang, Kab. Bengkulu Selatan

I Kabupnten Seluma, Kabupnten Bcngkulu Sclatan, Kabupatlin
K8ur

c xing,
IKab.Rcjang Let>ong, Kab. Kcpahiang, Rab. Scluma, Kab. Bengkulu
Selatan, Kat).I<nur

It ong, Knb.
IRejang l£bong, Kab. Kepahiang, Knb.Seluma

b hbup&ten

I Kab Lctx)ng, Kab.Ben8kulu UUIra, Kab.Bengkulu Tcngah, Kat>.

Mukomuko, I<ab. I<auD Kat>. Kcpahiang, Kab. Rcjang Let)ong,

!<ab.Seluma dan Bengkulu Selatan

1 Kota Bengkulu

t

I

I

8umbor Dana

RiCh dill APi3N

AbiN:APtmlan sulrl ber
Iain yang sab

mi:Al’liLIan 8umber

I lain yang 8ah

t

llain yang 8ah

1 Iain yang 8ah

t

llain yang sab

WMD dan number

1 Iain yang snh

iMPM dan 8umber

Iain yang sab

AFl&:- Al’lAban sum ber

1 Iain yan8 aah

APBN

APBD

APBN dan APBD

e

APBN dan APBD

c

APBN d1111 APBD

I III e 41[19\1X1LI ? k8T&bap be 1Install•l Pol al

KementeIlan Kel atItan dan

I Perikan nn, DKP Provin8i

IKemcn ESDM, Dinas ESDM

I Prov. dan Dinas ESDM Kab

F Kemcn ESDM, Dinas ESDM
Prov. dan Dinas ESDM Kab

I Kcmcn ESDM, Dinas ESDM
Prov. dan Dinas ESDM Kab

Kcmcn ESDM, Dina8 ESDM
Prov. dan Dinas ESDM Kab

Kcmcn ESDM, DInas ESDM
Prov. dan Dinas ESDM Knb

Kcmcn ESDM, DInas ESDM
Prov. dan Dinas ESDM Kab

Kcmcn ESDM, Dinas ESDM
Prov. dan Dinas ESDM Kab

Kemcn ESDM, Dinas ESDM
Prov. dan Dinas ESDM K&b

e

c

I Dinas Pcrindag Provin9i dan

I kemcn Perindag

PT. Pclindo

[ binns Pcrindag Provin8i dan
lkemen Perindag

I Dinas Perindag Provin8i dan

} kemen Perindag

I Dinas Pcrindag Provin8i dan

kcmcn Perindag
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Waktu Pelaluanaan

Program UtamaNo

PorvrxJadan Kawa8aa Padvl•ata2676

2+Tel program p-,ningkatan daya tarik d,8dna8i

Pengclolaan Daya Tarik Wi8ata Provin8ia.

b. Pengembangan daya tnrik wisatn ung,gulan Provin8i Bengkulu

Pcngelolaan Dcstina8i Pariwisata Provin si

program pengcmbangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kckayaan
intclektual

Pcnycdiaan saruna dan pr&8arana kota kre8tif

28782

Program Pcngcmbangan Kawa8an Andalan $cktor Pariwi8ata

I Pexvqudan Kawuan P8rnaHmaa2+Be

2.8.1 o

lua8 IO Ha 8.d 15 Ha

- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d 15 Ha

m8 r

Pcnyclcnggaraan Infr&8truktur pada Pcrmukiman di Kawa&an Strategis Daerah Provin8i

e26883

Pembangunan dan Rehabilita8i Rumah Korban Bencana Atau Rclokasi Program Provin8i

Pendataan penyediaan dan rehabilit£i8i Rumah korban bcncana / reloka8i program provin8i

Pcmbangun an rumah 8u8un tcrma8uk untuk buruh, pekerja dan ASN

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Lintas Dwmh Kabupaten/Kola

2.8.4

2.865

2.8.6

2.8.7

meminimalk8n poten8i kerugian akibat bencana

kawa8an perbata8an negara termasuk pulau.pulau kecil terluar

[ Program Pembangunan Kawa8an Perdc8aan
BUMDe8 ber8ama yang ditingkatkan kapa8itas dan pema8arannya

Pendalnpingan Pcmbangunan Kawa&an Perdesaan

• Pengembangan Sarana Pra&arana Kawa8an Perde8aan

r mukiman Tran8miwsi2.8.8

Pembangunan Permukiln arl Transmigrasi

Pcnyediaan Tanah Transrnigrn8i

29889 r an Tran8migrnd

Pemb&nwnan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Tran9migrasi

Pclayanan Pcrtanahan Transmigrasi
r
2.8.11 o a

Lokul (Babupatea/Rota)

[a, K&bupaten

Bengkulu Tengah, Kabupaten Sduma. Kabupaten Bengkulu
Selatan, Kabupat£n Kaul', dan Kota bengkulu

) u, Kabupaten
Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu
SeIaUrn, Kabupatcn Kaur, dan Kota bengkulu

C

t
a

c

C

c

t

1

I

t

t

L

b

t

ma gkulu Tengah

Kab. Bcngkulu UtaIn

b

MBmMtnX;};
ICab. Bengkulu Utara

a

8umber Dana

a

[ A$BN, dan APBD

t
Iain yang 8ah

APBN, APBD dan 8umber

lain yang sah

iPBN. APBD dan 8umber

Iain yang W I Kcmen PUPR' Dina8 Perkim

t

lain yang sah

[ AM, A–>mimi;
Iain yang 8ah

TAp–It

lain yang 8ah

c

aah – I Kemen PUPR

C

}A
I lain yang 8ah

APBN. APBD d

Mr ang snh

APBN

APBN

rAPBN

APBN

APBN

APBN

APBN

APBN

I IIIII e 1(1q1ab ? keT&hap ko 1In8t8a81 Pelalaaaa

I Kemen Pariwisata, Dinas
Pariwi8ata Pruvin8i dan Dinas

I Padwisata Knbupaten

Kemen Parlwisatn, Dinas
Pariwi sata Provinsi dan Dinas

PaHwi sata Kabupatcn

Kemen Padwisata, Dinas
Pariwisata Provinsi dan Dinas
PaHwisata Kabupaten

Kcmen Par{wi88ta, DInas
Pariwisata Prov. dan Dina8
Pariwisata Kab.

Kemen PUPR, Dina8 PUPR Pnv

Kemen PUPR, Dinas Perkim

Kcmcn PUPR, Dina8 Perldm

k;:-M-pupR, DinaitMI
Prov, Dinas PUPR Kota

Kemen PUPR, Dinas Perkim

Kemen PUPR, Dina8 Pcrkim

Kemendes& PDTt

Kemendesa PDTF

Kemendesa PDTF

Kementcrian Dc8a PIYFF

Kementeri an Desa P[yFF

Kement£rian De8a PtYfF

Kcnlent£rian Desa PtYFF
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Waktu Pelak88rtaan

Program UtarnaNo

Pembangunan desa tt:rpadu

l
Koordina8i, 8inkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

2.8.12

(BISC) yang bcrlokasi di Kabupatcn Bengkulu Tengah apabila 8e8uai dengan 6i8t£m pcrkotaaan atau

lok8si lain yang ditet&pkan dengnn Keputu8an Gubcrnur

r

2.8.14

Kegiatan Pcnetapan Subyek dan Obyek Rcdistribusi Tanah Ur
(satu) Dacrah Provinsi

K UITIMa Area )2+99

pembangunan dumping al€a di taut

Kajian pengcmb&ngan kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut

P wportul2+10e

Peningkatnn pcngemb8ngan kawn8an Uun8port88i

A lgkutan JaIan (LLAJ)

Penctnpan rencana induk jaringan LIAJ Provinsi

Penycdiaan pcrlengkapan jaIan di jalan provin8i

provin8i

daerah provin

Program Pengelolaan Pcnerbangan

Pcnycdiaan S8rana dan Pra8arana Transportasi

Ponyqadaa KavaBaa Portahanan dan KB8naaaa2.11.

Program Perwt4judan Kawa8an Pcrtalranan dan ICcam arran2811 + 1

a) ,

1) pangkalan militcr kcsatriaan t£rd
TNI Angkatan Darat

- TNI AnRkatan Inut
r

3) daeruh latihan militer untuk TNt Angkatnn Darat

I IIIIIIe 1[1q1(1E1 : keTah8p ke 1Suarber Dana I In8tan81 PelaksaaaI,okn81 (Rabupatoa/Kota)
1 1Cab. Bengkulu Selatan, ICab. Bengkulu Tcngah, ICab. Bengkulu IAPBN dan 8umber lain yangjKementerian Desa PtYfF
}Utnrn, Kat>. 1<nur, Kab. Kepahiang, Kat). Intlong, Kab. Mukomuko, j8ah
ICab. Rejang l£bong, I<nb. Seluma

/a
lain yang 8ah

) Kementerian PUPR. Dinas
PUPR Provinsi, Dina8 PUPR

I Kabupaten

IIter

IpR>v, Dinas PUPR Koh
APMTibbTl–i;;adsL;t

F c

Iain yang 8ah I Prov/Kab./kota, Dinas Perkim
Provin9i/kab/kota

S

I
PF. Pelindo I PF. Pclindoa ra, Kabupat£n

I Bengkulu Tcngah, Kabupaten Seluma, Kabupatcn Bengkulu

jselatan, Kabupat£n Kaur, dan Kota bcngkulu

IKabupat£n Muko Muko, Knbupat£n Bcngkulu Utar8, Kabupaten
}I<auG dan Koh Bengkulu

[kA I Dinas Pcrhubungan

I Prov/kota/kab
APBD

I Dinas Perhubungan
I Prov/kota/kab

a
IAPBD

APBD I Dinas Perhubungan

I Prov/kota/kab

I Dinas Pcrhubungan
I Prov/kota/k&b

APBD

I Dina8 Perhubungan

I Prov/koU/kab

Kt)
APBD

Fi<r

I Perhub dun An8ka8a Pura ll

[ A
I lain yang aah

a 1 Bandara
Mukomuko

a lpat£n
Bengkulu Tcngah, Kabupaten Muko Muko, dan I<ota Bengkulu

tersebar di $eluruh kabupaten/kota

I rovin8i
a APBN dan Bumber lain yangITNI dan PaIdBah

1-
4) d&eruh latillan 8etingkat Batalyon dan daeruh l&tihan setingkat Kornpi r hiang
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Waktu Pelak8anaan

Program UtamaNo

5) Satuan Brigade Infanteri

BataJyon Infanteri

Sat Denzipur
lapangan t£mbak

9) penyimpanan Amonisi, baran8 explosif berbahaya TNI Angkatan taut
10) gIldang logi8tik wilayah

pendarat maHnir TNI Angkatan Inut berada

12) pan8kalan udar&

13) Dermaga TNI Angkatan Inut

b). Program pcningkatnn 8arana dan pra8arana 8parntur Polri

Perwl\fudan Kava88a 8trate£l8

• Taman Nasional Kerinci Sebelat

Taman Nasional Bukit Bari8an Sclatan

Pulau Bnggano

Pulau Mega_

3.2.

Kawa8an BAITARITAM (Pul au Baai - Tapak Paderi - Sungai Hitnm)

Kawa8an Persada Fatlnawati Soekarno

Kawa8an Karabela

Kaw88an Pcrsada Soekarno

Kan,asan P. Baai, Pelabuhan Linau dan Pclabuhan P.Dnggano

Studi Kclayakan Pcngcmb&ngan Scgitiga Pelabuhan P. Bad, Linau dan Enggano 8ebagai Pu8at
Pertumbuhan Ekonomi

Pcnyu8unan Rencana dan Program Pembangunan Pra8arana Kawasan SUntegi8 Segitiga
Pertumbuhan P. Bnni, I,inau dan P. En98ano

Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lds - aid Mulya - Ketahun (KTM LAoiTA)3.3.2

Identifikasi Bata8 Delineasi dan Penyusunan Rencana Kawasan Str8tcgi8 KFM IJ\GITA

Kawa8an Strategis KTM IAGITA

I ngkulu;3.3.3

Kawa8an Strat£gis Kawa8an Kampung Nelayan Scjahtcra Provin8i Bengkulu

3.3.4,

Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten Bcngkulu Tcngah - Kabupat£n Seluma

}. E.In a[

''PE:i=Idengan a8linya

TK. 1

160825 200502 1 005

/ IIIIII18 er&t1L : k8T&hap ke 1Sumber Dana I lastansI P8laksaaaLokad (Kabupatea/Rota)

[ K&bupaten Rejang Lc:bong IAPBN dan sumber lain yang ITNI dan Polri
8 ah

I
IK&bupat£n Bengkulu Tcngah

I Kota Bengkulu

K

8cluruh kabupaten/kotn

lu

[+
Fb
[h It

sah

a kt>ong dan
1Cab. l£bong

r r
Bah

a

a

FK

IAPBN, APBD dan 8umber
lain yang 8ah

Kemcnterlan Pariwi8atn dan

I Kebudayaan, Dinas PaHwisab
Koh Bcngkulu

(

1 Iain yang 8ah

r
Dinas PLnR KotaKota Bengkulu, KabuWten Bengkulu Uta,a dan Kabupat,n Ka„,

r
I Dinas PUFR Kota

t
I lain yang 8ahI Kota Bcngkulu. Kabupaten Bcngkulu Utara dan Kabupaten Kaur

I
I Dinas Transmi©a8i Provinsi

APBN, APBD dan 8umbcr

llain yang snhI Kabupat£n Bengkulu UUra

It Tengah,
I Koh Bengkulu, Kat). Scluma, Kat>. Bengkulu Selatnn, dan Kab.
I Kaul

[
DInas PUTR K ota

APBN,li’bD dnn s tImber
lain yang 8ah

I Ii
Dinas PUTR Kota

[it&q,]t;13b dMXt;
Iain yang 8ah

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH
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LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR } TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043

© """"""-"""""
LAHPHIAH XIV

PeRATURAH DAaRAH PROVINSI BeNaKULU
HOMeR eu tAHUN IDa

nT fI
POLA RUANO KAWA8AN KE8ELAMATAN

OPERA81

lijy iii DrillfIJi;eiiMv Me
88tom arId end C3eogr8h+ am Odd UTM Zu+ 40 8
Da£urn Hcxeontat Datum VK38 te&4

a+oH EGM 2008DaSum V+rtlkal

S A \{ t; D e R A II IN ViA

TI B!
’fr+

\\
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LAMPIRAN XVI. A
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR} TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043

PEMeRiNTAH PROVtN81 BENOKULU

LANPIRAN XyIA
PBRATURAN DA8RAH PROVIN81 BBNOKULU

MoweR .„ TAHUN 2023
TeNTANO

RENaANA TATA RUANO WILAYAH PROVH81 BENaKULU
TAHUN 2023 . 2843

PFrA KETENTUAN KHU8U8
RENCANA POLA RUANO KAWA8AN

RAWAN aeNCAMA OEMPA BUBI
U SKALA. 1700000

A ; HUn

Pray8t81 -– - - CJiiveM Tr8rnv8ru Merc8tot
SIMOn C3ltd Orb a&tWa16 dan Old UTIY Zm8 4g S
Datum Hatlzontal . Datum was 1884
Dahm VWtlkal . enId EGM at>08

gU@

MA-N–i'M
&lU BU Pe6rerlf+dun UU Aas,er•tna P+nrrall
(iJ 8wu Pt#Fn81 n'n RaUr'vnu aanl nH

= t•=9TIPJIMX:HIMwv}
K8weg•n Bull Darpa u?nrtu,i,q mau•

1 : 1 := :::: :1=L== 11rEM M == ==: B + + + B + b+ + s a #
= KHH= n Own

= KuannH nybm#I= KOUHHWHPHaMm\Iaea

I= a+n+ n+aUqlPanhrP

1 M 4 a B n p N Nn:U 1 h:nb 1

e) •Nbl

POLA RUANa
Kew&WI UnduIH

= Pq PHU F4UeNN

bLu=r

LI: ::

K£#r•Ur UIIW

nln }&+q•atn•6 Rar

KUmar BananaP

I
q\

S .1 Nt C1 /) F: /I , I // / IV 1) / /1

Q

I
PRWHO LAIPU Ma
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LAMPIRAN XVI.B
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

TENTANG
NOMOR } TAHUN 2023

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 2043

&UHATBRA

LAHPIRAN XVI.B
P&RATURAN DABRAH PRawlSI BBNOKULU

HOMeR en TAHUN 2023
TeHTANO

ReNCANA TATA RUANO WILAYA}I PROVWBI 8ENOKULU
TAHUN 2023 . 2&B

FEET§ IL :MI
POLA RUANG KAWA8AN RAWAN BENCAHA

OELOMaANO EK8TRIM DAN ABRA81

M8-8n8vern Meei
SHam <3rkJ GIta a•OonnB dan GrId t/fM Zone 49 S

Datum Honzenw : Baum W(38 it)84
Datum V8ftlkal ' Gead EC3M a(xx8

PRaUH81 8U&ATB&A8BUTAH

i

KeTeRiNaAN :
he Held PWwrh4dsen
In nwa hnf+
(Bl &ua4BeUe el

Un Aalwrtebnl Ht8b8n

[ Pau RUANa
RawBun UndtHU

= &bme# F8aaevo WIm,

n/J

r
1)

I
k

RH On+n n„rmHQ,.n H#wur„a + I H 1

KBO•WI UI DeIHI
+ #4•aw tlnh UU

+tu+•fHm

1 M n B Bp UNrI + n
•ruL£rl

hn•rl

= #4+ + 1 r IW t4+ + 1 1A1 M

;f”(a....._.,.”}
nAB BI&16111

FK++abaaRewenBen&8n6

I W &nap nO,n\ muPU C+BU,Ha 1 hOb. as ANdb TWa MOO

PRavl1181 LAiPUNa

~~.=@
mab+14 iii
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a'w-T=hiMJill
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LAMPIRAN XVI.C
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR ; TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RU ANG WILAYAH
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